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MENUMBUHKAN NILAI-NILAI KESETIAKAWANAN
SOSIAL PADA ANAK

Oleh : Yuli Setyowati

ABSTRACT

Chidhood 1s the right time to form personality and morality. Family
has great influence in this time. The children learn about norms and
how to associates with others from their families. One of the norms is
solidarity. This norm is very important to be tought and developed in
childven's mind early. The children will learn to be emphaty, consider

and care about the others. As a
intellegences will be more developed,

emotional intelligence.

result children’s interpersonal
then the children will have good

Keywords: solidanty, interpersonal intellegences, emphaty, emotional

intelegence,

PENDAHULUAN

Peristiwa gempa dan tsunami
vand terjach di beberapa wilayah Asia,
tormasule Aceh dan sekitamya pada
fanaaal 26 Desember 2004 benar-
henar menjadi peristiwa yang
menggempatkan seluruh dunia.
Seledilen it juga banyak bantuan
rengalic ke negara-negara yang ter
finpa bencana alam, Linile bantuan
agan, senclang, obat-obatan, lenaga,
dart alatalal berat yang digunale
Airfbl EnLTIANG rOses

keprihatinannya dengan memberikan
berbagai macam bantuan kepada
para korban.

Berkaitan dengan penyaluran
bantuan untuk para korban bencana
Aceh, surat kabar Kedaulatan Rakyat
pernah meliput berita tentang se-
orang anak yang datang ke kantor
koran tersebut dengan membawa
"celengan mya - dengan maksud me-
pyumbanglan selurih vang fabung-
ptule embanto meringan-:
: ﬁbun_-::;: forban
| Aveli Dangan rela hati,

it enuiaihilian vang
ik menolong saucdara-
q Wit watig tertimpa bencana,
ibica benta tersebut, mun-

il pertanyaan, antara lain:

A vang mendorong anak tersebut

LMD APMDT-Yogyakarta
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VINTRACT

oo 1 the right time to form personality and morality. Family
Foas qreal influence in this time. The children learn about norms and
[ 1 ansociates with others from their families. One of the norms is

darity This norm is very important to be tought and developed in
e s i early. The children will learn to be emphaty, consider

.__., Lare

lalle enees r,c__ |
crnotional ntelligence.
Keywords: solid

intelegence.

i'F NDATIULUAN

Perintiwa gempa dan tsunami
Lt tenad di beberapa wilayah Asia,
Ll Acel dan sekitarnya pada
faal 20 Desember 2004 benar-
menjadi peristiwa yang
e naaemparkan seluruh dunia.
btk i uga banyak bantuan
denal ke negara-negara yang ter-
B bencana alam, baik bantuan
i1, obat-obatan, tenaga,
Qs st alat berat yang digunakan
Sluk menunjang proses distribusi
Lot bantuan tersebut. Di Indo-
mencermati sebuah
banyaknya bantuan

heial

A, B

4, mereka bersama-sama
denunakapkan kepedulian dan

sbout the others. As a result children’s interpersonal
more developed, then the children will have good

ity, interpersonal intellegences, emphaty, emotional

keprihatinannya dengan memberikan
berbagai macam bantuan kepada
para korban.

Berkaitan dengan penyaluran
bantuan untuk para korban bencana
Aceh, surat kabar Kedaulatan Rakyat
pernah meliput berita tentang se-
orang anak yang datang ke kantor
koran tersebut dengan membawa
“celengan"nya dengan maksud me-
nyumbangkan seluruh uang tabung-
annya untuk membantu meringan-
kan beban penderitaan korban
bencana di Aceh. Dengan rela hati,
anak ini berniat menyisihkan uang
jajannya untuk menolong saudara-
saudara kita yang tertimpa bencana.

Membaca berita tersebut, mun-
cul sejumlah pertanyaan, antara lain:
Apa yang mendorong analk tersebul

[ aall adalal dosen dari Prodi imu Komunikasi, STPMD "APMD"-Yogyakarta
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"

merelakan “celengan’nya untuk
membantu meringankan penderita-
an orang lain yang tidak dikenalnya?
Bagaimana anak ini bisa memiliki ke-
pedulian dan empati yang tinggi ter-
hadap orang lain? Bukankah lebih
menyenangkan apabila uang itu digu-
nakan untuk kesenangan dirinya sen-
diri? Dan masih banyak pertanyaan
vang lain.

Fenomena tersebut sebenarnya
sebagai salah satu contoh yang penu-
lis rasa cukup menarik berkaitan de-
ngan usaha menumbuhkan nilai-nilai
kesetiakawanan sosial pada anak,
sebab justru hal itu bisa menjadi awal
yang sangat berharga bagi perkem-
bangan anak-anak.

Kesetiakawanan Sosial sebagai
Kualitas Kecerdasan
Antarpribadi

Pada dasarnya, manusia dicipta-
lkan sebagai makhluk sosial yang
senantiasa menjalin relasi dengan
sesamanya, Komunikasi antarpribadi
menjadi kebutuhan dasar untuk
mewujudkan relasi yang harmonis
antara satu orang dengan orang lain-
nya. Book (Hafied Cangara, 1998:
18) mendefinisikan komunikasi antar-
manusia sebagai suatu transaksi, pro-
ses simbolik yang menghendaki orang-
orang mengatur lingkune
dengan (1) membangun h
antar sesama mai v (2) melalul
pertukaran informasi; (3) untul me
nguatian siliap dan tinglal laka orang

laln serta (4) berusaha mengubah
] LTt P [ 8 PR T T _-.._u...___:_-

manusia dipengaruhi oleh kualitas
kecerdasan antarpribadi masing-
masing pihak yang berkomunikasi.
Gardner (2003:43) mendefinisi-
kan kecerdasan antarpribadi sebagai
kemampuan untuk memahami orang
lain, yaitu apa yang memotivasi mere-
ka, bagaimana mereka bekerja,
bagaimana bahu-membahu dengan
mereka. Masih menurut Gardner
(Goleman, 1999:52) bahwa kecer-
dasan antarpribadi adalah kemampu-
an yang korelatif, tetapi terarah ke
dalam diri. Kemampuan tersebut ada-
lah kemampuan membentuk suatu
model diri sendiri yang teliti dan
mengacu pada diri serta kemampuan
untuk menggunakan model tersebut
sebagai alat untuk menempuh kehi-
dupan secara efektif. Kecerdasan
antarpribadi terdiri dari beberapa
kemampuan, yaitu kepemimpinan,
kemampuan membina hubungan
dan mempertahankan persahabatan,
kemampuan menyelesaikan konflik,
dan kemampuan analisis sosial.
Kepemimpinan merupakan
keterampilan seseorang dalam mem-
prakarsai dan mengkoordinasi orang
lain dalam kelompoknya. Kemampu-
an membina hubungan dan memper-
tahankan persahabatan merupakan
kemampuan untuk mengenali dan
merespon dengan tepat akan perasa-
an dan keprihatinan orang lain, Da
lam kemampuan ini, empati mei acli
unsur vang harus dimiliki oleh
orang, sebab kemampuan membina
hubungan pada dasarnya menipakan
sent menjalin hubungan, Orang vang

dhabas

a

He lidsiimmsn
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biasanya mudah bergaul, mudah ma-
suk ke dalam lingkungan yang baru,
pintar membaca emosi dari ungkap-
an wajah dan paling disukai oleh te-
man-temannya. Sedangkan kemam-
puan menyelesaikan konflik merupa-
kan kemampuan mediasi dalam men-
cegah dan menyelesaikan konflik-
konflik antarpribadi dalam usaha
mencapai kesepakatan dan perda-
maian. Dan yang terakhir, kemampu-
an analisis sosial merupakan kemam-
puan mendeteksi dan memahami
]>erasaan orang lain yang dapat mem-
bawa mereka ke dalam suatu keintim-
an yang menyenangkan atau perasa-
an kebersamaan.

Ringkasnya, keterampilan-kete-
rampilan ini merupakan unsur-unsur
untuk menajamkan kemampuan
antarpribadi yang membentuk daya
tarik, keberhasilan sosial, bahkan ka-
Hama. Dengan demikian, orang yang
memiliki kecerdasan sosial dapat
menjalin hubungan dengan orang
Ll dlangan culwp lancar, peka mem-
bBaca reall dan perasaan orang lain,
A memimpin: dan mengorga-
Bl dan calap menangani perseli-
shan yang muncul dalam relasi
ERLE I ETIIT

St lebih konloet, keterampil-
skt sptlan tersebut dapat dilibat
Ha seliwrapa besar jlwa kesetiaka-
SRR sosinl seseorang, Tidak dapat
i pila balwa lesetinkawan
Wil sebiagal salah satu ukuran
U T Al

i dibangun
ias Hasar i wiclasan em nlonal se
BRIANN Balikan secara legay
‘I.t: h o T TN e T

kesetiakawanan merupakan salah
satu ukuran kecerdasan emosional se-
seorang yang didukung oleh ukuran-
ukuran yang lain, yaitu empati, ke-
mampuan mengungkapkan dan
memahami perasaan, kemampuan
mengendalikan amarah, kemandiri-
an, kemampuan menyesuaikan diri,
kemampuan menyelesaikan masalah
antarpribadi, ketekunan keramahan,
disukai, dan sikap hormat. Kecerdas-
an emosional didefinisikan oleh
Salovey dan Mayer sebagai
“himpunan bagian dari kecerdasan
sosial yang melibatkan kemampuan
memantau perasaan dan emosi baik
pada diri sendiri maupun pada orang
lain, memilah-milah semuanya, dan
menggunakan informasi ini untuk
membimbing pikiran dan tindakan".
(Shapiro, 1997:8) Mereka me-
nempatkan kecerdasan antarpribadli
Gardner dalam definisi dasar tentang
kecerdasan emosional dengan mem-
perluas kemampuan ini menjadi lima
wilayah utama, yakni : (1) mengenali
emosi diri; (2) mengelola emosi; (3)
memotivasi diri sendiri, (4) mengenali
emosi orang lain; serta (5) membina
hubungan.

Sementara Thorndike dalam
artikelnya di Harper's Magazine
(Goleman, 1999:56) menyatakan
bahwa salah satu aspek kecerdasan
emosional yaitu kecerdasan soslal,
sebuah kemampuan untuk mema
hami orang lain dan bertindal biljile
sana dalar

Dalam menjalin komunikas
antarpribadi, hesatakawanan sosial
: I

e 'TITE 1
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dalam menanggapi kondisi orang
lain. Dalam hal ini, sikap cepat tang-
gap menjadi ukuran kesetiakawanan
sosial seseorang. Dalam istilah Jawa,
orang yang memiliki jiwa kesetiaka-
wanan sosial adalah “wong sing ora
owel”. Jika sikap ini sudah benar-be-
nar menjadi “jiwa” seseorang, maka
akan selalu diaplikasikan pada setiap
kondisi dalam berrelasi dengan orang
lain. Ukurannya tidak dilihat dari se-
berapa banyak seseorang memberi-
kan pertolongan secara material,
tetapi makna kesetiakawanan sosial
lebih dilihat sebagai bentuk sikap dan
tindakan yang didasari oleh empati
dan kepedulian terhadap orang lain.

Empati dan Kepedulian : Modal
Dasar Kesetiakawanan Sosial

Kesetiakawanan sosial seseorang
hanya akan terwujud jika orang terse-
but memiliki empati dan kepedulian
terhadap orang lain. Empati adalah
kemampuan untuk merasakan dan
menyelami perasaan orang lain (Elias,
et.al, 2000:41). Untuk dapat melaku-
kan hal ini, seseorang harus menya-
dari baik perasaan dirinya mau pun
perasaan orang lain. Memahami pe-
rasaan orang lain adalah bagian
penting pengembangan kepekaan
terhadap sesama. Inilah yang dimak-
sud dengan “tenggang rasa”, sebuah
istilah vang sudah tidak asing lagi.
Dalam prinsip-prinsip etika Kristen
Yahudi vang ajarannya banyak
dikutip dalam Ethics of the Fathers
dinvatakan bahwa: "Hendalaiva lita
Halals vmanlinldimi avana laln sabelim

sendiri”. Dengan cara ini, seseorang
bisa memahami cara pandang dan
perasaan orang lain. Dengan
demikian, untuk mengetahui
perasaan orang lain dan berempati
dengannya, seseorang harus mampu
membaca perasaan tersebut. Tidak
saja diperlukan kemampuan
mendengarkan dengan seksama,
tetapi juga membaca isyarat-isyarat
nonverbal., sebab sering bahasa
tubuh dan tekanan suara
mengungkapkan emosi seseorang
dengan lebih efektif daripada kata-
kata.

Para psikolog perkembangan
(Shapiro, 1997:50) menegaskan
bahwa sesungguhnya ada dua kom-
ponen empati, yaitu reaksi emosi dan
reaksi kognitif. Reaksi emosi merupa-
kan komponen empati yang tampak
dari kemampuan seseorang ikut me-
rasakan emosi orang lain. Sedangkan
reaksi kognitif merupakan reaksi
yang menentukan sampai sejauh ma-
na seseorang mampu memandang
sesuatu dari sudut pandang atau per-
spektif orang lain. Kedua komponen
empati ini mengalami perkembangan
seiring dengan perkembangan usia
seseorang. Dengan bertambah ma-
tangnya wawasan dan kemampuan
kognitif seseorang, secara bertahap
dia akan belajar mengenali tanda-tan-
da kesedihan orang lain, dan mampu
menyesuatkan kepeduliannya dengan
perilaku yvang tepat.

Memahami cara pandang orang
laln mem i pada apa

Yang i rkannya,
Leacslmmana lla mamandana dan
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mendefinisikan sebuah situasi, dan
apa yang mungkin hendak dilakukan-
nya. Pemahaman seperti itu tentu
saja akan terus berkembang sejalan
dengan waktu. Ini tergantung juga
pada tingkat pertumbuhan kognitif
seseorang dan pengalaman hidup
vang luas.

Sikap empati yang tumbuh pada
diri seseorang akan membimbingnya
dalam berperilaku dengan orang lain.
Artinya bahwa sikap empati secara
otomatis akan bisa dilihat dari tingkah
laku seseorang dalam memperlaku-
kan atau menanggapi orang lain.
Dalam hal ini, kepedulian seseorang
terhadap orang lain hanya akan ber-
makna jika dilandasi oleh perilaku

penting adalah kemampuan berhu-
bungan secara efektif dengan orang
lain, memiliki kesadaran akan pera-
saan diri mau pun orang lain, orien-
tasi tujuan, serta kendali diri.

Pengalaman Berempati dan
Peduli di Masa Kanak-kanak

Pernah di dalam suatu kelas,
gure menugaskan kepada murid-
muridnya untuk membuat sebuah
larya tulis: Salah satu murid kelas
cripat memilih karya tulis yang akan

Uitk berbincang

Hnawlsima dan me lan perta
HUaAn perlanyaan s na sebagal

bl " Apa vang Anda perlulan?”

pekerjaan”. Karena tahu bahw:
tidak mampu memenuhi kebutul
itu, maka ia bertanya lagi, “Selain
apa lagi yang Anda perlukan?”. “}
kanan yang enak,” jawab orang

Kali ini ia berpikir mungkin hal
bisa ia bantu. Singkat cerita, anak |
sebut dengan dibantu oleh ibu ¢
saudaranya membuat lebih dari 1
porsi makanan lalu membawanya
sebuah komunitas tunawiswa. Sel;
jutnya, hampir setiap Jumat mal;
selama setahun, keluarga tersel
berbuat demikian.

Waktu diwawancarai oleh pil
media, anak tersebut menerangl
alasannya bahwa, “Tiap orang dj :
tara kita pasti mempunyai doron
untuk memperhatikan orang lai
Tidak ada orang yang tidak pern
menerima bantuan orang lain, O
karena itu, kita harus selalu si
memberikan yang pernah kita terix
dari orang lain.” Dari contoh ce
ini, sebenarnya anak terseb
menunjukkan makna empati, seb
ia mampu menempatkan di
posisi orang lain. Bahkan ia lebih ¢
bersikap empati karena begitu
menyadari apa vang divasalian ol
tunawisma di ingkungannya,
tergerak untuk berbuat sesuatu by
orang itu. Masilnya, fa meringank
penderitaan ralusan orang

Timbulnya empati mau pun |

(1997.59)
empatl dan kepeduling sk nela i
PUNURRIE PO TR W e [ [ —— O ) -

wplan baly
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namun memerlukan pengalaman be-
lajar yang nyata. Pengalaman nyata
ini tidak dapat diganti dengan kata-
kata, melainkan harus dirasakan
sendiri oleh anak. Karenanya, orang
tua yang kerap melibatkan anak da-
lam peristiwa-peristiwa sosial, seperti
menyumbang orang miskin atau kor-
ban bencana alam, akan memuncul-
kan pengalaman berempati dan
peduli pada orang lain.

Pengalaman berempati dan pe-
duli pada orang lain sangat efektif
diajarkan sejak anak berusia dini. Ma-
sa balita anak merupakan saat ter-
bentuknya pola dasar kepribadian
ltarena pada masa ini terjadi perkem-
bangan pesat dari semua potensi
yang dimiliki anak (Hurlock,
1978:89), Pendapat yang sama
dilkernukakan oleh Mulder (1985 :
12) bahwa : pengalaman masa
kanal¢-kanak penting sekali. Selama
fu, pola dasar untuk memuas-
than-kebutuhan emosional
cdlan untuk kepastian psikologis (ba-
sic pattern for the satisfication of
emotional and security needs) diba-
naun. Pola ini menjadi sebuah pedo-
man untuk memuaskan kebutuhan
dan dorongan psikologis bagi seluruh
hidup dan sukar sekali untuk diubah.

Tentu saja pengalaman berem-
pati dan peduli pada lingkungan
sosial tidak harus dengan perbuatan

embangkan juga, &
aajale anale melalulan kab

seldtar rumah, anals diajale

rakan di jalan, atau membiasakan
mereka menghibur teman yang
sedang sedih.

Keluarga : Tempat Persemaian
Nilai-nilai Kesetiakawanan
Sosial Anak

Setiap kali membicarakan ten-
tang anak, pokok bahasan tidak per-
nah lepas dari peran keluarga, karena
keluarga adalah lingkungan pertama
yang dikenal anak. Pendidikan yang
utama berasal dari keluarga. Melalui
keluarga, anak belajar mengerti diri-
nya, mengerti dan menanggapi or-
ang lain, mengelola emosinya, serta
belajar tentang praktek-praktek dalam
berinteraksi dengan orang lain. Me-
nurut Sintha Ratnawati (2000:41),
orang tua menjadi basis nilai bagi
anak. Linda dan Eyre (1999:xxiv)
mendefinisikan nilai sebagai sesuatu
yang dianggap benar dan diterima
secara universal serta menghasilkan
suatu perilaku positif dan berdampak
positif bagi diri sendiri mau pun or-
ang lain. Nilai-nilai yang ditanamkan
orang tua akan lebih banyak dicerna
dan dianut oleh anak. Nilai-nilai terse-
but akan dipelajari anak secara ala-
miah. Pendidikan dalam keluarga
pada umumnya suatu pendidikan
yang mengarah dalam menanamkan
sikap, keterampilan pergaulan, dan

Wl yang me
rpribadi sa

A 'ro
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di tuntutan untuk berlangsungnya
proses sosialisasi nilai-nilai pada anak.
Proses sosialisasi menjadi penting
karena dalam proses itu akan terjadi
transfer sistem nilai yang positif
kepada anak.

Suyanto (Sintha Ratnawati,
2000:16) menyatakan bahwa anak
vang cerdas, perilakunya akan dido-
rong oleh sistem nilai (values driver),
dan bukan sekadar reaktif terhadap
kondisi lingkungannya yang hanya
bersifat sementara. Sistern nilai yang
posilif, secara kultural perlu ditanam-
lian kepada anak-anak melalui pola
komunikasi interaktif di lingkup ke-
luarga. Penanaman nilai itu dengan
carn menciptakan tumbuhnya ke-
mampuan berkomunikasi dengan
linglamgannya.

Dengan dikondisikan untuk
iikasi dengan lingku-

nigan, ditambah adanya dorongan
ilail pada  anak-anak untuk

st kan ampatl kepada analk:
dak il mempraktelkkan “per
Wil ball secara acal,"” >__.___C._.
P bt bl o s dilakuokan
S belga dengan mulal mem
bbb ban hebiasnan kebiasaan

cocba Bl seting hart vang
L ._:.;:_.:__:__,:__._:_____:_:.
ol B wanieg secancg saldt,

B Bhambaai il isrciainbilloary sest 14

tu. Apabila kebaikan telah menjadi
kebiasaan, maka akan terlihat bahwa
anak-anak “ketagihan”, dan mereka
mencari jalan sendiri untuk melaku-
kan lebih banyak lagi perbuatan baik.
Melibatkan anak dalam kegiatan
pelayanan masyarakat merupakan
usaha untuk mengenalkan nilai-nilai
kesetiakawanan sosial. Dengan cara
seperti itu, tidak hanya akan meng-
ajari anak lebih peduli kepada orang
lain, tetapi juga mengajari mereka
keterampilan sosial, yakni pentingnya
kerja sama, nilai ketekunan dan kese-
tiaan. Misalnya, dengan ikut kerja
bakti di lingkungan sekitar rumah,
menghibur anak yatim piatu,
membantu mengajari anak-anak yang
lebih kecil, dan lain sebagainya.
Dalam hal ini, pemberian contoh
atau teladan menjadi penting. Seperti
vang diungkap oleh Coles (2000:36),
satu hal yang perlu dilakukan orang
tua (dewasa) adalah dengan memberi
contoh, yaitu bagaimana orang tua
bersikap terhadap orang lain, cara si-
kap berbicara kepada mereka, dan
cara bergaul dengan orang lain. Se-
muanya akan ditangkap secara per-
lahan-lahan dan simulatif oleh anak.
Namun demikian, tidak bisa di-
pungkini bahwa keluarga sekarang
hidup di tengah-tengah perkem-
bangan lkebudayaan yang semakin
modern Masyarakat hidup dalam
dunia yang semakin terbuka yang
disertal dengan kemajuan teknologi
komunitlast, semakin bervariasi
komplelsiva media di Tuar J

Y1y si it s 1t el s
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sosialisasi nilai pada anak. Dalam
kondisi demikian, keluarga akan
menghadapi tantangan-tantangan
yang semakin berat, sebab bisa terjadi
keluarga dihadapkan pada tawaran-
tawaran nilai modern yang berten-
tangan dengan nilai-nilai yang sudah
disernaikan pada diri anak yang justru
cenderung bersifat hedonis dan indi-
vidualistik. Dengan demikian, akan
semakin banyak lingkungan sosial
yang bisa dimasuki anak, sehingga
ada kecenderungan menurunnya ke-
luarga sebagai kelompok primer bagi
anak,

Penutup

Kesetiakawanan sosial sebagai
salah satu kecerdasan antrapribadi
sangat penting ditumbuhkan sejak
usin dini pada anak-anak, sebab masa
kanalk-kanak merupakan masa pem-
bentukan pola kepribadian. Dalam
hal ini, keluarga memiliki peran yang
besar, vaitu dengan cara melatih anak
unful terbiasa bersikap empati dan
peduli terhadap orang lain sebab
lkedua hal itu merupakan modal dasar
terbentuknya jiwa kesetiakawanan
sosial pada anak. Dengan cara ini,
anak akan banyak belajar memahami
orang lain dan mengaplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan kebudayaan
yang semakin modern membuka pe
luang adanya tawaran nilai-nilal baru
bagi anak, sehingga usaha mempe
tahankan keluarga sebagal lelompols
primer bagh anale menjadi hal vaig
penting
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UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT
BERKEADILAN GENDER

Oleh: Oktarina Albizzia

ABSTRACT

Women movement to form a gender's equal and fair society vet
faced to a situation in which quite dilemmatic. A fact which bear
to women to their double-role has made them into subordinated
positions. As well as the stereotype matters provoke women and
caused an unfair treatment compared to that of men. This
culturally formed perceptions was clearly unfair and mostly placed
them to a disadvantage and also submissived. In effort to make
women empowered, the exact strategy is to provide with education
and  exercises suitable for them to be theirselves and have

compelition capabilities with men.

Keywords : woman, empowerment and gender
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definisi gender saja masih banyak
yang tidak mengerti. Padahal
diskursus gender mulai gencar
didengungkan dan santer dibicarakan
sejak tahun 1970-an karena ada
ketidakpuasan di kalangan aktivis
feminisme dengan konsep perempu-
an dalam pembangunan (Women in
Development atau WID) (KR: 27/
02/2005). Pendekatan ini pada
dasarnya melihat kaum perempuan
terpisah secara diametral dari laki-
laki, Artinya, dari kacamata WID
dipahami bahwa pendekatan melalui
wovell  (pembangunan)
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praktis perempuan dan memberdaya-
kannya sehingga meningkatkan
kemampuan dan kemandiriannya.
Pendekatan perempuan dalam
pembangunan (WID) menekankan
persamaan hak dan akses untuk
perempuan dan laki-laki, tetapi pen-
dekatan ini dirasa kurang berhasil
karena WID dinilai kurang memper-
hatikan hakekat hubungan sosial
vang mendasari subordinasi kaum
perempuan (Tan, 1995:3). Selain
WID, pendekatan yang lain adalah
Gender and Development (GAT) yai-
tu pendekatan yang bertujuan meng-

integrasikan aspirasi, kepentingan
serta peranan laki-laki dan perem-
puan dalam arus pembangunan
(Mosse, 1996: 209). Dalam per-
spektif ini perempuan tidak boleh

disubordinasikan, dipinggirkan
(marjinalisasi), dilecehkan dan
memikul beban ganda berlebihan
(double burden).

Konsep gender merupakan
konsep sosial budaya yang digunakan
untuk menggambarkan peran, fungsi
maupun perilaku laki-laki dan
perempuan dalam suatu masyarakat.
Konsep gender ini merujuk kepada
pemahaman bahwa identitas, peran,
fungsi, pola perilaku, kegiatan dan
persepsi baik tentang perempuan
maupun laki-laki ditentukan oleh
masyarakat dan kebudayaan di
lingkungan mereka dilahirkan dan
dibesarkan. Dengan demikian
penggambaran perempuan dan laki-
laki berakar dalam kebudayaan, dan
bukan berdasarkan aspek biologis,
dan atau konsep gender jelasnya

menggambarkan sifat-sifat yang
melekat pada wanita dan pria yang
dikonstruksi secara sosial dan
kultural. Pertukaran antara sifat
perempuan dan laki-laki dapat
berubah dan berbeda menurut waktu,
tempat dan kelas sosial. Dan sepan-
jang sifat-sifat tersebut bisa dipertu-
karkan, maka sifat tersebut adalah
hasil konstruksi masyarakat, dan
bukan merupakan kodrat yang tak
bisa dirubah (Fakih, 1995: 8-11).
Menurut Razavil dan Miller
{Onny SP dan Pranaka, 1996: 204),
konsep gender mengembangkan dua
pendekatan, yaitu peran gender dan
analisa hubungan sosial. Fokus
pendekatan peran gender terutama
pada distribusi peran dan sumber
daya (resources), khususnya dalam
kasus rumah tangga. Pendekatan ini
berusaha secara sistematis meneliti
kegiatan laki-laki dan perempuan
agar mengatasi stereotipe atau label-
ing dan idiologisasi yang menjadikan
pekerjaan perempuan tidak terlihat
atau menekankan pada argumentasi
ekonomi dengan memberikan
prasarana kepada kaum perempuan.
Sedangkan dalam pendekatan
hubungan sosial, analisis gender
menunjuk terutama kepada dimensi-
dimensi hubungan sosial yang me-
nyebabkan terjadinya diskursus guna
mendudukan secara proporsional
posisi laki-laki dan perempuan dalam
proses-proses hubungan sosial.
Penting ditekankan di sini, bah-
wa gender berkaitan dengan “refa-
tionship™, di mana relationship
meliputi " process and power” . Untuk

Jurnal lmu Sosial ALTERNATIF

itu posisi keadilan gender dapat
dilihat sebagai suatu proses untuk
kap adil kepada laki-laki dan

aqar perempuan dan laki-laki memi-
liki status yang sama dalam suatu
lingkungan.

Sebuah catatan kritis bahwa per-
masalahan yang mendasar dalam
pendekatan WID bukanlah integrasi
wanita dalam pembangunan, tetapi
perubahan struktur sosial, proses dan
pola relasi yang tidak menguntung-
kan bagi posisi perempuan maupun
laki-laki. Pendekatan tersebut lebih
melihat subordinasi perempuan bu-
kan hanya masalah realokasi sumber-
sumber ekonomi, tetapi lebih sebagai
masalah redistribusi kekuasaan (redis-
tributing power). Implikasi dari
pentingnya menilik hubungan kekua-
saan dalam pendekatan ini tidak lain
dimaksudkan untuk memperbaiki
posisi kaum wanita dengan member-
dayakannya.

Dalam proses pemberdayaan
perempuan, diakui terdapat perma-
salahan ataupun hambatan yang
terkait dengan partisipasi perempuan
yang merupakan masalah khas gen-
cler yang berangkat dari fakta bahwa,
perempuan dan laki-laki mempunyai
peranan dan kebutuhan yang berbe-
da, sehingga menghadapi hambatan
yang berbeda pula. Tetapi perbedaan
gender sebenarnya tidak menjadi
masalah sejauh tidak menyebabkan
ketidakadilan bagi perempuan

maupun laki-laki. Akan tetapi dalam
kenyalnannya, perbedaan gender
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telah menciptakan ketidakadilan yang
kebetulan sering menimpa kepada
kaum perempuan. Ketidakadilan gen
der merupakan bias sistem dan
struktur sosial dalam mana kedua
jenis kelamin bisa jadi sebagal
korbannya.

Perempuan Harus Bangkit

Apabila kita yakin pada kebena
an proposisi futurolog John Naisbith
dan Patricia Aburdene dalam mas
terpiecenya, Megatrend 2000 yang
menyatakan bahwa abad ke-21 me
rupakan abad kebangkitan perempu
an, maka sepantasnyalah kaum
perempuan Indonesia menyambut
abad 21 ini dengan penuh optimisme
(Prijono, 1996). Untuk itu diperlukan
penggalangan solidaritas bersama di
samping memperkuat pengarusuta
maan isu keadilan gender dengan
terus memompa semangat perjuang
an sampai tercapai rasa keadilan yang
merata. Pertanyaannya adalah,
apakah kaum perempuan Indonesia
benar-benar siap menyambut abac
kebangkitan perempuan?

Tetapi, apabila kita meliha
secara langsung kondisi realitas yang
sesungguhnya, sepertinya kaun
perempuan Indonesia hingga saat in
fenomenanya masih membersitkat
langkah “keraguan”. Apakah mere
telah benar-benar siap dalam men
hadapi ragam tantangan di abad pe
empuan ini. Suatu jawaban pemb
yang tak mungkin dinafikan
untuk dapat berperan aktif dan meng
gunakan seoptimal mungk
patan vang balle ini pada dasarny:
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perempuan dituntut bersikap man-
diri, di samping memiliki kebebasan
mengembangkan serta mengaktuali-
sasikan potensi diri sesuai bakat alam
yang dimiliki.

Pada saat ini perempuan Indo-
nesia dapat digambarkan sebagai
manusia yang dipaksa untuk hidup
dalam situasi yang serba dilematis. Di
satu sisi kaum perempuan dituntut
mampu berperan dalam semua
sektor terutama di ranah publik,
tetapi di sisi lain muncul tuntutan
yang berbeda, bahwa ia juga harus
tetap mengingat kodrat mereka
sebagai perempuan yang berkonotasi
kepada urusan domestik. Ini berarti,
perempuan, mau tidak mau, dituntut
mampu berperan ganda, sebagai
penjaga rumah sekaligus dituntut
memenuhi urusan di luar rumah.

Mengikuti pendapat El Scholten
seperti dikutip oleh Loekman
Sutrisno {1997: 63), masalah
dilematis yang dihadapi perempuan
Indonesia adalah, bahwa perempuan
di negeri ini selalu terkungkung di
tengah-tengah kepentingan keluarga-
nya yang, selalu dipersepsikan
sebagai makhluk yang lemah-lembut
{perlu dikasihani atau ditolong), dan
hanya diizinkan ke luar rumah apabila
keluarga membutuhkannya. Padahal,
masalah pekerjaan di luar rumah
bukanlah sesuatu yang baru di
kalangan pekerja perempuan Indo-
nesia, khususnya kaum perempuan
pedesaan. Bahkan ditengarai sejak
permulaan zaman agraris kaum
perempuan pedesaan sudah altif
terlibat dalam proses produksi

dengan ikut mengelola tanaman di
ladang dan di sawah. Tentu saja
alasannya bukan karena alasan
ekonomis semata, tetapi mereka
sudah terbiasa melakukan pekerjaan
semacam itu. Sebab, dalam corak bu-
daya pertanian subsisten keterlibatan
perempuan di sektor produksi sudah
lazim dimengerti sebagai tuntutan
kolektif yang tidak mudah dielakkan.
Apalagi di masyarakat agraris tradisi
komunal pedesaan masih begitu
kental.

Di tengah-tengah komunitas
agraris, peran ganda perempuan
telah ditanamkan oleh para orang tua
sejak anak-anak perempuan masih
kanak-kanak. Pekerjaan yang dilaku-
kan sangat tergantung menurut taraf
perkembangan usia mereka. Cukup
bervariasi, mulai dari tugas menjaga
adik, menggembalakan kambing,
mencari kayu bakar, membantu
menangani urusan dapur atau bekerja
sebagai buruh tani untuk memper-
oleh upah dalam upaya menambah
pendapatan keluarga mereka. Keada-
an ini terus mereka lakukan hingga
mereka menempuh ke jenjang
perkawinan, tatkala mereka memulai
lembaran kehidupan keluarga yang
baru. Di lingkungan keluarga barunya
itu perempuan harus rela bekerja
sebaik-batknya, berperan sebagai ibu
rumah tangga maupun sebagai
“breadwinner”, dan setia mendam-
pingi suami. Pendek kata, peranan
ganda seorang perempuan secara
tidak sadar telah diterima masyarakat
sebagai “kodratnya”, karena mereka
senantiasa melihat tanpi Huannya
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sering seorang suami tidak dapat
mengeukupi tuntutan hidup keluarga.
Dalam kehidupan sehari-hari,
dengan kondisi ekonomi rumah
langga vang pas-pasan, khususnya
seorang ibu pekerja harus menang-
} beban ganda. Selain dituntut
menyelesaikan urusan sehari-hari
rumah tangga seperti merawat anak
dan suami juga terpaksa harus keluar
rumah mencari income pendapatan
tambahan guna mencukupi anggaran
belanja keluarga. Pada masa seka-
rang telah banyak pekerjaan yang
semula menjadi domain laki-laki mulai
dijamah tangan-tangan terampil
perempuan, misalnya menjadi tukang
parkir, buruh bangunan, satpam,
kondektur bus, bahkan sampai
tukang ojek (Firma Sulistyowati,
2005).

Kenyataan di atas memang sa-
ngat berbeda dengan kondisi keluar-
ga perempuan kaya misalnya, lebih-
lebih dari kalangan keluarga privayi
atau ningrat. Di lingkungan keluarga
ini, sejak kecil anak-anak perempuan
tidak dituntut bekerja untuk memban-
tu mencukupi pendapatan keluarga.
Demikian pula setelah mereka kawin,
mereka tetap tinggal di rumah karena
pada umumnya sang suami telah
dapat memenuhi seluruh kebutuhan
keluarga.

Namun secara umum, masalah
vang dihadapi perempuan Indonesia,
seperti halnya yang terjadi di negara-
negara berkembang lainnya merupa-
lan problematika yang kompleks. Hal
ini renakan masalah tersebut ba-
nyak mengandung muatan kultural,

menyangkut masalah paling da
(asasi), vakni harkat dari perempl
itu sendiri, —dan bukan hanya se
dar memberikan kesempatan bel
bagi perempuan. Berbeda der
laki-laki yang dapat mencari
mengambil pekerjaan secara hels
dalam mana secara kultural hal
menjadi kendala bagi kaum per«
an. Tidak hanya pembatas kul
yang membuat kompleksitas persc
an perempuan, namun hal lain ya
cukup menjadi kendala yaitu renc:
nya tingkat pendidikan dan ketra
pilan, yang sebenarnya merupak
dampak dari persepsi kultural mas
rakat terhadap masalah perempu
yang jelas-jelas tidak adil. Konstnu
kultural ini bahkan sering dijum)
semenjak anak masih dalam ta
sosialisasi baik di lingkungan kelua
maupun di lingkungan bermain ¢
masyarakat (Sri Marpinjun, 1999

Situasi Dilematis Perempuan

Untuk mengkaji profil perem)
an Indonesia serta permasalah
yang kini dihadapi setidaknya ada t
hal yang perlu diperhatikan. Pertar
bahwa Indonesia adalah suatu neg;
yang pluralistik dari segi etnik m
pun budaya. Tidak hanya bahi
serta dialeknya yang beragam tet:
menyangkut pula praktek-praki
tradisi dari eksistensi adat-istiac
lokal yang tumbuh begitu dinair
Kedua, dengan adanya pluralisy
etnik dan kebudayaan maka kita |
mudah menggeneralisasikan, bal
perempuan Indonesia sejak sem
memiliki kedudukan vang sama ¢
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lam konteks kebudayaan dari tiap-
tiap suku bangsa yang ada di bumi
Nusantara ini. Ketiga, situasi dilema-
tis yang kini dihadapi perempuan
Indonesia tak lain merupakan hasil
suatu proses interaksi dari berbagai
faktor sosial dan politik yang berkem-
bang di negara kita yang dalam prak-
teknya masih lekat dengan praktek-
praktek budaya aristokrat-feodal
(Loekman Sutrisno, 1997: 62).
Perdebatan tentang situasi dile-
matis perempuan Indonesia bukanlah
hal yang baru. Menurut El Schoten
(1987), pada tahun 1925 sebenar-
nya pernah terjadi suatu perdebatan
yang sengit antara sekelompok
anggota Volksraad (DPR di zaman
Hindia Belanda) dengan para pemilik
perkebunan di Indonesia. Masalah
yang diperdebatkan adalah, apakah
perempuan pribumi diizinkan untuk
bekerja pada malam hari atau tidak.
Anggota Volksraad yang semuanya
laki-laki melarang perempuan bekerja
pada malam hari dengan alasan
pemerintah wajib melindungi warga-
nya yang secara fisik dan ekonomis
lemah yaitu kaum perempuan dan
anak-anak. Di samping itu, mereka
juga berpendapat bahwa tugas-tugas
perempuan harus selalu berada di
tengah-tengah keluarganya. Sebalik-
nya, para pendukung perempuan
boleh bekerja pada malam hari. Mere-
ka yang setuju itu mendasarkan argu-
mentasinya pada suatu kenyataan
bahwa, secara umum adat di Indo
nesia memang tidak menentu
perempuan harus selalu berada di
tengah-tengah keluarganva

Hal lain yang menarik dari per-
debatan di Volksraad kala itu adalah
alasan yang dijustifikasi dari ajaran
agama dalam membentuk persepsi-
kolektif masyarakat terhadap kondisi
perempuan. Ajaran ini telah diterima
masyarakat luas sebagai aksioma
hidup, dan kita sadari pengaruhnya
sangat kuat terhadap pembentukan
opini publik tentang pencitraan kaum
perempuan. Ajaran agama yang di-
maksud itu secara simplitis memberi-
kan tafsiran bahwa perempuan “by
origin” bukan hanya lemah fisik,
tetapi juga lemah imannya. Tetapi
juga tidak terpikir di benak kita bahwa
sebetulnya laki-laki juga banyak yang
lemah imannya. Lebih anehnya lagi,
idiologi di atas juga kerap diintroduksi
ke dalam pola kehidupan rumah
tangga sehingga membentuk kesa-
daran kolektif anak-anak yang justru
merugikan perempuan. Seperti con-
toh kasus di kalangan masyarakat
Jawa misalnya dikenal ungkapan
suami adalah “guru laki”. Artinya,
suami selain bertanggung jawab
terhadap kesejahteraan material
anggota keluarga, ia juga punya
kewajiban seperti halnya seorang
guru, vaitu harus mengajari istrinya
agar tidak berbuat sesuatu yang tidak
sesuai dengan ajaran agama atau
adat. Dari pemahaman ini kemudian
muncul istilah “swarge nunut neroko
katut”, vakni derajat mulia atau
kebahagiaan seorang istri itu akan
tergantung pada suaminya, juga
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Lalu pertanyaan kritis yang kita
ajulian adalah, mengapa tidak pula
itakan bahwa istri juga bisa men-

ladi quru dan panutan bagi suami?
Dengan demikian suami istri dapat

imelengkapi? Senyatanya dapat dite-
bk, baik lewat introduksi maupun

linlangan perempuan di kalangan
imasyarakal awam. Intepretasi teks-
fele aqama vang bias gender tersebut
julan-jelas merugikan pihak kaum

perempuan

Narmun demikian hingga saat ini
vanig perla terus dikritisi adalah, bah-
wi maten perdebatan di kalangan
anuota Vollsraad vang pada dasar-
fva menelankan kedudukan perem-
paan sebatas peran domestik (sebagai
Wi rmah tangga) ternyata masih
mengithami kebljaksanaan peme-
dntaly selirang dalam pengembang-
an peranan perempuan di negeri ini
pesldpun eranva sudah berubah ke
peloninaat Terbulti masih ditemukan
behwrapa [avsul perundang-udangan
unng saral bias gender, Akibat
dirtgihan oleh kebijakan pemerintah
vanig tedale adil gender inilah maka
adi i konselaenst kerugian yang
bkl ditanaaqung kaum perempuan,

Pertama,  karena  peran
pereinpuan Indonesia cenderung

diartikulasikan sebatas urusan rumah
tangga (sumur, dapur dan kasur), ma
ka secara otomatis peran mercka
dapat diabaikan dalam program-pro
gram pembangunan yang minim bet
sentuhan dengan target peningkatan
kesejahteraan keluarga. L.M. Gandhi
(1994) menengarai, dalam hal tun
jangan fasilitas bagi keluarga tei
kerja perempuan, vang tidak dapal
membuktikan bahwa ia adalah penca
ri nafkah utama bagi keluarganya
maka ia tidak bisa menerima fasilitas
tersebut kecuali diternukan bukti-bulkti
vang menyatakan bahwa suami tidalk
lagi berfungsi sebagai penghasil pen
dapatan keluarga. Padahal umumnya
perempuan segan melakukan itu, yal
tu memohon surat keterangan (bulti)
bahwa suami tidak mampu menye
diakan kebutuhan material keluarga.
Sementara menurut Sulistyowatl
Irianto (1994) di lingkungan perusa
haan yang mempekerjakan perempu
an sering kali terjadi diskriminasi yang
menyangkut soal-soal sebagai
berikut:
(1). hal mendapatkan hak perempu
an atas kesempatan kerja vang sama
dengan lald lakd, kebebasan memilih
profast, pelerjnan, promost dan
pelatihan, (2). hal e patlkan upah
vang saima lerhadap pekerjaan yang
sama nilainya, (3. mentlimati halk
terhadap jaminan sosial, (4). hak
terhadap lesehatan dan keselamatan
kevja, (5) hale untule tidale dibey
henbilkan dart pelejaan (dan tetap
mendapat unjangan) arena kawin
dan melahiran, hak aban cuti hakd,
cull harnil dan ol
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Kedua, karena perempuan Indo-
nesia dipersepsikan memiliki tugas
utama sebagai ibu rumah tangga, ma-
ka apabila harus bekerja mereka akan
mendapatkan upah yang lebih ren-
dah dari pada pekerja laki-laki. Sebab
dalam praktek di lapangan umumnya
suami atau laki-laki yang menjadi
“provider” dalam keluarga. Sedang-
kan upah perempuan hanya diang-
gap sebagai “supplement” dari upah
yang diterima dari suami mereka. Di
banyak kasus yang terkait dengan
lkondisi perburuhan di Indonesia
pandangan di atas tak mudah ditepis.
Misalnya aksi mogok makan yang
dilakukan 14 buruh perempuan yang
bekerja di pabrik plastik Jerapah,
Mojosongo Solo pada pertengahan
bulan Maret 2005 lalu. Mereka nekad
melakukan aksi mogok makan yang
dilakukan di halaman kantor
Depnaker Solo karena menuntut
kejelasan nasib yang selama ini dini-
lainya semakin jauh dari taraf kesejah-
teraan. Tuntutan perbaikan nasib itu
diantaranya, selain perbaikan uang
makan dari Rp. 500 menjadi Rp.
2.000 per hari, juga sistem penen-
tuan upah harian yang kurang layak
itu segera diperbaiki oleh pihak per-
usahaan sesuai peraturan perburuhan
yang berlaku di Indonesia (KR: 19/
03/2005).

Berangkat dari realitas yang
demikian kompleks tadi maka upaya
menjadikan nasib kaum perempuan
berdaya untuk kasus di Indonesia
membutuhlan sebuah stralegl vang
mampu secara mendasar mendelon
strulest pandangan masyarakal terha

dap posisi perempuan yang dinilai
tidak adil gender. Strategi dimaksud
yaitu mampu merombak ideologi-
ideologi yang menjadi sumber per-
sepsi dan mendiskreditkan peran
perempuan untuk berkompetisi di
ranah publik dan bisa tampil sebagai
manusia yang mandiri. Untuk itu,
mendesak diperlukan sosialisasi se-
cara massif terhadap pembangunan
masyarakat yang berwawasan adil
gender sehingga tidak ada lagi ruang
toleransi terhadap diskriminasi
terhadap perempuan.

Langkah Awal Memulai
Pemberdayaan

Menurut hemat saya, pemberda-
yvaan bisa dimulai dari diri kita
masing-masing, di mana pendidikan
merupakan faktor kunci yang ditun-
jang dan diperlengkapi oleh pember-
dayaan psikologi, sosial, budaya, eko-
nomi dan politik. Kabar yang meng-
gembirakan ialah, secara kuantitatif
jumlah perempuan terdidik makin
meningkat dan jumlah perempuan
buta aksara makin berkurang. Seperti
dituturkan oleh Meneg Pemberdaya-
an Perempuan, Meutia Hatta
Swasono, bahwa angka partisipasi
sekolah sampai di tingkat SMA sudah
hampir seimbang antara laki-laki dan
perempuan secara nasional meski-
pun di beberapa daerah masih ada
kesenjangan. Dan ada kecende-
rungan menarik bahwa indeks
prestasi belajar anak perempuan rata-
rata lebih bail darl pada laki-laki
bahkan sampal pada perguruan
linqal (KK 20002000
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Meskipun data kuantitatif terus
menunjukkan angka peningkatan,
namun faktanya seringkali pihak
perempuan tidak mendapatkan akses
pendidikan dan latihan dalam porsi
vang berimbang bila dibandingkan
dengan yang telah diperoleh laki-laki.
Kenyataan ini antara lain akibat stere-
ofipe dan prasangka negatif terhadap
kaum perempuan. Sebagai contoh
kasus, di bidang pendidikan dan latih-
an ketrampilan jumlah keterlibatan
perempuan masih terhitung sangat
Ininim, seperti penguasaan di bidang
matematika, sains dan teknologi.

Bertrude Mongella, sekjen konfe-
rensi Beijing pada kesempatan kong-
res ke empat mengenai perempuan
dlunia (Onny SP dan Pranarka, 1996:
209) berpendapat, jika wanita ingin
imemberikan konstribusi secara efektif
pacda program pembangunan
nasional abad ke-21 maka yang perlu
diperhatikan adalah peningkatan
litas pendidikan wanita yaitu
dlengan memberikan akses terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan,
sains dan teknologi secara luas.

Merujuk pendapat tadi, maka isu
pendidikan bagi perempuan tetap
menjadi penting, karena di banyak
lempat di dunia ini anak-anak perem-
puan masih kurang memperoleh
pendidikan yang layak, di samping
pemenuhan jatah gizi dan kalori serta
pelayanan kesehatan dibandingkan
anak laki-laki. Dalam peat form ac
fion yvang dikemukakan pada konfe
rensi ini, pada sesi pendidilian dan
[l bagi perempuan divimuskan
sebagal berilut,
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(1). menjamin persamaan akses atas
pendidikan; (2). menghapus buta
aksara; (3). memperbaiki akses
wanita atas latihan dan ketrampilan,
sain dan teknologi, serta pendidikan
berkelanjutan; (4). mengembangkan
pendidikan dan latihan atas dasar
non-diskriminasi; (5). mengalokasi
sumber dana yang cukup bagi
implementasi dan untuk memonitor
pembaharuan pendidikan; (6).
memajukan pendidikan dan latihan
seumnur hidup bagi anak perempuan
dan wanita.

Konsensus yang disepakati ada-
lah pendidikan merupakan kunci
pemberdayaan masyarakat, baik bagi
laki-laki maupun perempuan karena
dengan pendidikan yang memadai
diasumsikan dapat meningkatkan
pendapatan, jaminan kesehatan dan
nilai produktifitas, terutama kepada
kaum perempuan. Selain itu, juga
terdapat konsensus, jika perempuan
yang menerima pendidikan maka
akan mudah diperoleh beberapa
keuntungan yang lebih signifikan.
Pertama, seorang ibu vang terdidik
dengan baik dapat membesarkan
keluarga yang lebih sehat. Kedua,
perempuan terdidik cenderung
mempunyai jumlah anak sedikit
sehingga dapat memperlambat per-
tumbuhan jumlah penduduk dunia.
Ketiga, perempuan terdidik lebih pro-
duktif, baik di rumah maupun di tem-
pat kerja. Keempat, perempuan terdi-
dik cenderung membuat keputusan
lebih independen dan mampu ber-
tindak untuk divinya sendiri. Kelima,
perempuan Jika lerdidile cenderung
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untuk mendorong anak-anaknya
menjadi orang-orang terdidik dan
bersikap mandiri (Onny Sp dan
Pranaka, 1996: 210).

Jika pendidikan merupakan
kunci pemberdayaan masyarakat,
mengapa faktanya di negeri ini masih
banyak perempuan yang kurang
berpendidikan? Salah satu alasan
yang sering dikemukakan adalah
karena faktor ekonomi. Selain itu
faktor sosial dan budaya juga penting.
Di banyak masyarakat tradisional,
masih terdapat sikap keluarga atau
masyarakat (konservatif) yang tidak
menyetujui jika perempuan berpen-
didikan tinggi. Bahkan, kebanyakan
para suami yang masih konservatif
kurang menyetujui jika isterinya
memperoleh pendidikan yang lebih
tinggi daripada dirinya.

Penutup

Partisipasi dan pemberdayaan
perempuan dalam berbagai bidang
kehidupan dan upaya penghapusan
segala bentuk diskriminasi terhadap
wanita telah menjadi tujuan bersama
masyarakat baik di tingkat nasional,
regional maupun internasional.

Seperti diungkapkan John
Naisbit (1996: 199-229), di masya-
rakat Asia telah terjadi pergeseran
atau perubahan signifikan dari
dominasi laki-laki ke pemberdayaan
perempuan. Keadaan ini didorong
kemajuan perempuan yang semakin
terpelajar dan terdidik. Kondisi kaum
perempuan kini telah mengalami
kemajuan relatif luar blasa, tarutarma

Hbnvamat tammat Lavin stann ol mslitong

publik. Pemberdayaan melalui pro-
gram pendidikan dan latihan akan
memberikan banyak peluang bagi
kaum perempuan untuk membuat
pilihan-pilihan yang independen.
Upaya memberdayakan perempuan
merupakan prasyarat utama bagi
perempuan supaya dapat “bersaing”
dengan laki-laki dalam pasar kerja.
Tujuan ini perlu diawali dengan mem-
perjuangkan keadilan dalam kesem-
patan memperoleh pendidikan dan
latihan sebagai bagian dari pengem-
bangan sumber daya manusia
(perempuan).

Pemberian akses pendidikan dan
latihan yang luas kepada perempuan
telah terbukti bahwa perempuan
dapat berkompetisi disektor publik.
Bahkan di ranah politik, kiprah per-
empuan terdidik semakin hari mulai
diperhitungakan dalam pengambilan
kebijakan negara. Amanat UU No 12
tahun 2003 tentang kuota calon
legislatif minimal 30 persen adalah
bukti peran perempuan mulai terus
diperhitungan, dalam percaturan
politik di negeri ini. Menurut data
yang ada, prosentase perempuan
yang duduk di jabatan-jabatan
strategis negara baik di eksekutif
maupun legislatif dari tahun ke tahun
cenderung meningkat. Jumlah ang-
gota parlemen pusat dari golongan
perempuan sekarang sudah mening-
kat sekitar 2,7 persen, dari 8,7 per-
sen pada pemilu tahun 1999 menjadi

11 persen pada pemilu tahun 2004
(KR 27202/2000)

Alan tatapl, karena kodrat wani-
ta roelahibe kan dan peran ganda vang
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masih disandangnya, perempuan
amat butuh perlindungan penunjang,
yang antara lain meliputi pelayanan
kesehatan, kecukupan gizi serta sikap
penuh pengertian dari majikan dan
kooperatif dari laki-laki (suami). Di
sinilah arti pentingnya mendialogkan
secara fair mengenai pembagian
peran dalam rumah tangga yang
dilandasi saling pengertian sehingga
untuk selanjutnya mereka berdua bisa
saling melengkapi.

Pemecahan masalah gender
melalui strategi pemberdayaan laki-
laki dan perempuan perlu dilakukan
pendekatan dua arah, dengan cara
bersamaan dan setara. Karena pem-
berdayaan bukan hanya meliputi
perempuan saja, tetapi juga untuk
laki-laki agar saling bekerjasama
dalam upaya menciptakan masyara-
kat adil, termasuk keadilan gender
dan bangun masyarakat yang
berkemakmuran merata.
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PENDAMPINGAN : SUATU ALTERNATIF
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKITAR LOKASI TAMBANG

Oleh: Sumarjono

ABSTRACT

Governmental development policy on the large scale mining industry
sector causes consequences over the transfer of property rights due to
mining industry activity. This issue has implicated to the community
surrounding the mining industry location, which loosed the right to use
their economic resources, so the community has been powerless to

achieve their living sustainability.

To handle this powerless situation, it is necessary to bring the facilitation.
We can implement the facilitation with people movement strategy,
that means community organizing and providing skill intervention. This
strategy is intended to grow up the community self confidence in
negotiating with other parties alienating them.

The facilitation to help them in solving the property rights problem
can be implemented by recognition process. It will be done by taking
into account the aspects of diseconomy externality, losing values of
property determination, and inter-temporal opportunity cost. By this
facilitation, we may put the meaning of the importance of community
power in achieving their survival and the needs in developing community

sustainability.

Keywords: facilitation, empowerment, mining location surrounding

. PENDAHULUAN

Pemerintahan rezim Soeharto,
lelah melakukan kegiatan pemba-
ngunan dengan metode dan pende-
katan pertumbuhan. Pendekatan ini
bahkan menjadi “ leader " bagi seluruh
aktivitas bangsa. Untuk mendukung

kegiatan pembangunan dengan pen
dekatan pertumbuhan tersebut, telal
disusun berbagai kebijakan dengar
maksud untuk mendukung tercipta
nya iklim yang kondusif bagi pening
katan jumlah investasi. Tepatny:
ketika ditetapkannya Ketetapai
MPRS No. XXIII/1966 tentang

Sumarjono adalahy dosen darl Prodi Pembangunan Masyarakat Desa, STPMD “APMD - Yoguakaria
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pembaharuan Kebijaksanaan Lan-
dasan Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan. Sebulan kemudian,
15 Agustus 1966, Kabinet Ampera
mengeluarkan Instruksi Presiden
yang memerinci kemungkinan pe-
manfaatan modal asing (Muhtaman
et al, 1999:15).

Dalam hal pemanfaatan modal,
maka dibuatlah Kebijakan Pintu
Terbuka yang ditandai dengan terbit-
nya UU. No.1/1967 tentang Pena-
naman Modal Asing (PMA) dan UU
No. 6/1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua
undang-undang ini menandai dibuka-
nya secara lebar peluang bagi pihak
swasta untuk berusaha menanamkan
modalnya di Indonesia, dan UU No.
1/1967 secara khusus menandai
dibukanya peluang bagi investasi
asing di Indonesia, termasuk yang
bergerak di bidang pertambangan.

Kebijakan PMA vang dilakukan
pemerintah dalam menfasilitasi ber-
geraknya modal di bidang pertam-
bangan, tertuang pada Pasal 8 (1) UU
No.1/1967 yang menetapkan:
“PMA di bidang pertambangan dida-
sarkan pada suatu kerja sama dengan
Pemerintah atas dasar Kontrak Karya
(KK) atau bentuk lain sesuai dengan
peraturan perundangan yang berla-
ku.” Selanjutnya untuk melengkapi
syarat bagi tumbuh dan berkembang-
nya bidang industri pertambangan,
maka menyusul diterbitkannya UU
No. 11/1967 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Pertambangan

Di bawah UL PMA, PMEN

lainnya, sejak 1 januari 1967 hingga
30 Juni 1996 tercatat 215 buah
perusahaan swasta yang menanam-
kan modalnya, 4 buah BUMN, 11
Koperasi juga terlibat dalam usaha
pertambangan di Indonesia. Diantara
215 perusahaan swasta itu, tercacat
43 buah adalah PMA dan 172
PMDN dengan kumulatif investasi
per Juni 1996 sebesar US $ 6.
357.083.000 untuk PMA dan Rp.
3.308.189.000.000,- untuk PMDN
(Dwiyanto : 1996: 67).

Data tersebut menggambarkan,
bahwa industri pertambangan telah
didominasi oleh PMA yang berorien-
tasi ekspor. Ini menunjukkan bahwa
perdagangan luar negeri itu merupa-
kan bagian dari penetrasi kapital dari
Negara-negara maju terhadap eko-
nomi masyarakat negara-negara ber-
kembang. Analisis ini memperlihat-
kan bahwa produksi yang berorien-
tasi ekspor maupun macam-macam
kegiatan ekspor lainnya, dalam
tangan modal asing berasal dari
negara-negara maju. :

Dalam industri dan perdagangan
hasil tambang, hubungan ekonomi
vang sudah biasa dilakukan antara
negara sedang berkembang dengan
negara industri maju menunjukkan
hanya sedikit pengolahan dilakukan
di dalam negeri penghasil bahan min-
eral, sehingga barang vang diekpor
hanya memberi nilai tambah sedikit.
Negara-negara majulah vang menda-
pal keuntungan lebih besar dari
mdustrl pertambangan ini, karena
I penyerap
peocdile inineral dart Indonesia, untul
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dan setelah menjadi barang jadi
dilempar kembali ke Indonesia.

Dalam konteks ini, Arief dan
Sasono (1987) berpendapat, bahwa
sesungguhnya interaksi Indonesia
dengan pihak-pihak luar negeri meru-
pakan proses internasionalisasi eko-
nomi, ini menimbulkan penghisapan
surplus ekonomi dari bumi Indone-
sia. Kapitalisasi yang dilakukan per-
usahaan-perusahaan tambang besar
(PMA maupun PMDN) kiranya hanya
memanfaatkan segala kelebihan
sumber-sumber mineral yang dimiliki
Negara Indonesia. Industri pertam-
bangan berskala besar telah melaku-
kan ekploitasi kekayaan alam demi
keuntungan ekonomi dalam jumlah
yang sangat besar. Di dalam kegiatan
1saha pertambangan modern berska-
la besar tersebut selalu dibarengi
dengan tuntutan stabilitas politik,
ckonomi serta keamanan.

Tuntutan sejumlah pengamanan
lersebut telah dipenuhi oleh peme-
rintah Orde Baru melalui UU No.
11/1967 dan didukung oleh sejum-
lah peraturan lainnya seperti UU No.
1/1967 (PMA), UU No. 6/1968
(PMDN). Kebijakan negara Orde baru
i bidang industri pertambangan
felah tampak melakukan negaranisast
dan kapitalisasi sampai ke ranah
pedesaan dengan membuat hukum
positip demi berkembangnya kapital,

Kebijakan pembangunan di sek-
lor pertambangan dengan skala besar
tlan vang lebih mengutamakan pada
PMA telah banyak menimbullian
permasalahan sostal, yaltu ferplnggir
nva masyarakat lokal, Btk dalaim ket

dakmampuan masyarakat untuk
mengikuti ritme aktivitas ekonomi,
hingga hilangnya berbagai identitas
budaya yang menyebabkan sistem
sosial masyarakat lokal tercerai berai.
Ditambah lagi dengan adanya kenya-
taan, sebagaimana yang dikemuka-
kan kelompok kerja ELSAM,
Muhtaman et a/ (1999: 28), bahwa
penggunaan lahan atas nama
pembangunan dengan konpensasi
dan nilai ganti rugi yang tidak
memadai banyak mewarnai wajah
pengelolaan pembangunan di Indo-
nesia.

Fenomena lain menggambar-
kan, bahwa setiap pengalihan hak
pemanfaatan tanah untuk kegiatan
industri akan selalu berimplikasi paca
hilangnya peruntukan tanah bagi
masyarakat. Atas hal ini Hutomo
mengkritisi, bahwa sebagian besar
masyarakat tidak mampu mengakses
aktivitas ekonomi baru yang ditimbul-
kan adanya kegiatan industri, dan
bahkan masyarakat harus menerima
residu dari kegiatan industri yang
dilakukan. Artinya masyarakat meng-
alami penderitaan vang bertingkat,
mulai dari kehilangan faktor produksi
berupa tanah, mereka menerima
dampal kerusakan atau eksternalitas
disekonomi dan nilai peruntukan
yang hilang serta hilangnya peluang
pemanfaatan pada masa mendatang
atau intertermporal opportunity cos
bagi masyaralatl luas (Futomo
2000: 1), Kondisl seperti ini hampi
mewarnal kehidupan masyaraka
vang berada di wilaval vang diguna
kan leainlan ine




tambang. Di era pemerintah Orde
Baru, perlawanan masyarakat lokal
untuk memperoleh hak-hak hidup
hanya berakhir dengan berbagai
tekanan yang semakin membuat ma-
syarakat harus menyingkir sehingga
sernakin tidak berdaya.

Dari gambaran tersebut, tulisan
ini hendak mengungkapkan ketidak
berdayaan masyarakat lokal sebagai
akibat adanya pelanggaran hak-hak
rakyat yang dilakukan oleh Negara
maupun perusahaan industri tam-
bang berskala besar. Tulisan ini juga
hendak melakukan upaya keberpi-
hakan kepada masyarakat lokal de-
ngan mendeskripsikan konsep pen-
dampingan sebagai upaya untuk
memberdayakannya.

II. Kegiatan Industri
Pertambangan Berskala
Besar dan Ketidak
Berdayaan Masyarakat

Derita dan nestapa masyarakat
vang tinggal di wilayah sekitar lokasi
industri PT Freeport diungkapkan
oleh Tuwarek Narkime (Tetua Suku
Amungme) sebagai berikut:

“Saya selalu bertanya pada
Tuhan dalam pikiran dan doa-
doa saya setiap hari, mengapa
Tuhan menciptakan gunung-gu-
nung batu, salju yang indah di
daerah suku Amungme? Apakah
karena gunung-gunung batu dan
salju vang indah dan kaya de-
ngan sumber mineral it yang

menarik Freeport, ABRI, Peme-
rintah dan orang-orang luar un-
tuk datang ke sini dan mengam-
bilnva demi kepentingan mereka
dan membiarkan kami mende-
rdta? Dan oleh sebab itu, kami
orang Amungme harus terus-
menerus ditekan, ditangkap, dan
dibunuh tanpa alasan? Jika alas-
an itu yang kamu maksudkan,
lebih baik musnahkan kami,
enyahkan kami agar kalian bisa
mengambil dan menguasai
semua yang kami miliki-tanah
kami, gqunung kami, dan setiap
penggal sumberdaya kami.”
(Bachriadi, 1998: 199).

Kata-kata pedih dan kesal terse-
but, dapat dimaknai hendak meng-
ungkapkan adanya pelanggaran hak-
hak rakyat sebagai akibat keuntungan
vang diperoleh perusahaan-perusa-
haan penambang besar atau multi-
nasional (MNC) khusunya PT.
Freeport yang ada di Irian Jaya.
Pelanggaran itu berujud hilangnya
sumber-sumber ekonomi (economic
rights) serta hak-hak sipil dan politik
(civil and political right} yang harus
ditanggung oleh masyarakat yang
tinggal di sekitar lokasi perusahaan
tambang multinasional. Di balik
kehidupan masyarakat seperti itu,
mereka juga ditelikung oleh angka-
angka investasi yang selalu
mengutamakan keuntungan sebagai-
mana telah dilakukan oleh perusaha-
an-perusahaan MNC, seperti PT
Freeport Indonesia i Irian Jaya mau-
pun perusahaan perisahaan sejenis
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yang beroperasi i wilayah lain di
Indonesia.

Gambaran tersebut mengindika-
sikan, bahwa industri pertambangan
modern dalam skala besar sangat po-
tensial menciptakan pelanggaran-
pelanggaran hak-hak rakyat. Pelang-
garan itu dilakukan oleh badan usaha
yang bersangkutan maupun oleh ne-
gara di mana kegiatan penambangan
itu dilakukan. Idhal Kasim (1998: 28)
mengungkapkan bahwa potensi ini
muncul karena dua sifat dari usaha
pertambangan skala besar itu sendiri,
vaitu: Pertama, usaha pertambangan
berskala besar sangat berhubungan
dengan pengerukan kakayaan alam
dalam jumlah sangat besar dan akan
selalu bersinggungan dengan penen-
tuan hak-hak atas sumber kekayaan
tersebut. Kedua, di dalam kegiatan-
nya, usaha pertambangan modern
berskala besar selalu menuntut kesta-
bilan politik dan ekonomi serta ke-
amanan dari negara atau wilayah
tempat usaha itu berlangsung. Sifat
pertama berhubungan dengan per-
soalan perebutan sumberdaya alam
dan kekayaan yang terkandung di
dalamnya. Sifat kedua berhubungan
dengan persoalan pengamanan se-
jumlah vang (modal) yang diinvestasi-
kan untuk seluruh kegiatan perebutan
sumberdaya tersebut.

Dalam konteks ﬁmamccﬁm:;m:_,:-
berdava inilah Negara memiliki po-
lensi vang sangat besar untuk terlibat
dlalam sejumlah pelanggaran hak-hak
ralyat, karena dalam kekuatan-ke-
luatan politik dan hukum serta unsur
lekuasaan akan terkait dalam menen-

tukan klaim hak atas sumberdaya
alam yang diperebutkan. Klaim-klaim
yang muncul berikut sejumlah argu-
mentasinya, kemudian menjadi ter
cemar oleh kepentingan-kepentingan
ekonomi dan politik dari kelompok
yang sedang berkuasa dalam peme-
rintahan. Dengan kata lain, sejumlah
klaim dan pembenaran itu bisa jadi
sudah terbeli oleh kepentingan eko-
nomi, tidak lagi “terbeli“ oleh kepen-
tingan kesejahteraan rakyat yang
seharusnya didahulukan oleh
pemerintah yang sedang berkuasa.

Allen Clark, peneliti dari East
West Center tahun 1994 mengung-
kapkan, bahwa tahun 1992 ada ku-
rang lebih US$ 2,1 milyard yang
dikeluarkan untuk ekploitasi pertam-
bangan di dunia. Delapan puluh
persen di antara jumlah tersebut (US$
1,7 milyard) dikeluarkan perusahaan-
perusahaan tambang terbesar di du-
nia. Kegairahan investasi menunjuk-
kan bahwa kegiatan pertambangan
menjanjikan keuntungan yang sangat
besar bagi pengusahanya. Namun de-
mikian ada yang menarik, hampir
seluruh perusahaan-perusahaan per-
tambangan besar ini memiliki catatan
hitam dalam hal interaksi mereka
dengan sebagaian besar rakyat di
mana mereka malakukan penam-
bangan. Sejumlah pelanggaran hak-
hak rakyat dan pencemaran lingku-
ngan terjadi di lokasi-lokasi pertam-
bangan di mana industri pertambang-
annya ber-operasi.

Mengapa ini bisa terjadi? Pada
dasarnya usaha perlambangan meli
puti tiga keglatan, vaitu eksplorasi,
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eksploitasi dan pengolahan bahan
galian. Ini membutuhkan waktu
panjang dan biaya yang banyak jum-
lahnya. Agar tidak mengalami kerugi-
an, investasi awal harus diamankan
agar kegiatan bisa memasuki tahap
produksi. Ini berarti, kegiatan eksplo-
rasi dan eksploitasi memerlukan
pengamanan tersendiri yang bebas
dari kegagalan usaha-usaha akibat
faktor-faktor eksternal kegiatan
pertambangan itu sendiri.

Bagi pengusaha tambang kebu-

tuhan keamanan dan stabilitas politik
dalam usaha pertambangan modern
berskala besar adalah untuk mengu-
rangi resiko kegagalan, sebab: (1)
pengusaha tambang tidak punya
pilihan lagi karena sumberdaya tam-
bang keberadaannya ditetapkan oleh
proses alam, (2) resiko usaha sangat
tinggi, dan (3) tahap penyiapan eks-
ploitasi memakan waktu panjang.
Maka jelas usaha pertambang me-
merlukan jaminan stabilitas politik
dan kepastian perundangan untuk
jangka panjang. Kunci keberhasilan
pengembangan pertambangan di
suatu negara tidaklah sekedar bergan-
tung dari kekayaan atau potensi
sumber mineralnya saja, melainkan
akan lebih banyak ditentukan oleh
stabilitas politik serta iklim usaha yang
dapat diciptakan oleh pemerintah
yang berkuasa (Idhal Kasim, 1998:
32-33).

Cara-cara vang dilakukan oleh
negara dalam memfasiltast atau ke
mudahan untuk mengakses dan
mengawast wilayah wilayal vani
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yang hendak diusahakan, Negara
senantiasa menggunakan pendekat-
an hukum positip vaitu Hak Mengua-
sai oleh Negara (HMN). Atas klaim
kuasa ini, Negara cenderung sering
melakukannya dengan mengabaikan
keberadaan wilayah-wilayah tersebut
yang di dalamnya sejak semula seke-
lompok masyarakat adat telah tinggal
dan hidup dengan segala aktivitas
ekonomi, sosial, dan budayanya.
Cara-cara negara melakukan ke-
bijakan seperti itu dimaknai oleh
Dwiyanto dengan memperlihatkan
kerangka hubungan negara dan pro-
ses akumulasi modal pada masyarakat
kapitalis. la menyebutkan, bahwa
segala fasilitas yang diberikan Negara
untuk kegiatan pertambangan padat
modal bukanlah tujuan untuk semata-
mata mensejahterakan rakyat. Tetapi
cenderung lebih mengutamakan du-
kungan proses penetrasi dan akumu-
lasi modal itu sendiri. Negara kurang
memperhatikan bagaimana dampak-
nya terhadap masyarakat yang ting-
gal di daerah sumberdaya galian itu.
Atas hal ini maka Negara cenderung
mendukung akumulasi modal dan
kemungkinan akan menyingkirkan
hambatan-hambatan yang merin
tangi proses-proses berjalannya
modal dalam eksploitasi tambang
(Dwiyanto, 1998: 34).

Beranjale dari kebutuhan peng
usaha akan keamanan dan stabilitas
politil untule mendulung usaha
tasl, MNogara bisa masuk ke dalam
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aturan yang dibuat Negara telah
membuka ruang .bagi terjadinya
pelanggaran-pelanggaran tersebut
ataupun melalui tindakan-tindakan
langsung di lapangan dalam rangka
dlan atas nama pengamanan inves-
tasl, Demikian juga pelanggaran-
pelanggaran hak-hak rakyat itu bisa
li karena alasan untuk membuat
si politik stabil dan aman. Sikap
Megara seperti ini, seringkali beraki-
bl terjadinya sejumlah pengekangan
idian pembatasan hak-hak masyara-
suk tindakan kekerasan
tothadap kegiatan rakyat dalam
liehitclupan politik, organisasi, dalam
beraguimentast dan berpendapat, dan
lebili Jauly lagl pembatasan kegiatan
rabval banvalk dalam berusaha
memenuht tuntutan kebutuhan
Bidiipnyn
Ollih lirennnya, dapat dikatakan
bl el dulkungan vang diberi-
b olehi Negara juga tidak bisa di-
P selurihnga didasarkan atas
1 rakyat”,
ra sebagai
ki interes
berlainan,
b s bertolak belakang
i bepwnitingan rakyal
ol Negara demikian itu
bk telal melangagar halk
b sl dan politll serta hak-hak
e ] B dan menyasul
o pelsigaran vang cende

alasats  duind lesejahte
phiabs pnli dasarnva N
sl sntitas mem
eiaeiniid v i Benandg

S bbbt pengambilan tanah
[ P haalthan [ungl lalian ta [
i Rl Ml M __ __L: et

i Jitisitian
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Ciri-ciri struktur sosial seperti ini-
lah yang berkembang dalam kehidup-
an masyarakat di kebanyakan daerah
eksploitasi sumberdaya alam. Dalam
beberapa kasus sering menunjukkan
masyarakat dalam posisi tertindas dan
tereksploitasi yang berakibat masya-
rakat semakin tidak berdaya. Keada-
an seperti itu mengakibatkan
hubungan yang tidak harmonis di
antara masyarakat, pemerintah, dan
investor. Hubungan tidak harmonis
itu diawali ketika pemerintah
melakukan monopoli dan manipulasi
proses eksploitasi sumberdaya alam,
sehingga terjadi perbedaan akses.
Perbedaan akses ini membuat
pemerintah dan pengusaha atau in-
vestor dapat menikmati hasil terlalu
banyak, sementara itu kepentingan
masyarakat terabaikan.

Bisa dipahami, bahwa para in
vestor apabila semakin besar dalam
menanamkan modalnya, maka akan
semakin besar pula akses yang dimi-
liki untuk melakukan eksploitasi
sumberdaya alam. Sumberdaya alam
vang secara legal telah dikuasakan,
dianggap oleh pengusaha bisa dikelo-
la secara komersial dengan tujuan un-
tuk memperoleh keuntungan sebesar-
besarnya, Seme itu, masyarakal

dapat melakukan konversi. Akses
masyarakat pada sumberdaya alam

feriutup, Masyar
menghadapl  telkanan  Negara
maupun investor vang bergerak di
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sekitar daerah eksploitasi sumberdaya
alam. Oleh karena itu, untuk mem-
bantu masyarakat memecahkan
permasalahan hidupnya diperlukan
pendampingan untuk menghilang-
kan ketidak berdayaannya dalam
menghadapi tekanan dari kegiatan
ekonomi industri tambang.

I1l. Pendampingan Sebagai
Suatu Alternatif
Pemberdayaan Masyarakat
Di Sekitar Lokasi Industri
Tambang

Hampir semua lokasi yang digu-
nakan untuk kegiatan industri tam-
bang menimbulkan permasalahan,
yaitu terpinggirnya masyarakat lokal.
Negara dan investor telah melanggar
hak-hak ekonomi, sipil dan politik
serta hak-hak sosial budaya dan
menyusul sejumlah pelanggaran
dengan melakukan pengambilan ta-
nah atau pengalihan fungsi lahan
tanpa ganti rugi vang jelas dan me-
madai, pengrusakan lingkungan
hidup, penggusuran, pemindahan
secara paksa yang berdampak pada
pelenyapan hak-hak sosial dan
budaya rakyat, dan sebagainya.

Pemerintah maupun pengusaha
atau kelompok dominan inilah yang
mengakibatkan kekuatan (power)
masyarakat menjadi lemah dan bah-
kan menjadi hilang. Oleh karena itu,
untuk mengelola power agar masya-
rakat yang mempunyai power kecil
menjadi saling setara, perlu diketahui
mekanisme penggunaan kekuatan
(rower) di dalam masyarakat, Dengan
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demikian, pemberdayaan {empower-
ment) itu menjadi efektif dan efisien.
Berdasarkan perspektif power,
Jim Ife (1995: 56) menyebut empow-
erment sebagai kegiatan yang bertu-
juan untuk meningkatkan power ma-
syarakat yang kurang beruntung.
Oleh sebab itu, memberdayakan da-
pat dimaknai sebagai usaha mengem-
bangkan, memandirikan, menswada-
yakan, dan memperkuat posisi tawar
masyarakat lapisan bawah terhadap
kekuatan-kekuatan penekan. Disam-
ping itu pemberdayaan dapat ber-
makna melindungi dan membela de-
ngan berpihak pada yang lemah un-
tuk mencegah persaingan yang tidak
seimbang maupun eksploitasi atas
yang lemah. Penjelasan lain dikemu-
kakan oleh Gajanayake (1993:6)
yang menyebutkan bahwa pember-
dayaan adalah konsep di atas parfisi-
pasi. Hal ini berimplikasi pada kegiat-
an mengumpulkan masyarakat untuk
mernahami realitas pada lingkungan-
nya, melakukan refleksi pada faktor-
faktor yang menentukan lingkungan-
nya dan meletakkan langkah-langkah
untuk merubah efek dengan merubah
situasi. Untuk itu, yang paling
penting dalam pemberdayaan adalah
upaya membantu orang untuk
membebaskan dirinya secara mental
maupun fisik.

Menurut Merriam Webster da-
lam Oxford Engglish Dictionery kata
“empower” mengandung dua arti.
Pertama adalah memberikan kekua-
saan, dan kedua memberikan ke-
mampuan (Privono & Pranarko,
1996 104) Dalam pengertian
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pertama. diartikan sebagai meinibori
kekuasaan, mengalihkan kekuatar.
atau mendelegasikan otoritas ke
pihak lain. Sedangkan pengertian
kedua diartikan sebagar upaya untuk
memberi kemampuan atau keberda-
yvaan. Dengan demikian proses
pemberdayaan, masyarakat harus
mempunyai kekuatan posisi tawar
menawar agar dapat menjadi pelaku
aktif dalam proses pembangunan.
Untuk membebaskan kelompok
masyarakat dari dominasi kekuasaan.
kegiatan pemberdayaan harus dilak-
sanakan secara menyeluruh menca-
kup segala aspek kehidupan masya-
rakat yang meliputi bidang ekonomi,
politik dan sosial budayanya.
Konsep pemberdayaan di bidang
ckonomi adalah usaha menjadikan
ckonomi yang kuat, besar, mandiri
dan berdaya saing tinggi dalam meka-
nisme pasar yang besar di mana ter-
dapat proses penguatan golongan
ckonomi lemah melalui kemudahan
dalam pemilikan dan penguasaan
faktor-faktor produksi, kemudahan
dalam distribusi dan jaringan pema-
saran, meningkatkan kualitas sumber-
dlaya manusia yang pada akhirnya
akan meningkatkan pendapatan
yang memadai sehingga masyarakat
memiliki potensi tawar yang sama
dalam kegiatan ekonomi. Sedang
pemberdayaan di bidang politik
merupakan upaya penguatan rakyat
kecil yang menyangkut pembebasan
dan untuk memperoleh serta berbagi
kekuasaan, vaitu kekuasaan untuk
mempengaruhl proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kehi:
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dupan berbangsa dan bernegara
khususnya atau kehidupan mereka
sendin, Konsep pemberdayaan ma-
syarakat di bidang sosial budaya me-
rupakan upaya penguatan rakyat
kecil melalui peningkatan, penguatan
dan penegakan nilai-nilai, ide-ide,
Jgagasai. tata kelakuan dan norma-
norma vang disepakati bersama (so-
cial capital) yang berdasarkan atas
moral yang dilembagakan, dan
mengatur masyarakat dalam kehidup-
an sosial budaya serta mendorong
terwujudnya organisasi sosial yang
mampu memberikan kontrol terha-
dap perlakuan-perlakuan politik dan
ekonomi yang jauh dari moralitas
{Moelyarto. 2000: 3).

Dari gambaran tersebut, maka
dalam membahas dan memahami
konsep pemberdayaan harus ditentu-
kan terlebih dahulu sikap bersama
terhadap maksud dan arti kekuasaan,
dan bagaimana membuat kekuasaan
tersebut menjadi bagian serta fungsi
dari aktualisasi dan koeksistensi ma-
nusia. Oleh karenanya maka konsep
pemberdayaan itu merupakan bagian
dari upaya membangun eksistensi pri-
badi manusia. keluarga, masyarakat,
dalam kerangka proses aktualisasi
kemanusiaan yang adil dan beradab
yvang terwujud di berbagai medan
kehidupan politik, ekonomi, sosial
dan budaya. dan sebagainya.

Dari konsep seperti tersebut, ma-
ka dalam proses pemberdayaan dibu-
tuhkan metode atau cara-cara yang
tepat. Jim lfe (1995: 9) mengemu-
kakan bahwa metode pemberdayaan
ticlak terlepas dari kondisi dan posisi
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sekitar daerah eksploitasi sumberdaya
alam. Oleh karena itu, untuk mem-
bantu masyarakat memecahkan
permasalahan hidupnya diperlukan
pendampingan untuk menghilang-
kan ketidak berdayaannya dalam
menghadapi tekanan dari kegiatan
ekonomi industri tambang.

Ill. Pendampingan Sebagai
Suatu Alternatif
Pemberdayaan Masyarakat
Di Sekitar Lokasi Industri
Tambang

Hampir semua lokasi yang digu-
nakan untuk kegiatan industri tam-
bang menimbulkan permasalahan,
yaitu terpinggirnya masyarakat lokal.
Negara dan investor telah melanggar
hak-hak ekonomi, sipil dan politik
serta hak-hak sosial budaya dan
menyusul sejumlah pelanggaran
dengan melakukan pengambilan ta-
nah atau pengalihan fungsi lahan
tanpa ganti rugi yang jelas dan me-
madai, pengrusakan lingkungan
hidup, penggusuran, pemindahan
secara paksa yang berdampak pada
pelenyapan hak-hak sosial dan
budaya rakyat, dan sebagainya.

Pemerintah maupun pengusaha
atau kelompok dominan inilah yang
mengakibatkan kekuatan (power)
masyarakat menjadi lemah dan bah-
kan menjadi hilang. Oleh karena itu,
untuk mengelola power agar masya-
rakat yang mempunyai power kecil
menjadi saling setara, perlu diketahui
mekanisme penggunaan kekuatan
(power) di dalam masyaralat. Dengan

demikian, pemberdayaan (empower-
ment) itu menjadi efektif dan efisien.
Berdasarkan perspektif power,
Jim Ife (1995: 56) menyebut empow-
erment sebagai kegiatan yang bertu-
juan untuk meningkatkan power ma-
syarakat yang kurang beruntung.
Oleh sebab itu, memberdayakan da-
pat dimaknai sebagai usaha mengem-
bangkan, memandirikan, menswada-
yakan, dan memperkuat posisi tawar
masyarakat lapisan bawah terhadap
kekuatan-kekuatan penekan. Disam-
ping itu pemberdayaan dapat ber-
makna melindungi dan membela de-
ngan berpihak pada yang lemah un-
tuk mencegah persaingan yang tidak
seimbang maupun eksploitasi atas
yang lemah. Penjelasan lain dikemu-
kakan oleh Gajanayake (1993:6)
yang menyebutkan bahwa pember-
dayaan adalah konsep di atas partisi-
pasi. Hal ini berimplikasi pada kegiat-
an mengumpulkan masyarakat untuk
mernahami realitas pada lingkungan-
nya, melakukan refleksi pada faktor-
faktor yang menentukan lingkungan-
nya dan meletakkan langkah-langkah
untuk merubah efek dengan merubah
situasi. Untuk itu, yang paling
penting dalam pemberdayaan adalah
upaya membantu orang untuk
membebaskan dirinya secara mental
maupun fisik.

Menurut Merriam Webster da-
lam Oxford Engglish Dictionery kata
“empower” mengandung dua arti.
Pertama adalah memberikan kekua-
saan, dan kedua memberikan ke-
mampuan (Privono & Pranarko,
1996 10%) Dalam pengertian
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pertama. diartikan sebagai meriberi
kekiasaan, mengalihkan kekuatan.
atati mendelegasikan otoritas ke
piliak lain. Sedangkan pengertian
kedua diartikan sebagai upaya untuk
memberi kemampuan atau keberda-
vaan. Dengan demikian proses
pemberdayaan, masyarakat harus
mempunyai kekuatan posisi tawar
menawar agar dapat menjadi pelaku
aktif dalam proses pembangunan.
Untuk membebaskan kelompok
imasyarakat dari dominasi kekuasaan.
kegiatan pemberdayaan harus dilak-
sanakan secara menyeluruh menca-
kup segala aspek kehidupan masya-
rakat yang meliputi bidang ekonomi,
politik dan sosial budayanya.
Konsep pemberdayaan di bidang
¢konomi adalah usaha menjadikan
¢konomi yang kuat, besar, mandiri
dan berdaya saing tinggi dalam meka-
nisme pasar yang besar di mana ter-
dapat proses penguatan golongan
¢konomi lemah melalui kemudahan
dalam pemilikan dan penguasaan
laktor-faktor produksi, kemudahan
dalam distribusi dan jaringan pema-
saran, meningkatkan kualitas sumber-
(laya manusia yang pada akhirnya
akan meningkatkan pendapatan
vang memadai sehingga masyarakat
memiliki potensi tawar yang sama
dalam kegiatan ekonomi. Sedang
pemberdayaan di bidang politik
merupakan upaya penguatan rakyat
lecil yang menyangkut pembebasan
dan untuk memperoleh serta berbagi
kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk
mempengaruhi proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kehi-

dupan berbangsa dan bernegar
khususnya atau kehidupan merek:
sendiri. Konsep pemberdayaan ma
syarakat di bidang sosial budaya me
rupakan upaya penguatan rakya
kecil melalui peningkatan, penguatar
dan penegakan nilai-nilai, ide-ide
gagasan. tata kelakuan dan norma
norma vang disepakati bersama (so
cial capital) yang berdasarkan ata:
moral vang dilembagakan, dar
mengatur masyarakat dalam kehidup
an sosial budaya serta mendorong
terwujudnya organisasi sosial yang
mampu memberikan kontrol terha
dap perlakuan-perlakuan politik dan
ekonomi yang jauh dari moralitas
(Moelyarto. 2000: 3).

Dari gambaran tersebut, maka
dalam membahas dan memaham
konsep pemberdayaan harus ditentu-
kan terlebih dahulu sikap bersama
terhadap maksud dan arti kekuasaan,
dan bagaimana membuat kekuasaan
tersebut menjadi bagian serta fungsi
dari aktualisasi dan koeksistensi ma-
nusia. Oleh karenanya maka konsep
pemberdayaan itu merupakan bagiar
dari upaya membangun eksistensi pri
badi manusia. keluarga, masyarakat
dalam kerangka proses aktualisas
kemanusiaan yangadil dan beradat
vang terwujud di berbagai medar
kehidupan politik, ekonomi, sosia
dan budaya. dan sebagainya.

Dari konsep seperti tersebut, ma
ka dalam proses pemberdayaan dibu
tuhkan metode atau cara-cara yang
tepat. Jim lfe (1995: 9) mengemu
kakan bahwa metode pemberdayaar
tidak terlepas dari kondisi dan posis



daya yang ada di masyarakat. Oleh
karena itu, metode yang dikembang-
kan didasarkan pada kekuasaan
(power) dengan menggunakan per-
spektif strukturalis, maka kegiatan
pemberdayaan dilakukan dengan
mengembangkan liberalisasi, melaku-
kan perubahan pada landasan struk-
tur, dan menolak adanya struktur
masyarakat tertindas.

Dari pengalaman empiris dan
historis, masyarakat yang kehilangan
daya tidak bisa dibiarkan secara terus
menerus, mereka perlu diberdaya-
kan, lebih-lebih mereka yang berada
di sekitar lokasi industri tambang, ka-
rena mereka dalam keadaan terek-
ploitasi dan terpinggirkan oleh proses
kegiatan industri tambang. Keadaan
mereka juga masih mencerminkan
adanya kelemahan dan kekurangan
dalam keswadayaan, kemandirian,
partisipasi, solidaritas sosial, ketram-
pilan, sikap kritis, wawasan transfor-
matif, rendahnya mutu dan taraf hi-
dupnya. Itu semua akibat sempitnya
ruang gerak vang diberikan peme-
rintah maupun pihak investor tam-
bang terhadap rakyat kecil untuk
melakukan perbaikan nasibnya.

Secara umum, proses yang ha-
rus dilakukan dalam pemberdayaan
adalah melalui kegiatan yang dimak-
sudkan untuk membangkitkan kesa-
daran dan membangun masyarakat
untuk percaya diri menyelesaikan dan
mengatasi permasalahan hidupnya.
Agar proses tersebut dapat tercapai,
Tilakaratna (1998: 57) menuliskan
pengalamannya, bahwa proses pen
dampingan untuk membanglithan

sikap dan sifat kemandirian ada tiga
hal pokok yang perlu dilaksanakan
oleh seorang pendamping (anima-
tor), vaitu: Animasi, Fasilitasi dan
Penghapusan diri. Animasi adalah
kegiatan yang dilakukan untuk
membantu orang melakukan refleksi
kritis pada realita sosial melalui
penyelidikan diri dan analisis yang
memungkinkan mereka menerima
perubahan dengan tindakan kolektif.
Pada proses fasilitasi, pendamping
akan membantu masyarakat menda-
patkan ketrampilan praktis. Intervensi
pendamping diperlukan untuk mem-
bantu masyarakat mendapatkan ke-
vakinan dan kepercayaan diri untuk
menyelesaikan permasalahannya.
Yang perlu diperhatikan dalam inter-
vensi ini adalah mengupayakan
pengembangan terhadap sistem yang
bisa dilakukan oleh masyarakat. Se-
dang penghapusan diri adalah bentuk
penarikan pengaruh pendamping
dari aktivitas masyarakat. Proses ini
akan menandai apakah pendamping-
an vang telah dilakukan tersebut
berhasil atau tidak berhasil.
Berbagai uraian tentang pe-
ngertian, konsep dan proses pember-
dayaan tersebut terdapat konsistensi
secara umum, di mana kegiatan pem-
berdayaan harus dimulai dengan pe-
mahaman terhadap permasalahan
vang dilakukan oleh pemberdaya ber-
sama dengan individu atau kelompok
masyarakat yang akan diberdayakan.
Selanjutnya merumuskan rencana se-
cara bersama-sama, mengembang-
1 pendukung se-
sual dengan kemampuan masing-
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( laksanakan kegiatan dan
vang terakhir adalah proses peman-
dirtan kelompok masyarakat atau
individu yang diberdayakan. Proses
pemandirian ini dimaksudkan agar

layakan mampu meneruskan
dan jika memungkinkan mengem-
bangkan sendiri upaya-upaya yang
pernah dilakukan bersama.
Terdapat bebarapa istilah yang
digunakan untuk menyebut petugas/
pelaku pemberdayaan masyarakat
(lalam pembangunan masyarakat.
["asilitator adalah istilah yang diguna-
kan dalam Program Pengembangan
Kecamatan, Animator, maupun
Practioners community development.
Jim Ife menyebutnya sebagai com-
munity work (Ife, 1995:2). Dan
Pendamping adalah istilah yang
digunakan untuk menyebut petugas
pada program Inpres Desa Tertinggal
maupun pada Program Pengentasan
kemiskinan Perkotaan (P2KP). Se-
butan ini mengandung makna pen-
dekatan yang dilakukan dan peran
yang akan dimainkan di dalam proses
pemberdayaan masyarakat. Istilah
pendamping dalam proses pendam-
pingan akan memberikan konotasi
bagaimana peran petugas tersebut di
cdalam masyarakat. Sebagai pendam-
ping, berarti petugas ini harus selalu
berada di samping masyarakat. Para-
digma pendampingan adalah adanya
asumsi bahwa masyarakat sudah
mempunyai potensi kekuatan, akan
tetapi belum aktual, sehingga proses
perkembangan masyarakat menjadi
terhambat, Dengan adanya pendam-
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ping, maka interaksi petugas dengan
masyarakat akan berjalan seimbang
dan akan tercipta sinergi skill pen-
damping dengan kemampuan
komunitas dampingannya.

Atas penjelasan tersebut, maka
dapat dirumuskan bahwa pendam-
pingan itu adalah kegiatan yang dila-
kukan oleh seorang pendamping
dalam membantu menghidupkan
lembaga sosial, dengan maksud se-
bagai wadah peningkatan kesejah-
teraan orang vang tidak berdaya, de-
ngan mengembangkan kekuatan dan
kemampuannya agar mencapai kese-
jahteraan masyarakat dampingannya.

Seperti telah disinggung di atas,
pemberdayaan itu merupakan suatu
proses untuk “menampakkan” serta
mengembangkan power yang dimiliki
masyarakat yang powerless. Kondisi
masyarakat yang powerless kadang
menunjukkan “lingkaran ketidak-
berdayaan” memerlukan pihak lain
untuk “penstimulir” atau pendorong
keyakinan masyarakat yang tidak ber-
daya akan daya yang mereka miliki.
Pendamping di sini bertugas sebagai
pemancing daya masyarakat yang
powerless, sebelum akhirnya masya-
rakat yang powerless sendiri yang
berperan dalam mengatasi ketidak-
berdayaan yang mereka derita.

Pendamping dalam menjalankan
perannya harus dapat berfungsi seba-
gai pihak yang selalu siap sedia bila
dibutuhkan. Pendamping harus siap
bekerja sampai waktu yang dibu-
tuhkan, menghadiri pertemuan ke-
lompok, mengorganisasikan pro-
gram latihan serta membantu kelom-
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pok memperoleh akses terhadap
berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
Demi proses kelancaran proses dia-
log, pendamping idealnya dibekali
dengan berbagai ilmu pengetahuan
dan ketrampilan yang sesuai dengan
aktivitas kelompok yang didampingi-
nya.

Pendamping dalam memfasilitasi
masyarakat di lokasi tambang dapat
melakukan intervensi ketrampilan
dengan mengorganisasi aspirasi
tuntutan ganti rugi atas perlakuan
investor tambang vyang tidak
memberikan ganti rugi secara
memadai dalam pembebasan tanah.
Pengorganisasian aspirasi tuntutan
ganti rugi didasarkan pada fakta yang
dapat diukur secara rasional, ilmiah
dan adil. Demikian pula pendamping
juga dapat melakukan intervensi
untuk meningkatkan keyakinan dan
kepercayaan diri masyarakat agar
masyarakat dapat melakukan negoi-
sasi dengan pihak investor. Dengan
melakukan pendekatan strategi pada
people’s movement, maka pendam-
pingan dilakukan dengan memberi
ketrampilan yang dintervensikan ke-
pada masyarakat dampingan sebagai
bekal mereka dalam menyelesaikan
masalah dirinya secara mandiri. Pen-
dampingan masyarakat di sekitar
lokasi industri tambang dapat pula
dilakukan dengan-intervensi yang
berupa rekognisi. Hal ini dilakukan
dengan menggunakan pendekatan
eksternalitas disekonomi, nilai pertu-
karan vang hilang, dan intertemporal
opportunity cost, dengan malsul
untuk menghitung besarnya kerugian

masyarakat di sekitar lokasi industri
tambang atas penggunaan tanah
milik rakyat.

Kegiatan-kegiatan pendamping-
an untuk membantu masyarakat di
sekitar lokasi industri tambang juga
dapat dilakukan dengan mengupaya-
kan perubahan mekanisme kebijakan
pemanfaatan tanah oleh negara, yai-
tu dengan mengupayakan perubahan
status tanah rakyat dari tanah negara
vang dikuasakan pada investor indus-
tri tambang menjadi tanah rakyat
yang sah. Ini menggambarkan bahwa
kegiatan pendampingan dengan
menggunakan strategi sustainable
systems development (Korten dalam
Priyono, 1996: 99). Upaya untuk
mempengaruhi mekanisme kebijakan
ini terlihat pada perhitungan ekster-
nalitas disekonomi, nilai peruntukan
vang hilang dan intertemporal oppor-
tunity cost dalam penentuan besar-
nya kompensasi atas peralihan fungsi
tanah rakyat yang dijadikan lokasi
tambang maupun kerugian yang ha-
rus mereka alami sebagai akibat
pembuangan limbah tambang.

Bentuk pendampingan juga da-
pat dilakukan dengan menggunakan
strategi, sebagaimana yang dikemu-
kakan oleh Korten (Priyono, 1996:
9) vaitu dengan kegiatan empower-
ing people. Kegiatan pendampingan
ini dilakukan dengan membuka akses
masyarakat untuk terlibat dalam pro-
ses pembuatan kebijaksanaan yang
menvangkut kehidupan dan masa
depan keselahteraannya, Upaya
untule melibatlan masyarakat dalam
proses penentuan nilal ganti rugi
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adalah bentuk upaya yang dapat
ilisejajarkan dengan meningkatkan
posisl tawar masyarakat.

Secara keseluruhan, intervensi
kegiatan pendamping dalam proses
pendampingan masyarakat dapat
dilihal sebagai gambaran proses in-
lervens) pengembangan masyarakat
vang dikembangkan oleh (Adi, 2000:
168). Pendampingan ini menunjuk-
lkan semua tahap-tahap yang terdiri:
(1) tahap pengembangan kebutuhan
akan perubahan, (2) pemantapan re-
lasi perubahan, (3) klarifikasi atau di-
agnosis masalah sistem klien, (4)
tahap pengkajian alternatif jalur dan
lujuan perubahan serta penentuan
fujuan program dan kehendak untuk
melakukan tindakan, (5) tahap trans-
formasi kehendak ke dalam upaya
perubahan yang nyata, (6) tahap
qeneralisasi dan stabilisasi perubah-
an, dan (7) tahap terminasi yang
dilakukan secara lengkap.

Dari tahapan-tahapan pendam-
pingan tersebut, maka dapat diru-
muskan tahap-tahap pendampingan
untuk pemberdayaan masyarakat di
sekitar lokasi tambang itu sebagai
berikut:

Pertama, tahap pengembangan ke-
butuhan akan perubahan. Kedua,
tahap pemantapan relasi perubahan.
Ketiga, tahap klarifikasi masalah
sistem klien atau diagnosis permasa-
lahan sistem klien. Keempat, tahap
pengkajian alternatif jalur dan tujuan
perubahan. Kelima, tahap transfor-
masi kehendak upaya-upaya per-
ubahan nyata, Keenam,tahap gene-
ralisasi dan stabilisasi perubahan,
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Ketujuh, tahap terminasi dari proses
pendampingan masyarakat yang
tinggal di sekitar lokasi tambang
merupakan tahap berakhirnya
intervensi yang dilakukan oleh
pendamping.

IV. Penutup

Berbagai kasus yang menimpa
masyarakat yang tinggal di sekitar lo-
kasi tambang banyak menggambar-
kan di mana keberadaan manusia dan
lingkungan banyak diabaikan oleh
negara maupun oleh Investor dalam
proses pembangunan di Indonesia.
Berbagai kasus tentang hilangnya
hak-hak rakyat telah muncul dan
berkembang seiring dengan kebijak-
an penanaman modal asing dalam
industri tambang. Kebijakan seperti
itu lebih mengutamakan eksploitasi
sumberdaya alam dengan tanpa
mengindahkan virfue masyarakat,
yang berakibat muncuinya masalah-
masalah pembangunan yang serius,
seperti misalnya: degradasi sumber-
daya alam akibat pembuangan residu
tambang, terjadinya eksternalitas
disekonomi di mana hasil-hasil ke-
giatan ekonomi dari kegiatan industri
tambang tidak diinvestasikan kembali
dalam lingkungan di mana kegiatan
industri tambang itu dilaksanakan,
sehingga mengakibatkan masyarakat
hanya menjadi obyek eksploitasi dan
tidak mampu mengakses dan menjadi
bagian dari pelaku serta tidak menik-
mati kegiatan ekonomi tersebut,

Pendampingan masyarakat yang
tereksploitast darl kegiatan industri
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tambang merupakan bentuk kegiatan
vang dilakukan untuk membantu me-
nyelesaikan permasalahan yang
dihadapi masyarakat, terutama masa-
lah tanah antara masyarakat dengan
pemerintah maupun dengan pihak
perusahaan tambang. Pendamping-
an ini menggunakan pendekatan re-
kognisi dengan memasukkan aspek-
aspek khusus dengan harapan dapat
memperkecil terjadinya marginalisasi
masyarakat dari pembangunan indus-
tri tambang. Aspek-aspek khusus ini
antara lain : eksternalitas disekonomi,
nilai peruntukan yang hilang dan in-
tertemporal opprtunity cost. Pen-
dampingan ini ternyata mampu me-
munculkan pemahaman pentingnya
keberadaan keberdayaan masyarakat
dalam proses pembangunan masya-
rakat. Kegiatan industri tambang ber-
skala besar tidak akan berarti apa-apa
jika ternyata masyarakat sekitar tidak
mampu mengakses peluang tersebut.
Oleh karena itu perlu diupayakan
kegiatan-kegiatan yang diharapkan
bermuara terjadinya keberdayaan.
Dengan demikian kegiatan pendam-
pingan akan menjadi alternatif ter-
jadinya pemberdayaan masyarakat.
Akhirnya, kegiatan pendam-
pingan dapat merupakan kegiatan
yang dilakukan untuk membantu
masyarakat yang tidak berdaya untuk
merubah kesadaran dirinya, dan se-
lanjutnya secara tetap mampu mela-
kukan internalisasi perubahan dalam
memenuhi tuntutan kehidupannya
sehari-hari serta dalam membangun
masvarakatnya secara berkelanjutan
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SEKTOR INFORMAL DI PEDESAAAN

(Studi Keterkaitan Kegiatan Usaha Mandiri dengan
Penyerapan Tenaga Kerja dan Ekonomi Pedesaan)

Oleh : Rini Dorojati dan Candra Rusmala D.

ABSTRACT

I'he slow growth of employment in the formal sector compared with
the development of labour force causes the informal sector to dominate
(he Indonesian economic system. Nevertheless, the applied policy has
nol been expected though the informal sector could be the saviour or
safety valve for the labour problem. The aim of this study is to find out
the informal sector role in improving the society earnings throuhg the
level earning contribution approach from informal sector to household

carning.

A hundred and eighteen informans come from three villages and districs.
[Each village represents one distric in District zone of Kulon Progo that
is the Northern, Middle and Southern area. The result of the research
indicates that the production of the informal sector gives the contribution
1o the total household earning 50 -100 percent to the worker with the
job status in the informal sector as the primary job, and 10-40 percent
to the worker with the job status in the informal sector as the part-time
job. The worker in the informal sector ussaly work 8 hours a day. This
result gives a point that informal sector is capable to bring the
opportunity to the society in obtaining production and overcoming

unemployment problem.

Keywords: employment, informal-sector, contribution

I PENDAHULUAN

Sektor informal pada akhir-akhir
il mempunyai kecenderungan
semakin meluas, karena pertumbuh-
an kesempatan kerja di sektor formal
vang lamban. Kondisi demikian me-
nyebablian dominasi sektor informal
dalam perekonomian negara berkem

Minl Massinil sdslale dscce adasd Maadi Mol e

bang seperti Indonesia akan tetap
besar.Walaupun demikian kebijakan
yang diterapkan dalam penanganan
sektor informal ternyata belum sesuai
yang diharapkan. Pelaksanaan kebi-
jakan tersebut seringkali belum diikuti
oleh tingkat pengetahuan vang baik
tentang liku-liku kegiatan, kehidupan,
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motivasi dan aspirasi pekerja sektor
informal, sehingga penerapan
kebijakan yang sesungguhnya baik,
malah memperburuk keadaan.
Menurut Rachbini (1994:10)
kegiatan ekonomi di sektor informal
ini sangat resisten terhadap setiap
gejolak ekonomi yang terjadi di
luarnya, sehingga dikatakan pula
sebagai penyelamat atau “katup
pengaman” bagi masalah ketenaga-
kerjaan yang pelik dan serius sampai
saat ini. Oleh karena itu pengetahuan
mengenai ruang lingkup permasalah-
annya dan perhatian terhadap sektor
informal yang dihasilkan para ilmu-
wan menjadi sangat penting untuk
dijadikan pertimbangan para politisi
dan birokrat (Rachbini,1994:11).
Di Indonesia sektor informal
tidak saja terdapat di kota-kota besar,
namun di kota-kota kecamatan serta
desa menunjukkan kecenderungan
semakin meluas. Beberapa ahli ber-
pendapat bahwa meluasnya sektor
informal khususnya di kota berkaitan
dengan adanya arus migrasi dari desa
ke kota yang diakibatkan terbatasnya
kesempatan kerja di desa, sedangkan
sektor pertanian menurun kemampu-
annya dalam menyerap tambahan
pekerja. Demikian pula halnya seperti
daerah di Indonesia lainnya, Kabupa-
ten Kulon Progo salah satu kabupa-
ten di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta yang mempunyai motto
“BINANGUN” mempunyai potensi
dalam meningkatkan ke:
masyarakatnya melalul pemecahan
masalah ketenagakerjaan. Bevdasa
kan data Sensus Penducdule Kabipa

ten Kulon Progo tahun 2000, jumlah
angkatan kerja yang bekerja berstatus
bekerja sendiri sebesar 18,15 persen,
bekerja dengan membuka usaha
dibantu buruh tidak tetap sebesar
27,87 persen, berusaha dibantu bu-
ruh tetap dan pekerja dibayar sebesar
23,62 persen, sedangkan sisanya
adalah pekerja keluarga. Data terse-
but dapat menjadi salah satu petunjuk
besarnya sektor informal di kabupa-
ten Kulon Progo, terutama jika dilihat
berdasarkan data status pekerja seba-
gai “pekerja mandiri” dan “bekerja
dengan buruh tidak tetap”. Selanjut-
nya apabila di lihat dari data lapangan
usaha, sebesar 16,96 persen di sek-
tor jasa, 10,12 persen di sektor per-
dagangan, 6,49 persen indusri peng-
olahan dan 6,24 persen di sektor
lainnya. Ditinjau dari lapangan usaha
maka dapat diperkirakan bahwa sek-
tor jasa, perdagangan dan sektor lain-
nya merupakan lapangan kerja bagi
pekerja sektor informal. Berdasarkan
data tersebut dapat menjadi salah satu
petunjuk bahwa sektor informal men-
jadi tumpuan pendapatan bagi seba-
gian masyarakat Kabupaten Kulon
Progo. Oleh karena itu mengetahui
lapangan ketja yang terperinci dan
karakteristik pekerja sektor informal
beserta permasalahannya merupakan
informasi yang menarik untuk diteliti,
sehingga dapat dilakukan pembinaan
yang tepat untuk meningkatkan pen-
dapatan mereka dan sumbangannya
terhadap pembangunan Kabupaten
Kulon Progo.

Berdasarkan permasalahan yang
telah dilkemulialian maka dalam
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penelitian ini divamuskan pertanyaan
preniehtion sebagai berikut:

bagaimanalah peranan sektor
ilormal di Kabupaten KulonProgo
dalam peningkatan  pendapatan
nasyaralal?

Adapun tujuan penelitian ini ada-
lali untule mengetahui peranan sek-
lor informal berupa sumbangannya
terhadap peningkatan pendapatan
masyarakal. Sekaligus penelitian ini

Jenis pekerjaan, jam kerja, cara mela-
lkukan pekerjaan dan kelangsungan
usahanya.

Hasil penelitian ini diharapkan
bermanfaat sebagai acuan (referensi)
(lalam memahami dan menangani
masalah ketenagakerjaan khususnya
masalah sektor informal yang selan-
Jutnya dapat dituangkan dalam kebi-
Jakan-kebijakan. Disamping itu dapat
pula dijadikan acuan dalam penelitian
yang serupa.

II. Kajian Pustaka

Penelitian tentang sektor infor-
mal di Indonesia telah banyak dilaku-
lkan oleh berbagai kalangan. Namun
demikian bervariasinya karakteristik
i lokasi penelitian dan banyaknya
lkonsep yang menjadi acuan pada
sektor ekonomi ini, maka kajian sek-
lor informal dipandang penting
untuk diteliti perkembangannya, Ter
dapat bukti bahwa ¢ 1 Informal
j alalan dan
jaclh kavemna terbalas
nya lapangan kerja dan proses fndus
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trialisasi yang terpusat di perkotaan
vang padat modal (Rachbini,
1994:.27). Selain itu
Wirahadikusumah (1991:32)
menyatakan bahwa sektor informal
mengalami perkembangan pesat
disebabkan oleh beberapa hal: untuk
melakukan kegiatan di sektor infor-
mal tidak dibutuhkan persyaratan
vang ketat seperti keahlian, tingkat
pendidikan, sejumlah modal tertentu,
serta segala macam prosedur perijin-
an formal. Pada dasarnya apabila me-
reka mempunyai keahlian, memiliki
sedikit pengetahuan dan ketrampilan
praktis serta peralatan yang seder-
hana dan keuletan berusaha, maka
mereka dapat melakukan usaha di
sektor informal.

Adapun secara umum sektor in-
formal didefinisikan oleh Sethurah-
man vyaitu sektor yang terdiri dari
unit-unit usaha berskala kecil yang
menghasilkan dan mendistribusikan
barang dan jasa dengan tujuan pokok
menciptakan kesempatan kerja dan
pendapatan bagi diri sendiri dan da-
lam usahanya itu sangat dihadapkan
pada berbagai kendala seperti modal,
faktor pengetahuan dan faktor
ketrampilan (Manning dan Tadjuddin
Noer Effendi, 1985:90).

Hidayat dan Sucherly (1986:6)
merinci ada 11 macam ciri-ciri sektor
informal, vaitu: (1)Kegiatan usaha
tidak terorganisir secara baik;(2) Pada

umumnya unit usaha tidak mempu-
nyai izin usaha; (3)Pola kegintan usa-
ha tidak teratur; (1) Pada umumnya

kebijakan pemerintah ipai ke
sektor ink(5)Unit usaha mudah keluay
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masuk ke sub sektor lainnya; (6)
Teknologi yang dipergunakan relatif
sederhana; (7) Modal dan perputaran
usaha relatif kecil;(8)Pendidikan yang
diperlukan untuk menjalankan usaha
tidak memerlukan pendidikan formal;
(9) Pada umumnya unit usaha terma-
suk golongan one-man usaha terma-
suk golongan one-man enterprise;
(10) Sumber dana modal usaha ber-
asal dari tabungan sendiri atau lem-
baga tidak resmi; (11)Hasil produksi
atau jasa terutama dikonsumsi oleh
golongan masyarakat kota/desa ber-
penghasilan rendah kadang mene-
ngah. Sebelas ciri pokok sektor infor-
mal tsb didasarkan hasil penelitian
empiris di Indonesia. Dari kriteria ter-
sebut dapat digunakan untuk penen-
tuan seseorang bekerja di sektor for-
mal atau informal (BPS, 1986:14).
Rachbini (1994:13) menyata-
kan bahwa kesulitan pemerintah dan
birokrasi untuk menggarap dan mem-
bangun ekonomi informal secara
tuntas sering terbentur oleh beberapa
kendala: kurangnya pengetahuan
deskriptif maupun analitis mengenai
jenis, dan luas kegiatan ekonomi in-
formal; kurangnya tenaga yang
mampu mengetahui dengan baik
seluk beluk ekonomi informal ini;
diterapkan peraturan dan prosedur
vang kaku serta tidak luwes dalam
sektor informal; terdapat suatu ke-
nyataan yang sederhana, yaitu tiada-
nya sumber dana yang dapat mencu-
kupi permintaan sektor tradisional
vang luas ini.
Secara khusus dalam penelitian
vang dilakukan di 3 desa darl tiga
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kecamatan di Kabupaten Kulon
Progo, sektor informal ini bercirikan
suatu pekerjaan atau suatu kegiatan
usaha yang pada umumnya dilakukan
secara mandiri ataupun bila memiliki
tenaga kerja, tenaga kerja itu lebih
berasal dari anggota keluarganya
sendiri, serta memiliki keterbatasan-
keterbatasan seperti permodalan,
peralatan/teknologi maupun pema-
saran yang kesemuanya berskala kecil
dan tradisional.

IlI. Metode Penelitian

Penelitian di lakukan di tiga desa
sample, yang masing-masing desa
terletak di tiga kecamatan, yaitu
kecamatan Wates mewakili wilayah
selatan, Kecamatan Sentolo mewakili
wilayah tengah dan Kecamatan
Girilmulyo mewakili wilayah utara.
Penentuan lokasi didasarkan pada
data Sensus Penduduk tahun 2000
bahwa wilayah di tiga kecamatan
tersebut jumlah pekerja berstatus
mandiri relatif lebih banyak daripada
kecamatan lain. :

Selebihnya berdasarkan sumber
dari kecamatan ditentukan bahwa
untuk kecamatan Wates dipilih Desa
Wates, kecamatan Sentolo dipilih
Desa Sentolo dan untuk kecamatan
Girimulyo dipilih Desa Giripurwo.
Pemilihan ketiga lokasi desa peneliti-
an ini didasarkan pertimbangan bah-
wa ketiga desa tersebut masing-
masing cukup mewakili untuk dijadi-
kan sample karena dibandingkan
dengan desa-desa lainnya di masing-
masing kecamatan ketiga desa ini
memilild pelerfa seldor informal yang
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luhihy banyak dan lebih bervariasi.
Dernildan pula berdasarkan observasi
lnpangan ketign desa ini memiliki
inglal per bangan masyarakat
vanig berbeda sehingga dapat mem-

burlian gambaran vang bervariasi
pula dalam menganalisis dinamika
seldon mlormal

Dalam penelitian ini yang dijadi-
lan nforman adalah pekerja sektor
informal. Penentuan informan berda-
sarkan pembagian zone daerah
IKabupaten Kulon Progo dan
berdasarkan variasi/karakteristik
seldor informal yang ada. Dengan
tlasar pertimbangan tersebut, dalam
n ini keseluruhan informan
berjumlah 118 orang, vang terdiri
dart 50 informan berasal dari Desa
Wates, 31 informan dari Desa
Sentolo dan 37 informan dari Desa
Gilripurwo.

Pengumpulan data dilakukan de-
ngan Cara: (1) observasi (2) doku-
mentasi, (3) wawancara (4) Focus
Group Discussion (FGD) yang diikuti
oleh pekerja sektor informal dari ber-
i jenis usaha yang ada di tingkat
clesa untuk mempertajam data-data
vang telah diperoleh sebelumnya ser-
fa menggali permasalahan-permasa-
lahan secara lebih mendalam.

Selain diolah ke dalam tabel fre-
kuensi, data dianalisis juga secara
itif dengan menginterpretasi-
ta, baik yang didapatkan dari
pengamatan, dokumentasi maupun
wawancara,
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IV. Hasil Penelitian

A. Keadaan Umum Daerah

Penelitian

Kabupaten Kulon Progo terdiri
dari 12 kecamatan dengan luas wila-
vah 58.627,5 hektar. Berdasarkan
kondisi geografinya terbagi menjadi
tiga wilayah yaitu wilayah selatan
vang meliputi Kecamatan Temon,
Wates, Panjatan dan Galur dengan
luas sebesar 28,87 persen, wilayah
tengah yang meliputi Kecamafan
Lendah, Sentolo, Pengasih dan
Kokap sebesar 38,16 persen.
Sedangkan wilayah utara meliputi
Kecamatan Girimulyo, Nanggulan,
Kalibawang dan Samigaluh mempu-
nyai luas sebesar 36,97 persen. Apa-
bila ditinjau dari pemanfaatan lahan,
sebesar 24,58 persen untuk pertani-
an sawah, 31,33 persen berupa la-
han kering untuk tegalan dan kebun,
1,74 persen berupa hutan negara,
4,47 persen hutan rakyat dan sayur-
an, untuk pekarangan dan bangunan
seluas 33,40 persen dan pengguna-
an lahan lainnya sebesar 10,20
persen.

Jumlah penduduk di Kabupaten
Kulon Progo menurut registrasi
pertengahan tahun 2002 sebanyak
446.843 jiwa terdiri dari penduduk
laki-laki 218.595 jiwa (48,84 persen)
dan penduduk perempuan sebanyak
228.595 jiwa (51,16 persen). Dari
jumlah penduduk tersebut maka
kepadatan penduduk Kabupaten
Kulon Progo sebesar 768 jiwa per
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Km?2, Ditinjau dari penduduk berumur
10 tahun ke atas yang bekerja, seba-
nyak 52,09 persen bekerja di lapang-
an usaha pertanian dan sebanyak
47,91 persen bekerja di lapangan
usaha non pertanian (BPS;
2002:47). Kepadatan penduduk
yang agak tinggi dan mayoritas pen-
duduknya yang masih bekerja di
sektor pertanian, telah berakibat pada
menurunnya luas lahan pertanian
vaitu sebesar 1,64 persen pada tahun
2001 dan 0,89 persen pada tahun
2002. Hal ini menyebabkan sektor
pertanian berkembang lambat, kare-

na penguasaan lahan yang sempit,
sehingga para petani dapat digolong-
kan ke dalam petani gurem. Adanya
kenyataan tersebut telah menyebab-
kan sebagian penduduk di Kabupaten
Kulon Progo bekerja di sektor infor-
mal. Disamping itu, sebagian lahan
pertanian dengan kondisi tanahnya
kurang subur yang berupa lahan
kering, menjadi salah satu pendorong
para pekerja pertanian mencari
alternatif pekerjaan di luar pertanian.

B. Identitas Pekerja Sektor
Informal
1. Jenis Kelamin

Tabel 1. Distribusi Pekerja Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin
di Desa Wates, Desa Sentolo dan Desa Giripurwo

Wates Sentolo Giripurwo
Jenis Kelamin
F % F % F %
Laki-laki 33 66.00 20 64.50 16 43,20
Perempuan 17 34.00 11 35.50 21 56.80
Jumlah 50 100.00 31 100.00 37 100.00

Sumber : data primer; 2003

Keterangan:

Huruf “F” dalam kolom setiap tabel
adalah singkatan Frekuensi, yaitu
jumlah informan yang memberi
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
dalam penelitian.

Data pada Tabel 1 menunjukkan
bahwa pekerjaan di sektor informal
dilakukan oleh laki-laki maupun per-
empuan. Hasil penelitian menunjuk-
kan bahwa sektor informal di Desa
Sentolo dan Desa Wates lebih banyak
dilakukan oleh pekerja laki-laki diban
ding perempuan, masing masing

66,0 persen di Desa Wates dan 64,5
persen di Desa Sentolo, sedangkan
Desa Giripurwo jumlah pekerja sektor
informal laki-laki sebanyak 43,2
persen. Lebih banyaknya perempuan
dari pada laki-laki yang bekerja di
sektor informal di Desa Giripurwo,
disebabkan desa tersebut merupakan
daerah dataran tinggi (up /and) yang
relatif jauh daerah wilayah perkotaan
sehingga variasi lapangan pekerjaan
sektor informal di desa tersebut
belum berkembang seperti Desa
Sentolo dan Wates. Penduduk laki-
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lald banyak melakukan pekerjaan di
walitor pertanian (sektor tradisional)
iri maupun menjadi

I desa s

Lt tant di desa lain; sedangkan
pitherjaan di sektor perdagangan
lubili banyak dilakukan oleh pendu-
dule perempuan,

bedalian jenis kelamin, namun kon-
dlist alam dan tingkat perkembangan
perekonomian wilayah berpengaruh
lerhadap variasi jenis pekerjaan sek-
lor informal. Selanjutnya, variasi jenis

naaruhi perbedaan banyaknya peker-
ja sektor informal menurut jenis
lelamin,

2. Pekerja sektor Informal
menurut Umur

Pada umumnya pekerja sektor
informal di Kabupaten Kulon Progo
berusia produktif, namun ditemukan
pula pekerja yang berusia lansia. Ber-
dasar data Tabel 2. dapat diketahui
bahwa pekerja sektor informal di
Desa Sentolo dan Desa Wates dilaku-
kan oleh pekerja yang berusia pro-
duktif sampai lansia. Para pekerja
yang tergolong lansia di Desa Sentolo
relatif lebih banyak daripada di Desa
Wates. Para pekerja yang tergolong
lansia ini umumnya mengaku bahwa
mereka menekuni pekerjaan di sektor
informal sudah sejak berusia muda/
remaja, sehingga mereka merasa
pekerjaan yang ditekuni itu sudah
menjadi bagian dari hidupnya.

Dari data hasil penelitian tersebut
dapat diketahui bahwa sektor infor-
mal mampu menyediakan kesempat-
an kerja dalam waktu yang panjang.

Tabel 2. Distribusi Pekerja Sektor Informal menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur Wates Sentolo Giripurwo
(tahun) F % F % F %
<15 3 " i S | (J O o I
15- 19 : : (I I e e =
20 - 24 6 [ 1200 | 3TjTes "8 | 8il
25- 29 3 600 | 2 | 645 | 6 | 1621
30 - 34 9 | 18.00 | 4 | 12.90 6
35- 39 5 1000 | 1 | 323 | 9
40 - 44 4 800 | 3 | 968 | 6
45 - 49 9 18.00 ]

50 - 54 3 6.00 4 | 1290 | 2

55 - 59 2 400 | 2 [ 65T Tl TR0
60 + 9 18.00 11 35.48 2 5.41
Jumlah 50 100.00 31 |100.00 37 100.02

Sumber: data primer 2003
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Selama orang masih mampu secara
fisik, maka ia akan tetap memiliki ke-
sempatan untuk melakukan pekerja-
annya di sektor informal. Umumnya
pekerija lansia di sektor informal akan
menghentikan pekerjaan manakala
telah mengalami kelemahan secara
fisik atau karena anaknya tidak lagi
memperbolehkannya disertai dengan
bantuan pemenuhan kebutuhan eko-
nominya. Selain itu sektor informal
juga dapat menampung para pekerja
yang telah berhenti dari pekerjaan
sektor formal, baik karena pensiun
maupun karena terkena pemutusan
hubungan kerja.

Hal lain yang cukup menarik un-
tuk diperhatikan dari temuan pene-
litian ini adalah adanya pekerja sektor

anak remaja dari rumahtangga miskin
di desa karena tidak mampu lagi me-
lanjutkan pendidikannya terpaksa
harus mencari pekerjaan untuk mem-
bantu memenuhi kebutuhan ekono-
mi rumahtangganya, dan pekerjaan
sektor informal merupakan lapangan
kerja termudah untuk dimasuki-
nya.Dengan memperhatikan data
tersebut dapat mengarahkan pada
kesimpulan bahwa sektor informal
memiliki keunggulan dalam
menampung tenaga kerja dari segala
kelompok umur. Dengan kata lain,
tidak ada batasan umur bagi
penduduk untuk dapat melakukan
pekerjaan di sektor informal ini.

3. Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Distribusi Pekerja Sektor informal Menurut Tingkat Pendidikan

Giripurwo
Tingkat Pendidikan = Migtes % = mmsﬁo_oﬁx_ £ P %
Tidak Sekolah 6 12.00 5 1 1613 2 | 541
SD/SR 19 | 3800 | 7 | 2258 | 17 | 4595
sup | 8 | 1600 | 8 | 2681 | 8 | 2162
SMA/sederajat | 13 | 2600 | 10 | 3226 | 9 | 24.32
Perguruan Tinggi 4 8.00 1 3.22 i 2.70
Jumlah 50 100.00 31 100.00 37 100.00

Sumber: data primer; 2003

informal yang tergolong usia sangat
muda (kurang dari 20 tahun).
Meskipun pekerja sektor informal
usia termuda ini proporsinya paling
kecil dan hanya terdapat di Desa
Sentolo, namun data ini dapat
memberikan petunjuk bahwa sektor
informal dapat menjadi kanal (jalan
keluar) bagi rumahtangga di desa

rmwmanr Helaly masmamiIT waar simstimt p..:-—.

Kelenturan daya tampung yang
dimiliki sektor informal menunjukkan
bahwa sektor ini tidak menuntut kua-
lifikasi pendidikan formal tertentu,
sehingga latar belakang pendidikan
para pekerja sangat bervariasi mulai
dari tidak sekolah sampai perguruan
tingal. Dard hasil penelitian: menun-
fjuldian tnglat pendidikan pekerja
salitear Infnrmal umumnus ralattif

durnal limu Sosial ALTERNATIF

diketahui bahwa pekerja sektor infor-
mal berpendidikan SD dan tidak
sekolah masing-masing 50 persen di
esa Wates; 38,7 persen di Desa
Sentolo dan 51,3 persen di
Giripurwo. Pekerja berpendidikan
“MP dan SMA lebih banyak di Desa
“entolo daripada di dua desa lainnya.
I"elerja sektor informal berpendidik-
an perguruan tinggi terdapat di Desa
Wates dan Giripurwo. Tiadanya krite-
1la persyaratan pendidikan dalam me-
masuki lapangan kerja di sektor infor-
imal memungkinkan usaha ini bersifat
luwes dalam menerima pekerja dari
berbagai macam tingkatan pendidik-
an formal. Jika dilihat dari konteks
penyerapan tenaga kerja, maka data
lemuan lapangan memperkuat bukti
bahwa sektor informal memiliki ke-
tinggulan daripada sektor formal, ter-
utama kemampuannya dalam penye-
rapan tenaga kerja kurang berpendi-
dikan. Jika demikian sektor informal
vang muncul dan mulai berkembang
il Kabupaten Kulon Progo telah
mampu berperan sebagai katup pe-
nyelamat terhadap kelebihan tenaga
lerja tidak dan kurang berpendidikan
vang berpeluang kecil untuk dapat
tevlampung di sektor formal.

1. Status Pekerjaan Sektor Infor
mal
Pada bagian ini vang dimalksuc
status pekerjaan sektor informal ada
[ah bagaimana informan memaos
atlan pekerjaannya di seklor infor

a7

mal, sebagai pekerjaan pokok atau-
kah sebagai pekerjaan sampingan.
Status pekerjaan sektor informal
sebagai pekerjaan pokok atau sam-
pingan dapat menjadi salah satu
petunjuk peran sektor informal ini da-
lam mendukung keberlangsungan
kehidupan rumahtangga. Sebagian
besar informan menyatakan pekerja-
an yang telah ditekuni selama ini
merupakan pekerjaan pokok.
Pengakuan informan ini berlaku baik
di Desa Wates, Desa Sentolo maupun
di Desa Giripurwo; masing-masing
sebanyak 96 persen, 87,1 persen
dan 81,1 persen. Bagi informan
yang menyatakan sebagai pekerjaan
sampingan, karena mereka adalah
PNS dan petani. Atas dasar alasan
bahwa sebagai PNS atau petani
dirasakan pendapatan yang diperoleh
belum mampu mencukupi kebutuhan
rumahtangga, sehingga dengan be-
kerja di sektor informal sangat mem-
bantu dalam memenuhi kebutuhan
rumah tangga. Khususnya bagi
rumahtangga petani, kegiatan di
sektor informal dilakukan untuk
memanfaatkan waktu luang di sela-
sela kegiatan pertaniannya,

Dari data tersebut menunjukkan
bahwa sektor informal sangat berpe-

ran sebagai sumber pendapatan ma-
syarakal secara umum, baik bagi
pekerfa sektor informal itu sendiri

maupun pekerja sektor formal dan
pekerja di seldor (radisional (sektor
pertanian)
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C. Karakteristik dan Peranan
sektor Informal
1. Motivasi dan Jenis Pekerjaan
Sektor Informal
Para pekerja sektor informal di
dalam melakukan kegiatannya dida-
sarkan berbagai motivasi. Namun se-

cara umum motivasi ekonomi menja-
di motif utama disamping motif sosial
lainnya. Secara lebih terinci motif-
motif tersebut tercermin dari alasan
yang dikemukakan oleh informan
ketika memulai usahanya (Tabel 4).

Tabel 4. Motivasi Kerja Informan menurut Desa

Desa Wates Desa Sentolo Dmmw Om.:ﬁ::.co .
He Motivasi F Motivasi F Z.oacmm_ .
Sulit mencari | 8 Membantu  ekonomi 10 Tidak mam lapangan kerja 3
; pekerjaanlain |~ | keluarga ‘vang lain
Termitivasi  orang s " Tidak punya |
2 lain c_m:m sudah 1 Ingin mandiri 1 keahlian/ketrampilan lain
berhasi ! S Wi Nt (s 18] P
fr . . Karne sudah pensiun | 4 Dikerjakan saat pertanian | g
3 Mudaii caveriys I sekalian olah raga tida mr_.._w - —
Menamba pendapatan
ek : 9
4 Mmm“wmwm&:w:m 5 iy 2 | kelvarga
U [ . Hasil/pendapatan  yang
5 thm_mmmw_wﬂacm_..w: 7 Daripada menganggur | 1 himaven 2
6 mm_m_mg_‘ et 2 Ingin memberikan jasa | 3 Usaha turun-temurun 2
pengalaman i
Tida punya keahlian Tuntutan dan kebutuhan
7 Zm:oo.a = dan 1 lain, ikutan pangsa | 5 _._q_._vmr;:mmz 1
barhasi pasar masvarakat
Sasyial dengan Karena hasil tani yang 2
i by dan bakat/minat 2
8 r&m:ﬁm:\ bakat - 5 mudah dipercleh 1 Hobby dan ba
coco
: : Membantu pemasaran
g Warisan dari orang 4 don . dékat dengan | 1
e produk
. ! Senang usaha dengan
10 | Cari penghasilan ) .w alat pertanian 1 o
‘ﬁm:u.wmm karena Neck waio diperitd
: ’ gak perlu diperintal
il “_n._m pdakeatlidrs , . karena kerjanya santai 2
ain e i)
12 stmi waktu tua/ Ngak punya modal 1
pension i '
", Karena pekerjaan
: W vang turundtemurun | o
13 | Carinafkah i 2 dari keluarga juga ada
[ bakat
o w, Sulit mencari 3
14 | Ingin mandiri ,, 1 nelsddlaai
15 | Usaha praktis m 2
16 Z.ma_umsg orang | 4
lain |
[ 17 | Kurangmodal | 2
18 _w._._,éw fleksibel /tak | 1 o
; terikat i
Jumlah ! :

Sumber: data primer, 2003
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Bervariasinya motivasi awal dari
para pekerja untuk terlibat dalam sek-
tor informal ini menumbuhkan berba-
(jal macam motivasi pula dalam pe-
ngembangan usahanya. Hal ini nam-
pak dari berbagai jawaban informan
anlara lain mengatakan “kula mboten
butuh napa-napa malih, sampun ce-
lkap" {dalam bahasa Indonesia: “saya
lilak butuh apa-apa lagi, sudah cu-
lkup”, ada lagi yang mengatakan
"ngaten kemawon, namung mbantu
semah kula” ("begini saja, hanya
membantu suami”). Namun ada pula
heberapa pengrajin kipas dan ge-
lheg, besek dan seorang penjahit di
Desa Giripurwo yang sungguh-sung-
quh bermotivasi untuk mengembang-

19

kan usahanya dikarenakan telah me-
miliki jaringan pemasaran yang
cukup luas. Demikian pula beberapa
informan dari Desa Sentolo yang
tergabung dalam kelompok UMBI
(Usaha Mandiri Buruh Informal)
mengatakan ingin dapat mengem-
bangkan usaha sendiri pembuatan tas
dari berbagai bahan dan tidak hanya
sekedar menjadi buruh.

Adapun berbagai jenis pekerjaan
yang dapat ditemui dalam penelitian
ini antara lain pekerjaan perdagang-
an, usaha makanan, warung kios
kelontong, tukang becak, ojek, pen-
jahit, bengkel, tukang cukur, reparasi
elektronik, tukang batu, industri
kerajinan dan tukang kasur.

Tabel 5. Informan Menurut Desa dan Jenis Pekerjaan Sektor Informal

Sumber: data primer; 2003

No | Desa Wates Desa Sentolo Desa Giripurwo
Jenis Pekerjaan F Jenis Pekerjaan F Jenis Pekerjaan F
| Warung makan 11 | Jualan bakso 1 Tukang ojek 2
2 | Bengkelsepeda |4 | Angkringan 1 Tukang jahit A,
4 | Dagang kelontong 5 Wedang ronde 1 Tukang batu dan | 2
kayu
i Reparasi elektronik | 2 Jualan gorengan 1 Tukang kasur 2
dan radiator
5 | Buruh 2 Warung makan 6 Sopir angkutan 1
6 | Jual sembako 5 Bnegkel 1 Kerajinan tempe 2
7 Kerajinan 6 Pengrajin tas agel | 6 Kerajinan kreyeng 1
8 | dual burung dan | 2 Jual alat-alat 2 Kerajinan wayang 1
_| makanan temak
9 | Tukang parkir 3 Jual mie ayam 1 Kerajinan meubel RT | 1
10 | Tukang becak 2 Jual kelapa dan | 1 Kerajinan tali tampar | 2
tebu
11 | Tukang cukur 1 dJual jenang dodol | 1 Penjual makanan 5
12 | Tukang kayu 1 Tukang cukur 2 Penjual sembako 8
13 | Tukang batu 2 Tani/tukang 2 Penjual arang 2
M R il | parkir o g
14 | Tukang jamu g 1 Penjual perabot 2n
15 | Tukang jahit 3 1 Penjual pakan fernak | 2
16 | ) Tukang ojek 3 Pengepul 2
| Jumah Ht) 31 L AR
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2. Lama Usaha

lama usaha mengindikasilkan
bahwa sektor informal mempunyai
ketahanan dalam mengatasi berbagai
perubahan situasi perekonomian
yang fluktuatif. Hal ini tercermin dari
bervariasinya lama usaha yang
dialami para pekerja sektor informal.

bisa leluasa melakukan pekerjaan per-
taniannya. Pekerja dengan Jama usa-
ha lebih dari 25 tahun, mereka ada-
lah para lansia yang memiliki ketram-
pilan tertentu seperti membuat kera-
jinan wayang, besek (keranjang dari
bambu), bengkel, tenun dan membu-
at kasur. Ketrarnpilan tersebut ditekuni

Tabel 6. Lama Usaha

Lama Usaha Wates Sentolo Giripurwo ]
(tahun) F % F %
<5 19 3800 | 11 | 3548 |
£5 - E00
10- 14 B | 1000
15-19 | 5 | 10.00 |
o0-24 | 3 | 600
25 + 14 28.00
Jumlah 50 |100.00

Sumber: data primer; 2003

Banyaknya pekerja sektor infor-
mal dengan lama usaha kurang dari
lima tahun dan 5-9 tahun berkaitan
dengan situasi makro internasional
dilanjutkan nasional yang sampai
sekarang belum berakhir. Harga
kebutuhan pokok semakin meningkat
dan pendapatan masyarakat yang
relatif rendah, mendorong penduduk
mencari penghasilan di sektor infor-
mal. Disamping itu karena per-
tumbuhan ekonomi mengalami
kemerosotan, berakibat menurunnya
kesempatan kerja di sektor formal.

Bagi mereka yang melakukan
pekerjaannya antara 15-19 tahun,
kemungkinan berkaitan dengan kon
cisl lahan yang umumnya leeririg, s
s il maamant {RMBAIAN

secara turun temurun, selain itu pada
periode dua dasawarsa lalu barang-
barang atau jasa yang dihasilkan masih
banyak peminatnya dan telah memiliki
pelanggan. Jumlah penduduk yang
memiliki keahlian seperti itu relatif
sedikit, sehingga mereka tetap mene-
kuni sampai sekarang walaupun jum-
lah permintaan semakin menurun ka-
rena tersaingi barang-barang industri
pabrikan. Cara memperoleh ketram-
pilanpun beraneka macam seperti dari
kenalan, orang tua dan saudara.
Berdasarkan data tentang lama
usaha di sektor informal dapat dipa-
kai sebagai petunjuk bahwa usaha di
seldor informal ini memiliki daya ta-
lyan vang culap tingal terhadap ber-
Bigggal tantangan baik internal
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3. Sarana Kerja dan Waktu

Bekerja

Para pekerja sekior informal pa-
da umumnya menggunakan sarana
seadanya. Hal ini disebabkan dalam
berusaha menurut mereka yang pen-
ting dapat mendukung operasional
usaha. Prasarana usaha berupa tem-
pat antara lain kios atau rumah atau
diteras rumah, memasang tenda atau
dialam terbuka, sedangkan bagi
informan yang melakukan usahanya
tidak menetap sarana yang diguna-
kan adalah gerobag dorong, sepeda
atau jalan kaki. Selain prasarana tem-
pat kerja, tampak pada Tabel 7
bahwa sarana kerja pendukung lain-
nya cukup bervariasi sesuai dengan
jenis pekerjaan informan.
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bukan menjadi kendala utama dalam
melaksakan pekerjaan ini. Kemauan
dan tekad tidak kenal menyerah
merupakan ciri pekerja sektor infor-
mal, sehingga menjadi salah satu
keunggulan sektor informal ini dalam
menyediakan lapangan usaha bagi
para pelakunya.

Penggunaan waktu untuk beker-
ja, dapat diketahui bahwa pada
umumnya para pekerja di sektor in-
formal bekerja dengan waktu yang
panjang, yaitu rata-rata lebih 40 jam
per minggu atau lebih dari 8 jam
per hari. Mengenai jadwal waktu kerja
mereka leluasa untuk mengaturnya
sendiri, sehingga para pekerja bisa
menentukan sendiri sesuai kebutuhan
dan saat yang tepat. Oleh karenanya,

Tabel 7. Jenis Sarana Kerja Sektor Informal

No | Desa Wates Desa Sentolo Desa Giripurwo

1 Sepeda Alat masak Sepeda motor

2 Alat tukang Peluit Sepeda

3 | Gerobag | Meja kursi __{Altmasak
4 __| Keranjang, dll__ T Mesinjahit | Altjahit 2
5 | Mesin jahit + alat jahit | Alat makan | Alatmakan
(] Alat masak Rak Almari/rak . 5

7 Becak Meja + kursi Meja + kursi

8 Peluit Alat bengkel

9 Alat makan

Alat pertanian

10 | Alat cukur Bakul

11 | Alat masak | Alat cukur Ty [

12 | Tenda | Motor L =g Tprual
13 | Palu_+ tungku NIl 0] o - S|
14_| Rak/lemari il

15 | Alat elettronik

16 | Meja + kursi

17 | Mobil

18| Alat bengkel

Sumber: data primer; 2003

Sarana yang dipergunakan da-
lam melakukan pekerjaan di sektor
informal dapat memberikan pema
haman bahwa keterbatasan maodal

untuk mencapai keberhasilan usaha-
nya mengandalkan kejelian dalam
membaca peluang yang mereka
anggap lebih menguntungkan
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Tabel 8. Lama Waktu Kerja per Hari

N Lama Kerja Wates Sentolo Giripurwo

5 (jam) E % F % F %
1 <6 567 24.00 8 25.81 9 24.32
2 6-8 8 16.00 9 29.03 9 24.32
8 > 8 30 60.00 14 45.16 19 51.35
Jumlah 50 100.00 31 100.00 37 100.00

Sumber : data primer; 2003

Keleluasaan waktu ini tergantung
antara lain dari jenis pekerjaan,
penyesuaian dengan konsumen,
banyaknya pesanan ataupun musim.

5. Pendapatan Pekerja Sektor In-

formal

Berbicara tentang peranan
sektor informal dalam meningkatkan
pendapatan masyarakat atau lebih
tegasnya lagi seberapa besar penda-
patan masyarakat dari sektor infor-
mal ini, memang sulit mengukurnya
secara kuantitaif. Selain dari kondisi
para pekerja yang memang tidak me-
miliki kebiasaan untuk menghitung
secara pasti pendapatan yang mereka
peroleh dalam periode waktu terten-
tu, juga dikarenakan pendapatan
yang mereka peroleh tersebut sering-
kali langsung digunakan atau dibelan-

jakan untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari-hari. Dengan demikian
sulit pula bagi informan untuk meng-
ungkap seberapa besar pendapatan
itu dengan besaran nominalnya.
Hasil wawancara dan Focus
Group Discussion yang dilakukan
dapat terungkap bahwa pendapatan
yang diperoleh dari sektor ini berge-
rak antara Rp 150.000,00 sampai
dengan Rp 1.000.000,00 per bulan
atau bahkan lebih tergantung dari
usaha yang digeluti. Hal ini dapat di-
lihat pada Tabel 9 yang menunjuk-
kan bahwa pendapatan para pekerja
cukup bervariasi. Pendapatan yang
diperoleh merupakan hasil rata-rata
pendapatan per bulan yang sebenar-
nya besarnya dalam harian tidak
dapat ditentukan secara pasti. Namun
demikian informan memberikan

Tabel 9. Pendapatan Pekerja Sektor Informal Per Bulan

Sumber: data primer;, 2005

Pendapatan Desa Wates Desa Sentolo Desa Giripurwo
Ne  ppb (000) F % F % F %
1l <200 2 4.00 6 19.35 11 29.73]
2l 200 - 399,99 17 34.00 4 12.91 8 21.62
3| 400-599,99 11 22.00 6 19.35 4 10.81
4| 600 - 799,99 13 26.00 7 22,58 6 16.22
5| 800 - 999,99 2 4.00 5 16.13 ! 10.81
6l > 1000 ] 9 0 68 q 10.81
T Jumlah 50 |l 100 01 47 | _100.00
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waban sesual pengalaman mereka
apatan pada
i produksi
rendah) atau saat kondisi meningkat
diatas nilad produkst rata-rata atau
londish vang normal,

Darnt data pendapatan (Tabel 9),
mlorman vang berpenghasilan rata-
fala per bulan kurang dari Rp.
200 000 terbanyak di Desa Giri-
prwo, kemudian Desa Sentolo dan
Wales masing-masing sebanyak 29,7
persen, 19,4 persen dan 4,0 persen.
Pendapatan antara Rp. 400.000,00

Rp. 999.999,00 sebanyak 52,0
persen untuk Desa Wates, 58.1 per-
wen di Desa Sentolo, dan 37.8 persen
i Desa Giripurwo. Pendapatan rata-
rala diatas Rp 1.000.000,- terdapat
i Desa Wates dan Desa Giripurwo
lkemudian  ditkuti Desa Sentolo.

Mereka yang berpendapatan
lrang dari Rp 200.000,00 adalah
informan yang bekerja sebagai pem-
buat kasur, pengrajin kain tenun dan
pengrajin besek atau gedhek. Nam-
paknya penghasilan yang rendah ber-
lsaitan dengan pernyataan informan
bahwa pekerjaan di sektor informal
adalah pekerjaan sampingan Dengan
demikian dapat dipahami bahwa
pekerjaan di sektor informal yang
sifatnya off-farm atau pekerjaan
bukan pertanian yang dilakukan oleh
rumah tangga petani menjadi sumber
pendapatan lain bagi kelurganya.

Bagi informan vang berpenda-
patan antara Rp. 400.000,00 sam-
pai dengan Rp. 599.999,00 adalah
pekerja di bidang perdagangan,
bengkel, tukang Jahit dan lainnya.

il berapn pe

fancial usaha lemal (

Seperti contohnya informan seorang
bengkel sepeda, sehari mendapat pe-
kerjaan mereparasi sepeda seba-
nyak 6 unit dengan imbalan jasa
antara Rp. 1000,00 sampai dengan
Rp. 5000,00. Jika diperhitungkan
rata-rata pendapatan usahanya
sekitar Rp. 14.000,00 per hari,
sehingga dalam satu bulan rata-rata
pendapatannya  sekitar Rp
400.000,00. Informan dengan
pendapatan antara Rp. 600.000,00
sampai dengan Rp. 800.000,00
adalah mereka yang bekerja sebagai
petugas parkir di Pasar Wates dan
mereka yang melakukan perdagang-
an kebutuhan pokok.

Apabila dilihat dari besaran no-
minal yang mereka ungkapkan, tam-
paknya memang tidak begitu signifi-
kan. Namun, dapat diinformasikan
pula disini bahwa para pekerja yang
pendapatannya relatif kecil sebenar-
nya juga memiliki sumbangan yang
cukup besar bagi kehidupan sehari-
harinya. Sebagimana diungkapkan
oleh sebagian besar informan pekerja
sektor informal dari Sentolo yang ter-
gabung dalam kelompok UMBI (Usa-
ha Mandiri Buruh Informal); penda-
patan yang mereka peroleh merupa-
kan pendapatan sampingan. Secara
umum jawaban-jawaban informan
tentang manfaat keterlibatan di
sektor informal dapat disimak sebagai
berikut: “lumayan untuk mencukupi
kebutuhan rumahtangga, cukup
untuk keperluan dapur, dapat untuk
memberikan uang jajan kepada anak,
dapat membantu suami untuk
modal”. Dari beberapa pernyataan
tersebut dapal diketahui peranan
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pendapatan sektor informal terhadap
kebutuhan hidup masyarakat yang
meliputi makan, pendidikan, kesehat-
an, dan lainnya. Selain itu pendapat-
an di sektor informal juga berperan
sebagai sumber lapangan usaha dan
penghasilan masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas,
sektor informal berperan cukup besar
bagi perekonomian masyarakat di
Kabupaten Kulon progo. Tanpa
sektor informal maka tingkat peng-
angguran terbuka dan setengah
pengangguran akan tinggi, hal ini
akan melemahkan perekonomian
masyarakat dan menghambat roda
pembangunan di daerah ini. Berda-
sarkan hasil Sensus Penduduk tahun
2000, tingkat pengangguran terbuka
di Kabupaten Kulon Progo sebesar
4.7 persen. Tingkat pengangguran
di kota lebih tinggi daripada di desa.
Masing-masing sebesar 6,5 persen di
kota dibanding 4,4 persen di desa.
Secara tidak langsung peningkatan
pendapatan masyarakat dari kegiatan
sektor informal adalah kemampuan
masyarakat dalam memanfaatkan
penghasilan untuk meningkatkan
kesejahteraannya. Peningkatan pen-
dapatan tanpa disertai dengan pe-
ningkatan kemampuan untuk mense-
jahterakan kehidupannya hanya
menjadi petunjuk lemahnya sistem
perekonomian yang diterapkan
secara regional maupun nasional.
Penelitian ini juga menemukan
realitas yang dialami pekerja sektor
informal bahwa pendapatan mereka
kadangkala tidak dapat dinikmati se-
cara langsung, karena dilutang
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pelanggan, sehingga harus bersabar
untuk memperoleh hasilnya pada saat
yang tidak dapat ditentukan. Me-
mang untuk bekerja di sektor infor-
mal masih banyak diternukan kenda-
la, namun sebuah kenyataan pula
bahwa sektor ini dapat menopang
kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini
dibuktikan dengan keinginan dan ha-
rapan mereka untuk mengembang-
kan usahanya serta kegigihan mereka
dalam mengelola usahanya pada
kurun waktu yang cukup lama. Selain
itu keperluan sosial seperti sumbang-
an hajatan, seringkali menjadi beban
para pekerja sektor informal. Untuk
keperluan biaya sekolah, mereka
sangat memperhatikan, karena ada
harapan pendidikan anak akan lebih
tinggi daripada pendidikan orang
tuanya. Sebagairnana yang diungkap-
kan seorang informan: “Mila kula
mboten saged matur pinten pengha-
silan saking usaha menika, namung
mriki lare-larenipun saged sekolah
inggih namung saking besek lan
gedhek” (Saya tidak dapat
mengatakan berapa tepatnya peng-
hasilan dari usaha ini, namun perlu
diketahui bahwa meskipun dari hasil
besek dan gedhek anak-anak di sini
dapat sekolah sampai tingkat cukup
tinggi). Kebanyakan mereka menye-
kolahkan anak sampai setingkat
SMA. Walaupun ada keinginan anak-
nya melanjutkan ke pendidikan
tinggi, namun kondisi mereka rasa-
kan sangat tidak memungkinkan.
Kegiatan menabung dilakukan
jika mengikuti kegiatan kelompok di
kampung, atai e ifluti paguyub-

Kernal Hmu Sostal ALTERNATIL

an. Selain itu juga ada yang mena-
bing dalam bentuk simpanan di
biank, meskipun hanya sebagian kecil
i melakukan. Memberikan sum-
biangan untuk kegiatan sosial juga
inereka lakukan. Pada saat penelitian
¢hagian besar informan menyatakan
linhwa biaya untuk keperluan
imahtangga semakin lama semakin
lingqi karena nilai barang semakin
imnhal, maka penerimaan dari
pelierjaan sektor informal dirasakan
lilale seimbang dengan biaya yang
linrus dikeluarkan.
Secara umum pekerjaan di sek-
fon Informal mampu meningkatkan
jpendapatan masyarakat baik sebagai

pendapatan sektor informal sebanyak
100 persen terhadap total pendapat-
i umahtangga berarti sector infor-

ni merupakan sumber pendapat-
i1 utama atau pokok bagi kehidupan
iimahtangganya. Bagi pekerja sektor
inlormal dengan sumbangan penda-

o
4,1

patan kurang dari 100 persen, arti-
nya pendapatan sektor informal dari
para pekerja berstatus pekerjaan po-
kok bukan satu-satunya pendapatan
rumahtangganya, masih ada sumber
pendapatan dari anggota rumahta-
ngga lainnya, Dari hasil penelitian
sebanyak 103 informan atau 87,3
persen menyatakan bekerja di sektor
informal merupakan pekerjaan po-
kok. Adapun rata-rata sumbangan
hasil kegiatan sektor informal terha-
dap total pendapatan rumah tangga
bagi pekerja dengan status pekerjaan
pokok adalah sebesar 50 — 100 per-
sen. Pendapatan rumahtangga selain
berasal dari para pekerja sektor in-
formal sebagian informan penelitian
ini juga dapat berasal dari anggota
rumhtangga lainnya antara lain dari
suami/istri atau anak atau famili lain-
nya. Bagi pekerja sektor informal
yang menyatakan pekerjaannya
sebagai usaha sampingan, hasil usa-
hanya dapat menyumbangkan pen-
dapatan sebesar 10 persen sampai
dengan 40 persen terhadap total
pendapatan rumahtangga. Berdasar- .

l'abel 10.Persentase Sumbangan Pendapatan Sektor Informal terhadap Total
Pendapatan Rumahtangga.

Sumbery data primer, 2003

No xmﬂw‘won _uOmmm Wates Desa Sentolo Desa Giripurwo
% % F % F 9

__. <10 0 0.00 1 323 1 \M 70
2| 10-20 S 2.00 1 3.23 3 s
40 20 - 40 1 2.00 2 645 3 811
,__ 40 - 60 2 4.00 2 0 45 i 10.81
| 60 - 80 g 4.00 3 0 68 1 10.81
0 : 8800 | 22 | 7086 | 22 59.46

100,00 31 00 04 37 10000
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kan hasil penelitian tersebut dapat
menjadi petunjuk bahwa sektor infor-
mal sebagai pendukung perekonomi-
an masyarakat tidak dapat diabaikan
dan mampu meningkatkan pendapat-
an masyarakat baik sebagai sumber
pendapatan utama dibandingkan se-
andainya tidak adanya sector infor-
mal maupun sebagai pendapatan
sampingan . Dengan demikian sektor
informal di daerah ini memiliki peran
yang sangat signifikan dalam pe-
ngembangan dinamika pembangun-
an kehidupan ekonomi, sosial mau-
pun budaya di Kabupaten Kulon
Progo.

V. KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pertama, bervariasinya karak-
teristik usaha di sektor informal dapat
memberikan petunjuk bahwa sektor
informal mampu memberikan
peluang yang besar bagi masyarakat
luas untuk memperoleh penghasilan.

Kedua, meskipun sektor infor-
mal dapat berfungsi sebagai katup
pengaman bagi masalah ketenaga-
kerjaan, dengan memberikan ke-
mungkinan pekerja-nya memperoleh
pendapatan yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari, namun usaha di sektor infor-
mal ini memiliki keterbatasan-keter-
batasan dalam hal permodalan, per-
alatan/teknologi dan pemasaran.
Selain itu, pekerja sektor informal ju-
ga memiliki kendala dalam meng-
akses informasi dan kesempatan

atau sumber-sumber yang dapat
untuk mengembangkan usahanya.

Ketiga, keterlibatan dari pihak-
pihak luar baik instansi negeri, swasta
maupun perguruan tinggi dalam
rangka pengembangan sektor infor-
mal masih sangat terbatas. Bahkan
intervensi dari berbagai pihak ini dira-
sakan belum sepenuhnya tepat
sasaran.

Keempat, meskipun para peker-
ja sektor informal memiliki jiwa ke-
wirausahaan yang kuat namun de-
ngan adanya berbagai keterbatasan
baik modal, peralatan, akses
informasi atau pengetahuan dalam
pengelolaan usaha, menjadikan
pengembangan usahanya berjalan
lamban dan cenderung stagnan
(mandeg).

B. Rekomendasi

Mencermati lemahnya sektor
informal dalam mengakses berbagai
kesempatan, maka pemerintah dae-
rah setempat perlu secara terus me-
nerus mendorong dan perlu memfasi-
litasi terbentuknya paguyuban-
paguyuban atau KSM sebagai sarana
dalam mengakses informasi, teknolo-
gi maupun pengembangan dan mo-
dal usaha. Demikian pula upaya-
upaya penguatan bagi lembaga-lem-
baga sejenis yang telah ada sangat
penting untuk segera dilakukan.

Pertama, berkaitan dengan le-
mahnya sektor informal (yang biasa-
nya merupakan unit usaha kecil dan
menengah) dalam mengakses kebu-
tuhan modal dan pelayanan keuang-
an maka diharapkan lembaga

sl ALTERNATIF
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Fonangan Milro (LKM) vang akan
edhentule sungguh-sungguh berpihak
e pada masyarakal miskin, dan juga
menglall dengan sungguh-sungguh
mekanisme dan prosedur yang me-
mvnglankan terbukanya kesempatan
v seluas luasnya bagi usaha sektor
milormal in, sehingga misi LKM
angguh tepat sasaran,

lKedua, sampai saat ini telah
banval perhatian yang diberikan baik
dan lalangan pemerintah, lembaga-
leinboga swadava masyarakat mau-
pun phalk swasta untuk pengem-
Langan dan pemberdayaan sektor in-
lonimal. Dengan demikian kerjasama
dan integrasi yang bernilai sinergis
1 berdaya guna dalam

I{etiga, mengingat begitu besar-
i persoalan yang dihadapi dalam
pemberdayaan sektor informal tentu-
ivn pemerintah tidak akan mampu
menangani sendiri. Oleh karena itu

unbutan vang positif dan aktif dari
berhagai kalangan sangat diperlukan
untule saling mengatasi berbagai
lelerbatasan dan kekurangan yang
i masing-masing pihak. Suasa-
q partisipatif perlu dikembang-

intah

Keempat, karena semakin lama
vinakin banyak penduduk yang terli
1 sektor informal, maka di-
1 kepastian aturan/perlin-

an hukum ini sangat diperlukan demi
keberlangsungan dan pengembang
an sektor informal ke depan, vang
antara lain dapat memuat tentang
pencadangan tempat, penarikan
retribusi dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2001, Pendu-
duk Kabupaten Kulon Progo
Hasil Sensus 2000, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik, 2002, Kulon
Progo dalam Angka 2001,
Kabupaten Kulon Progo.

Badan Pusat Statistik, 2003, Kulon
Progo dalam Angka 2002,
Kabupaten Kulon Progo.

Bakir, Zainab dan Chris Manning,
1984, Angkatan Kerja di In-
donesia, Jakarta: CV Rajawali,

BAPPEDA, 2003, Laporan Pengka-
Jian Usaha Sektor Informal Ka-
bupaten Kulon Progo Tahun
2002, Pemerintah Kabupaten
Kulon _.:_;:

Biro Pusal Statistik, 1986, Pekerja
Sektor Informal df Indonesia,
.—._—ﬂ.__:.._

Bobo, Julius 51, MM, 2002, Trans
formasi | konomi Rakvat,
.__.__f.___.. ( ____ .___;..

Candraldrana, Husmala dan lsono
Sadolo, 1995 P ynariha ko
nomi ntormal ol Jakarta,
Jakarta: Uniiversitas Indonesia



58 Sektor Informal di Pedesaan, finf Dorojati & Candra Rusmala D.

Effendi, Tadjuddin Noer, 1985,
Sumber Daya Manusia
Peluang Kerja dan Kemiskinan
Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Hidayat dan Sucherly, 1986, “Peran-
an Tenaga Kerja Pria dan Wa-
nita di Sektor Informal dalam
Pembangunan”, Jakarta: Te-
mu Wicara Sumbangsih Pria
dan Wanita Sumber Daya
Pembangunan, Yayasan Sri-
kandi dan Yayasan Tenaga
Kerja Indonesia

Manning, Chris dan Tadjuddin Noer
Effendi, 1985 Urbanisasi,

Pengangguran dan Sektor In-
formal di Kota, Jakarta:
Yayasan Obor.

Nasution S., 1988, Metode Pene-
litian Naturalistik Kualitatif,
Bandung: Tarsito.

Rachbini, Didik J., 1994, Ekonomi
Informal Perkotaan, Jakarta:
PT Pusaka LP3ES

Wirahadikusumah, Miftah, 1991,
“Sektor Informal sebagai Bunr
per pada Masyarakat Kapitalis,
Prisma V.

FERUBATFIAN KEDUDUKAN, POLA KEWENANGAN DAN
MOLA KELEMBAGAAN PEMERINTAH KECAMATAN

Oleh : Muslim Tendry

AHSTRACT

[he presence of regulations number 22/1999 be take many change
ementation government in the teritory. Over of change
je of position, the way competence and institutional subdistrict
nment. Subdistrict not more administration teritory government
ot work district subdistrict head as work teritory and town.
ict head not to be competence attributive other is delegative.
1al subdistrict government can be follow second models,

lrst models be uniform be all subdistrict and second models any various
away compelence in the shower subdistrict head or head of town to
handle be more ordination teritory autonomy.

Keywords: Subdistrict, position, competence, institutional.

A PENDAHULUAN

Pemerintah kecamatan adalah
ilah satu unit pemerintahan yang
ekt dengan pemerintah kabupaten,
sebab kecamatan sebagai unsur lini
wilayah adalah perangkat daerah
lkabupaten dan kota. Sejak diterbit-

iintahan daerah yang membawa ba-
iiyak perubahan di tingkat kecamatan
seperti perubahan yang menyangkut
kedudukan, pola kewenangan dan
pola kelembagaan pemerintah
kecamatan, penggunaan filosofi
keanekaragaman dalam kesatuan
menggantikan filosofi keseragaman
itlalam kesatuan, Selain iu kehadivan
indang-undang il meripakan

Mushim Tendry adalah dosen dar Prosh B Peien

tonggak baru dalam hubungan antara
pusat dan daerah.

Perubahan filosofi tata pemerin-
tahan tersebut telah membawa kon-
sekuensi logis terhadap pelaksanaan
otonomi ditingkat daerah, yaitu dae-
rah memiliki kewenangan yang luas
(discretionary power) untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyara-
kat setempat. Pola otonomi yang
digunakan juga berubah, vaitu dari
pola simetris menjadi pola asimetris.
Artinya isi dan bentuk otonomi dae-
rah yang satu dengan yang lainnya
dapat berbe inya ada o-
tonomi klh n Papua,
Fungsi pemerintah daerah yang se-
mula sebagal proniofor pembangtn-
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an berubah menjadi pelayan masya-
rakat. Dengan sendirinya akan meng-
ubah secara fundamental praktik-
praktik pemerintahan seperti keca-
matan dijadikan sebagai unsur lini
wilayah. Artinya kecamatan dijadikan
pusat pelayanan kepada masyarakat
vang bersifat operasional, dengan ba-
tas wilayah sebagai batas pelayanan.
Perubahan yang dibicarakan di
atas diawali dengan perubahan defi-
nisi mengenai kecamatan yang mem-
bawa konsekuensi perubahan men-
dasar pada pemerintah kecamatan.
Bahkan perubahan baru tersebut
telah menggeser konsep executive
heavy to legislative heavy atau
sebaliknya. Hal ini terlihat dari pasal-
pasal di dalam UU 22/1999 yang
menempatkan bab DPRD berada di
depan bab kepala daerah (legis/ative
heavy). UU 32/2004 sebaliknya
menganut executive heavy, peng-
aturan kedudukan, kewenangan serta
hak DPRD juga memperlihatkan
penguatan posisi tersebut. Dilihat dari
perjalanan sistem pemerintahan
daerah ke dua sisi kutub dominasi
semacam itu tidak sehat untuk kehi-
dupan masyarakat yang demokratis.
Karena di dalam masyarakat yang
demokratis, pembagian kekuasaan
(distribution of power) mengacu
kepada prinsip check and balances.
Artinya ada distribusi kekuasaan dan
fungsi yang jelas dan proporsional
antara eksekutif, legislatif dan yudika-
tif. Pergeseran dominasi ini secara
langsung maupun tidak langsung
akan berpengaruh terhadap keduchule
an, pola kewenangan dan pola
lalarmbaaaan pemerintal kecamatan
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Tulisan ini ingin membahas bagaima-
na perubahan tersebut dalam penye-
lenggaraan pemerintahan di tingkat
pemerintah kecamatan.

B. Perubahan Kedudukan,
Pola Kewenangan dan Pola
Kelembagaan

1. Kedudukan Kecamatan

Dilihat dari teori otonomi

daerah, UU 5/1974 menganut fused
model (M. Tendry, 2004). Referensi
teoritis ini mengintegrasikan pelaksa-
naan asas desentralisasi dan dekon-
sentrasi bersama-sama ke dalam satu
lembaga dengan memberikan ke-
mungkinan pula bagi pelaksanaan
asas pembantuan. Misalnya propinsi
sebagai wilayah administratip bisa
menvyatu (overlapping) dengan
propinsi sebagai daerah otonom
tingkat 1. Gubernur berkedudukan
rangkap, yaitu sebagai kepala daerah
dan wakil pemerintah pusat. Demi-
kian pula di tingkat kabupaten/
kotamadya sekaligus adalah daerah
otonom tingkat 1.

UU 22/1999 menganut model
campuran, vaitu split model pada
tingkat kabupaten/kota dan fused
model pada tingkat propinsi
(Bhenyamin Hoessein, 2001). Model
split membuat desentralisasi menjadi
sangat berperan di tingkat kabupa-
ten/kota ke bawah, sedangkan asas
dekonsentrasi hanya dilaksanakan
pada tingkat propinsi, kecuali untuk
5 kewenangan utama dari pemerin-
tah pusal, vallu keuangan atau mone-
tor, kelinkiminn, pertahanan dan
bsatmn sorla agama, Perubahan

ol i Sosial ALTI RNATIF

fndamental tersebut berpengaruh
eihadnp kedudukan _:;..::._:::.
Becamntan semula merupakan wila-
e administrasg pemerintahan
dengan camat sebagal penguasa
vlavah, selarang kecamatan hanya
Metipakan witavah kerja camat
Wl perangkat dacrah kabupaten
oan kota Darl ketentuan ini dapat
llkan, bahwa kecamatan vang
pimpin camat di dalam melaksa a-
i ugasnya me nperoleh pelimpah-
i sebagian w mang dari bupati
o untule menangani seba.
AN urusan otonomi daerah cdan
menvelenggarakan tuaas umum pe-
menntahan. Se qal perangkat dae-
tah kabupaten/kota camat :..;:r seca-
- olomatis memiliki kewenangan
untule menjalankan urusan pemerin-

sl W

Ishan vang meliputy pPengawasan
Koordinasi dan kewen 1qan w.:r.:_:,
Hardasarkan pasal 66 avat 4 UL NN\.
1999, camat menerima pelimpahan
dbagian kewenangan dari bupati/
walikota, Artinya camat tidak memi-
k1 kewenangan atributif vang mele-
wa sebagaimana diatur

doman pada
Peraturan pemerintal (IPP). Camat
memperoleh pelimpahan s
wewe

lan
ang dart bupati atau wa kota
ntulk menanagarj .z._.,.;_._: Lrusan
olonomi daerah, Selain it camal
Maga menvelenggaralan lugag wmum
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pemerintahan meliputi: Pertama
mengkoordinasikan kegiatan UmE._
berdayaan Mmasyarakat; Kedua
mengkoordinasikan upaya Um:cm_
_,o:.:_E:.::: ketentraman dan keter-
:.c:: umum; Ketiga, mengkoordina-
sikan Penerapan dan penegakan
peraturan vmﬂcsam:m-:zamnmmn.
ﬁma::::. mengkoordinasikan Umﬁ:mu
liharaan prasarana dan fasilitas pela-
c::.m: umum; Kelima, mengkoordj-
nasikan Penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan ditingkat kecamatan
_Acc:c.:r membina Um:cﬁmzmmmamﬂh
pemerintahan desa dan/atay kelu-
rahan; Ketujuh, melaksanakan
pelayanan masyarakat vang menjadi
ruang lingkup tugasnya dan/atay
vang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan desa atau kelurahan
_ Dari penjelasan di atas dapat
disimpulkan, kecamatan bukan lagi
sebagai wilayah administrasi peme-
rintahan melainkan wilayah kerja
camat sebagai perangkat daerah
kabupaten dan daerah kota (penjelas-
an pasal 126 ayat (1) UU 32/2004)
‘Mengkoordinasikan " pada ayat Aww
bertujuan untuk mendorong kelan-
caran berbagai kegiatan ditingkat
kecamatan ke arah peningkatan kese-
jahteraan masvarakat. Yang dimak-
sud “membing " pada ayat (3) inj
antara lain dalam bentuk fasilitasi
pembuatan peraluran desa, terwujud-
nya administrasi fata Ppemerintahan
desa yang baik. Ca 1at juga
melaksanakan pelavanan _::_..c._ﬁ.ﬂ_r:,
vang menjaci ruang ,
di tingkat cdlesa ntan I
Berfungsi tidy
narnva sancdnl leg
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seberapa besar delegasi kewenangan
yang diberikan oleh bupati/walikota
kepadanya. Untuk kabupaten yang
memiliki wilayah luas dengan
karakteristik wilayah berupa pulau-
pulau, atau wilayah yang sistem trans-
portasi dan komunikasinya belum
lancar, maka pendelegasian kewe-
nangan kepada camat merupakan
suatu keharusan. Sebaliknya untuk
kecamatan di wilayah kabupaten/
kota dengan karakteristik yang berbe-
da, maka pendelegasian kewenangan
bersifat tentatif. Prinsip yang dipakai
untuk melakukan pendelegasian
kewenangan adalah efektivitas.
efisiensi, ekonomik dan adil { Sadu
Wasistiono,2003).

Berdasarkan UU 22/1999
maupun UU 32/2004, kecamatan
adalah wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah kabupaten dan
daerah kota. Akan tetapi tidak dise-
butkan secara jelas oleh PP 84/2000
(tentang pedoman organisasi perang-
kat daerah) mengenai status organi-
sasional kecamatan, apakah terma-
suk ke dalam kelompok unsur staf
(sekretariat daerah), unsur lini (dinas
daerah) atau unsur lembaga teknis
daerah (badan/kantor). Yang dimak-
sud sekretariat daerah adalah unsur
staf Pemnda. Dinas daerah adalah un-
sur pelaksana Pemda, sedangkan ba-
dan/kantor adalah lembaga teknis
daerah yang mempunyai fungsi koor-
dinasi dan perumusan kebijakan
pelaksanaan serta fungsi pelayanan
masyarakat.

Dilihat dari karakteristik pekerja
annya, kecamatan lebih fepat ilike

lompokkan ke dalam jajaran unsur lini
wilayah. Pengelompokan ini dibeda-
kan dari unsur lini teknis seperti yang
disandang oleh dinas daerah. Sebagai
unsur lini kewilayahan, camat menja-
lankan tugas pokok sebagai unsur lini
vaitu fo do, to act. Artinya kecamatan
dijadikan pusat pelayanan pada
masyarakat yang bersifat operasional
dengan batas wilayah sebagai batas
pemberian pelayanan (Sadu
Wasistiono, 2002). Masalah status
organisasional kecamatan ini kiranya
perlu diatur lebih detail lagi, sebab
kecamatan dibentuk di wilayah
kabupaten/kota dengan peraturan
daerah (Perda) yang berpedoman
kepada peraturan pemerintah (PP).

2. Pola Kewenangan camat
Secara teoritis ada 2 sumber
kewenangan utama, yaitu kewenang-
an atributif dan kewenangan delegatif
(Bhenyamin Hoessein, 2001). Kewe-
nangan atributif ialah kewenangan
yang melekat dan diberikan kepada
suatu institusi atau pejabat berdasar-
kan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan kewenangan delegatif
ialah kewenangan yang berasal dari
pendelegasian kewenangan dari
institusi atau pejabat yang lebih tinggi
tingkatannya. Sementara itu Charles
E. Andrain membedakan 2 tipe kewe-
nangan utama, yaitu kewenangan
prosedural dan kewenangan substan-
sial (Ramlan Surbakti, 1992). Kewe-
nangan prosedural ialah hak meme-
rintah berdasarkan peraturan perun-
dang-undangan vang bersifat tertulis
maupun tidale tertulls, Kewenangan
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abintanisial dalali liale memerintah
Fondlmathan lnkdor [aldtor yang mele-

teidapal suatu pemerintahan tertentu
i mengqunakan satu tipe sumber
lewenangan, melainkan mengguna-
lannya dengan memilih salah satu
ubagal hal vang utama sementara
vang lain sebagai pelengkap.
(amat sebagai kepala wilayah
ld kewenangan ganda, vaitu
kewenangan atributif dan delegatif
(LI 5/1974). Kewenangan atributif
caimal sebagai kepala wilayah diatur
dalam pasal 80 yang menyatakan,
lepala wilayah sebagai wakil peme-
iintah acdalah penguasa tunggal di
g pemerintahan dalam wilayah-
nva dalam arti memimpin pemerin-
falian, mengkoordinasikan pemba-
nigunan dan membina kehidupan
masyarakat di segala bidang. Pasal
i1 menyatakan, wewenang, tugas
ilnn kewajiban kepala wilayah adalah
imembina ketenteraman dan ketertib-
an di wilayahnya sesuai dengan
lkebijaksanaan ketentraman dan
lietertiban yang ditetapkan oleh
pemerintah; melaksanakan segala
tnihi

faan I
lm ne
___: 1950 Sesual dendan e __:__ Ahalaan
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vang ditetapkan oleh pemerintah;
menyelenggarakan koordinasi atas
kegiatan-kegiatan instansi-instansi
vertikal dan antara instansi-instansi
vertikal dengan dinas-dinas daerah,
baik dalam perencanaan maupun
dalam pelaksanaan untuk mencapai
dayaguna dan hasilguna yang
sebesar-besarnya; membimbing dan
mengawasi penyelenggaraan peme-
rintah daerah; mengusahakan secara
terus-menerus agar segala peraturan
perundang-undangan dan peraturan
daerah dijalankan oleh instansi-
instansi pemerintah dan pemerintah
daerah serta pejabat-pejabat yang
ditugaskan untuk itu serta mengambil
segala tindakan yang dianggap perlu
untuk menjamin kelancaran penye-
lenggaraan pemerintahan; melaksa-
nakan segala tugas pemerintahan
yvang dengan atau berdasarkan pera-
turan perundang-undangan diberikan
kepadanya; melaksanakan segala
tugas pemerintahan yang tidak ter-
masuk dalam tugas sesuatu instansi
lainnya. Sedangkan kewenangan
delegatif yang dijalankan camat
berasal dari kepala wilayah yang lebih
tinggi kedudukannya seperti guber-
nur, bupati/walikotamadya/walikota.
Sebaliknya pada UU 22/1999
camat hanya memiliki kewenangan
delegatif saja. Artinya camat meneri-
ma pelimpahan sebagian kewenang-
an pemerintahan dari bupati/wali-
kota. Pasal 66 ayat (4) menyatakan,
camat menerima pelimpahan sebagi-
an kewenangan pemerintahan dari
bupati/walikota. Sedangkan pasal
126 ayat (2) UU 32/2004 menyata-
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kan, kecamatan yang dipimpin oleh
camat yang dalam pelaksanaan tugas-
nya memperoleh pelimpahan sebagi-
an wewenang bupati atau walikota
untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah. Tanpa adanya pe-
limpahan sebagian kewenangan dari
bupati atau walikota camat tidak
dapat menjalankan pemerintahannya
secara sah.

UU 22/1999 sama dengan UU
42/2004 yang membedakan antara
penyerahan wewenang dan ﬁm::ﬁ
pahan wewenang. Desentralisasi
i penyerahan wewenang dan
mnsentrasi adalah pelimpahan

pelimpahan wewenang.
Untuk meminimalisasi kerancu-
an pembagian kewenangan sesuai
filosofi keseragaman dalam kesatuan
dan keanekaragaman dalam kesatuan
seperti telah dijelaskan pada penda-
huluan, maka sebaiknya rancangan
PP yang akan datang untuk meng-
atur pelimpahan sebagian kewenang-
an dari bupati/walikota kepada camat
secara mutatis mutandis (dengan
perubahan-perubahan seperlunya)
dapat menggunakan 2 pola. Pola 1
pelimpahan kewenangan seragam
untuk semua kecamatan, dan pola Il
pelimpahan kewenangan yang ber-
anekaragam sesuai dengan karakte-
ristik kecamatan yang bersangkutan.
Pola I tanpa memperhatikan
faktor-faktor dominan yang mempe
naaruhi pelaksanaanya seperh [aldon
aeografis, faktor pendudule dan il
tor wilavah, Pola T inf mudali diliuiat
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akan tetapi tidak akomodatif terha-
dap kebutuhan pelayanan masyara-
kat. Penggunaan pola ini cenderung
ditkuti dengan pemberian anggaran,
personil dan logistik yang sarma untuk
semua kecamatan. Hal ini jelas tidak
adil dan rasional serta sulit untuk
mengukur akuntabilitas kecamatan
secara obyektif. Namun sebagian be-
sar pemerintah daerah (Pemda)
kabupaten/kota di Indonesia cende-
rung memilih pola ini karena will to
power bukan will to live.

Will to power (kemauan untuk

berkuasa) inilah merupakan sumber
kejahatan aparatur, sebab mendo-
rongnya untuk mencari jalan pintas
dengan menghalalkan segala cara
untuk mencapai kemauannya. la
berusaha tanpa mengenal batas,
tanpa mengenal cukup cﬁ:.r
menyalahgunakan apa saja yang ia
miliki termasuk berbagai kemungkin-
an yang ada padanya untuk meme-
nuhi kemauannya. Sedangkan will to
live (kemauan untuk hidup) bermakna
menjadi sumber kreativitas dan spiri-
tualitas aparatur yang tidak mengha-
lalkan segala cara untuk mewujudkan
kemauannya.

Pola 1l memperhatikan faktor-
faktor dominan yang mempengaruhi
pelaksanaanya seperti faktor geogra-
fis (daratan atau kepulauan, daratan
atau pegunungan), faktor penduduk
(jenis pendidikan, mata pencaharian)
dan faktor wilayah (perkotaan,
perdesaan, perkebunan, kehutanan,
perindustrian, per imahan). Pola Il ini
sulit dibual tetapi akan menghasilkan
pelimpahinn kewenangan yang me-

Ul B S AL enaNALn

madai dengan kebutuhan pelayanan
masyarakat. Melalui pelimpahan
tlengan pola Il ini akan dapat disusun
perkiraan bentuk organisasi, kebu-
luhan anggaran, kebutuhan personil
serta logistik dengan lebih tepat
rwhingga akan mempermudah peng-
ikuran kinerja lembaga kecamatan
lebih adil dan transparan. Dalam
lkaitan ini dianjurkan camat menggu-
nakan pola ll, sebab pola Il akan lebih
mendekatkan spiritualitas pelayanan
dlengan menempatkan kecamatan
scbagai pusat pelayanan masyarakat.
Dilihat dari jenisnya ada 8 kewe-
nangan yang dapat dilimpahkan oleh
bupati/walikota kepada camat, seper-
I kewenangan perijinan, rekomen-
dlasi, koordinasi, pembinaan, peng-
awasan, fasilitasi, penetapan dan
kewenangan pengumpulan dan
penyampaian informasi. Pada UU
32/2004 camat memiliki kewenang-
an koordinasi, pembinaan, fasilitasi
(penjelasan pasal 126 ayat (3).
Untuk dapat melimpahkan seba-
gian kewenangan dari bupati/waliko-
la kepada camat, kiranya dibutuhkan
beberapa syarat seperti ada keinginan
bupati/walikota untuk melimpahkan
scbagian kewenangan kepada camat;
ada kemaun dari kepala daerah dan
DPRD untuk menjadikan kecamatan
sebagai pusat pelayanan masyarakat
dengan pelayanan vang bersifat
sederhana, seketika, mudah dan
murah serta berdaya lingkup lokal:
dan ada kerelaan dari dinas dan atau
lembaga teknis daerah untuk
melimpahkan sebagian kewenangan

6D

Pelimpahan sebagian kewenang-
an yang bervariasi sesuai dengan
kondisi obyektif kecamatan dibutuh-
kan langkah-langkah strategis lanjut-
an sebagai berikut (Sadu Wasistiono,
2003): (1) Menyusun organisasi
kecamatan; (2) Menyusun perkiraan
kebutuhan personil dilihat dari kuan-
titas dan kualitasnya; (3) Memperkira-
kan kebutuhan anggaran untuk setiap
kecamatan; (4) Memperkirakan kebu-
tuhan sarana dan prasarana pendu-
kung minimal; (5) Jika dimungkinkan
dapat dilakukan penataan ulang batas
wilayah kecamatan berdasarkan pen-
dekatan pelayanan bukan pendekat-
an wilayah administrasi pemerin-
tahan seperti yang dilakukan selama
ini.

Mengapa pendekatan wilayah
administrasi pemerintahan menjadi
tidak relevan pada saat ini? Ada 4
alasan untuk menjelaskan hal ini,
vaitu (Agus Dwivanto,2004): Perta-
ma, dinamika politik, ekonomi dan
budaya yang sangat tinggi dalam
dekade terakhir ini membuat kernam-
puan pemerintah untuk menjawab
kebutuhan masyarakat menjadi sema-
kin kedodoran. Semakin lama sema-
kin banyak kebutuhan masyarakat
vang tidak bisa diselenggarakan oleh
pemerintah. Di lain pihak, kapasitas
masyarakat sipil dan pasar untuk
menjawab kebutuhan masyarakat
sebagai kolektivitas seperti barang-
barang publik dan semi publik yang

kemudian diselenggarakan oleh
lembaga non pemerintah. Semakin
banvak kegiatan vang dulunya dike
lola oleh lembaga pemerintah yang

kemudian diselenggaralkan oleh lem



66

baga non pemerintah tentu membuat
administrasi pemerintahan menjadi
semakin kurang relevan. Kedua,
globalisasi ekonomi yang semakin
kuat juga menciptakan tekanan yang
sangat besar kepada studi adminis-
trasi publik untuk meredefinisi pema-
hamannya mengenai apa yang
sebaiknya menjadi fokus dan lokus
dari administrasi publik. Globalisasi
mendorong semua pemerintah di
dunia untuk memperbaiki efisiensi
nasionalnya. Hal ini mendorong
banyak pemerintah di negara dunia
ketiga, termasuk Indonesia untuk
mengurangi keterlibatannya dalam
berbagai kegiatan pembangunan dan
pelayanan publik. Ketiga, menguat-
nya tuntutan demokratisasi juga
membuat studi administrasi publik
somakin kehilangan fenomenanya.
Keinginan masyarakat untuk berpe-
yan serta dalam kegiatan pemerintah-
an mendorong munculnya banyak
lembaga baru dalam masyarakat.
Organisasi masyarakat sipil, asosiasi
sukarela, dan lembaga-lembaga non
pemerintah lainnya banyak bermun-
culan selama dekade terakhir ini.
Banyak peran pemerintah yang
lemudian bisa diambil oleh lembaga-
lembaga tersebut. Keempat, kenyata-
an menunjukkan bahwa sekarang ini
menjadi serakin sulit untuk membe-
dlakan organisasi pemerintah dengan
non pemerintah. Kriteria yang dulu-
nya dengan mudah dapat digunalan
untuk membedakan orga erne
vintah dan perusahaan bisnis sala
agl dapat dipargunaiian

v i
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Dengan memperhatikan berba-
gai hal di atas, maka ilmu administrasi
publik sebagai ilmu administrasi
pemerintahan tidak mungkin lagi
dipertahankan. Keinginan untuk
mempertahankan arus utama dari
pemahaman ilmu administrasi publik
ini hanya akan membuat ilmu admi-
nistrasi publik menjadi semakin kurus
dan kering karena semakin kehilang-
an fenomena. Teori dan pendekatan
yang dikembangkan menjadi kurang
mampu menjawab masalah yang
sekarang ini dihadapi oleh praktisi
yang cenderung menjadi semakin
kompleks. Untuk itu diperlukan kebe-
ranian para ilmuwan dan mahasiswa
untuk meredefinisi pemahamannya

mengenai ilmu administrasi publik.

3. Pola Kelembagaan
Pemerintah Kecamatan
Seiring dengan perubahan kedu-

dukan dan pola kewenangan camat,

maka perlu dilakukan penataan ulang
pola kelembagaan kecamatan.

Menurut PP 84/2000, ada 3 unsur

organisasi Pemda yaitu unsur staf

berupa sekretariat daerah, unsur
pelaksana berupa dinas daerah serta
unsur penunjang berupa lernbaga tek-
nis daerah. Kelembagaan kecamatan
tidak secara tegas dimasukkan ke da-
lam salah satu unsur seperti dikemu-
kakan di atas. Artinya ada kedudukan
yang ambivalen terhadap kelembaga-
an kecamatan. Dilihat dari karakteris-
Hle pelerjaannya, kecamatan mela-
vanl masyaiakal secara | ung un
fuike berbagal pelerjaan berda arkan
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wilayah kerjanya, maka kelembagaan
kecamatan lebih tepat disebut sebagai
unsur lini atau pelaksana kewilayahan
untuk membedakannya dengan un-
sur lini teknis berupa dinas yang men-
jalankan kewenangan teknis tertentu,
Kelembagaan kecamatan tidak men-
jalankan kewenangan teknis bidang
tertentu, melainkan dapat melaksana-
kan berbagai bagian kewenangan
bidang teknis dengan batasannya
berupa wilayah kerja tertentu.

Dalam rangka mencapai efekti-
vitas dan efisiensi, penataan kelemba-
gaan kecamatan bisa dirancang
mengikuti 2 pola. Pola | seragam un-
tuk semua kecamatan, pola Il bera-
gam sesuai besarnya kewenangan
yang dilimpahkan bupati atau
walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah.

Penerapan ke 2 pola kelembaga-
an kecamatan tersebut harus dilaku-
kan dengan hati-hati, bahkan bila
perlu melalui kajian akademik. Sebab
masing-masing pola tersebut memiliki
kekuatan dan kelemahannya. Pola
kelembagaan kecamatan serba sera-
gam (Pola [} memiliki kekuatan antara
lain sebagai berikut : (1) Mudah dalam
pembuatannya; (2) Mudah dalam
pengaturan dan pengendaliannya; (3)
Mudah dalam pembagian personil,
anggaran maupun logistik.

Kelemahannva antara lain vaitu:
(1) Tidak responsif dengan kebutuh-
an masyarakat, (2) Penveciaan per-
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mengukur kinerja organisasi
kecamatan secara obyektif.

Pola organisasi kecamatan yang
beragam (Pola II) memiliki kekuatan
dan kelemahan. Kekuatannya antara
fain: (1) Lebih responsif terhadap
kebutuhan pelayanan masyarakat, {2)
Kebutuhan personil, anggaran serta
logistik dapat dihitung secara obyektif
dan rasicnal, (3) Memudahkan dalam
mengukur kinerjanya.

Kelemahannya antara lain: (1)
Membutuhkkan waktu dan tenaga di
dalam menyusunnya, (2) Agak sulit
dalam pengendalian dan pengawas-
an, (3) Membutuhkan personil yang
berkualifikasi sesuai dengan kebutuh-
an pelayanan masyarakat.

Mengingat setiap pola memiliki
faktor-faktor positif dan negatif seper-
ti disebutkan di atas, dianjurkan bah-
wa dalam menata ulang kelembagaan
kecamatan sebagai unsur lini kewila-

yahan tidak perlu seragam, melain-
kan sejalan dengan luasnya kewe-
nangan yang dilimpahkan. Kualitas
pelayanan yang diberikan oleh keca-
matan akan ditentukan oleh kualitas
unit terdepannya (front line officer).
Artinya pengembangan kapasitas
aparatur di tingkat kecamatan harus
dimulai dari unsur lini, dengan lebih
banyak memberikan pelatihan
Bm:cc::._ pekerjaan teknis vang
ditangani (diklat teknis r_:mao:m,c
serta manajemen pelavanannya,
Untule mengantisipasi bentuk
ibagaan kecamatan vang ber
@ ragan sesual dengan karalte
ristik pendudule dan wilavahnya,

Iy
al

maka dapat diatast dengan menvisun

Y PR T . 1 d .
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indikator-indikator sebagai berikut :
(a) Luasnya kewenangan yang
dijalankan; (b) Jumlah penduduk; {c)
Karakteristik wilayah (dataran,
pegunungan, bukit-bukit dsb; (d)
Komunikasi dan transportasi dalam
wilayah (sangat mudah, mudah, sulit);
(e) Jumlah desa/kelurahan yang
berada di wilayah kerja.

Dari indikator-indikator tersebut
di atas dapat dikelompokkan 3 tipe
kecamatan, vaitu kecamatan tipe A,
tipe B dan tipe C. Tipe A adalah
kecamatan dengan rata-rata variabel
memiliki nilai optimal. Tipe B adalah
kecamatan dengan rata-rata variabel
memiliki nilai sedang. Tipe C adalah
kecamatan dengan rata-rata variabel
menmiliki nilai kurang.

Tipologi kecamatan ini penting
untuk menentukan jumlah dan
kriteria pejabat yang akan menduduki
jabatan pimpinan, unsur staf dan
terutama unsur lini; besarnya
anggaran yang disediakan (budget);
sarana dan prasarana pendukung
yang perlu disediakan.

Sebagai perangkat daerah, bud-
get kecamatan berasal dari APBD
kabupaten/kota. Pada umumnya
untuk memudahkan perhitungan,
anggaran untuk setiap kecamatan
dibuat seragam. Pendekatan sema-
cam itu sudah selayaknya ditinggal-
kan, sebab tidak rasional dan tidak
adil. Dianjurkan bahwa Pemda kabu-
paten/kota sebaiknya membuat for-
mula pemberian anggaran untuk ke-
carmnatan sesuai dengan kemampuan

leuangan dacrahnya serta val fabel
Tl 148 V1 vimEYSt i —:‘;.:.

pegawai; (3) Jumlah desa/kelurahan
yang ada di wilayahnya; (4} Luas wila-
yah; (5) Jenis dan jumiah pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk memudahkan alokasi
anggaran kepada kecamatan, dapat
dibuat 3 kategori anggaran untuk
kecamatan, yaitu kategori A, B, ‘63
Kategori A adalah kategori tertinggi
diberikan kepada kecamatan yang
nilai variabel penentunya rata-rata
tinggi; Kategori B diberikan kepada
kecamatan yang nilai variabelnya
rata-rata sedang; Kategori C diberi-
kan kepada kecamatan yang nilai
variabelnya rata-rata kecil.

Kategorisasi ini dapat membantu
alokasi anggaran rutin untuk masing-
masing kecamatan secara rasional
dan adil. Sedangkan untuk anggaran
pembangunan akan tergantung
kepada skala prioritas yang ditentu-
kan oleh Pemda kabupaten/kota dan
DPRD setempat.

C. Kesimpulan

Kehadiran UU 22/1999 yuncto
UuU 32/2004 telah membawa
banyak perubahan mendasar pada
tingkat pemerintah kecamatan,
seperti perubahan filosofi keaneka-
ragaman dalam kesatuan mengganti-
kan filosofi keseragaman dalam kesa-
tuan. Dari perubahan pola otonomi
simetris menjadi pola asimetris.
Fungsi pemerintah juga berubah
yang semula sebagai promotor
pembangunan me adi pelayan
masyarakat. Dan pergeseran dari
kansan lagislative and executive
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perubahan tersebut baik secara lang-
sung maupun tidak langsung berpe-

:mmq:_.g terhadap penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat pemerintah
kecamatan.
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PENGATURAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA:
ANTARA IDENTITAS LOKAL DAN INTEGRASI NASIONAL

Oleh: Jaka Triwidaryanta

ABSTRACT

The real condition as an entity. [ndonesia has plurality that potentially
emerge national disintegration. In fact, strenghtening of group identity
that has taken place and forces national solidarity in the corner
constitutes a negative social politic energy for unimpaired and
undispersed future of Indonesia.

The practice of local politic arrangement from the beginning of national
independence until present day is up and down. The tug-of-war between
national and local interest should be given wise attitude, by unite the
need of realized local identity and national integrity acceptance.
Local politic arrangement must be put on decentralization framework
to develop local democracy and social welfare-oriented public service.
It means decentralization give chance for an effective a management
against conflict, inter government institution relationship and between
government institution and society relationship.

The direct election process of district head as reformation effort of
local politic officials recruitment must be work well. The directly
recruitment of local politic officials constitutes a democracy exercise
for local society, and also to put region as legitimacy center

Keywords: Local identity, national integrity, decentralization, direct
election of district head, plurality

A. Latar Belakang Masalah pai 4,8 juta km? dengan 1,9 juta km?
diantaranya merupakan daratan yang
terpencar berupa 13.667 pulau
dengan rentangan jarak sekitar
5.110 km dari timur ke barat dan
1.880 km dari utara ke selatan, telah
melahirkan berbagai kebhinekaan

Keberadaan Indonesia sebagai
negara dan bangsa sangat ditentukan
oleh kemampuannya dalam meng-
atur politik (baru) yang mampu meng-
akomodasikan kemajemukan yang
n. Luas negeri ini menca-
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yang mencolok (Biro Pusat Statistik,
dalam Ichlasul Amal, 1993,28).

Belum lagi pluralitas yang dise-
babkan oleh bangsa Indonesia yang
terdiri dari berbagai suku bangsa yang
berbeda-beda, suku bangsa tersebut
tentu mempunyai kebudayaan khas
yang merupakan ciri dari kebudayaan
daerah (Pramono, 1985;17-18).
Corak kemajemukan {pluralitas) yang
ditandai oleh tumpang tindihnya pa-
rameter pembeda menyebabkan
secara alamiah lebih memiliki daya

sentripetal ketimbang sentrifugal
(Lay, 1998,1). Sehubungan dengan
itu perlu diciptakan kondisi yang
menunjang masyarakat untuk belajar
hidup bersama baik dalam kondisi
pluralitas maupun modernitas serta
globalisasi yang tidak bisa dielakkan.
Dalam tataran praktik politik,
akomodasi terhadap keanekaragam-
an daerah tercermin dengan pem-
bentukan 8 propinsi pertama, sehari
sotelah UUD 1945 dinyatakan berla-
ku. Dalam perjalanannya pemberian
landasan hukum bagi pengaturan
hubungan nasional dan lokal telah
dilakukan sejak diundangkannya uu

No. 1 Tahun 1945 sampai UU No.
32 Tahun 2004. Dengan berbagai
peraturan teknis lainnya untuk
menindaklanjuti dari UU tentang
pengaturan hubungan nasional dan
lokal tersebut, dimaksudkan untuk
memfasilitast terwujudnya keserasian

hubungan Jakarta dan daerah
daerah (The Liang Gie,
The Liang Gie,1994)

1993 dan

ek mamaaitiiran

dan kebijakan yang dilakukan peme-
rintah. Pada era demokrasi parle-
menter, kabinet Sjahrir memberikan
perhatian besar terhadap lokal. Hal
ini tercermin dengan dibentuknya ke-
menterian otonomi daerah dan hu-
bungan antar daerah yang bertugas
menangani persoalan relasi pusat dan
daerah. Hanya saja efektivitas
kementerian tersebut rendah, sebab
tidak ada regulasi yang berarti
terhadap pengaturan lokal pada
politik nasional

Namun selama pemerintahan
Orde Baru, negaranisasi dilakukan
oleh pemerintah Orde Baru guna
mengontrol lokal. Baik dari struktur
pemerintah lokal, maupun mekanis-

me kebijakan pemerintahan lokal,
memberi ruang intervensi sangat be-
sar kepada pusat terhadap kebijakan
lokal. Integrated Perfectoral System
telah menempatkan bupati dan gu-
bernur sebagal aparat pusat ketim-
bang pemimpin lokal. Intervensi
struktur kekuasaan negara melalui
Presiden, institusi militer dan Golong-
an Karya dalam proses rekruitmen
Bupati/Gubernur sangat kuat, se-
hingga Gubernur/Bupati sebagai re-
presentasi kepemimpinan masyara-
kat lokal tak terwujud.

Pada aspek lain, kebijakan peme-
rintahan dan pembangunan pada
masa Orde Baru dilakukan dalam
konteks dekonsentrasi, sehingga
redulal terhadap kepentingan lokal
terts - menerus terjadi, Setiap reaksi
terhadap  letidakpuasan lokal
Airedam melalul birokratisast dari
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didesain untuk mengefektifkan
pelaksanaan pembangunan .

Pada masa pemerintahan Gus
Dur, perhatian pemerintah cukup
besar tercermin dengan dibentuknya
kementerian negara otonomi daerah
Namun kerja kementrian memﬂw
Otonomi Daerah sering tidak sejalan
am:.mm: kementerian Dalam Negeri
sehingga efekvitas pengaturan _ormm
.am:am_)r Terlebih lagi umur kabinet
ini tidak berlangsung lama.

Pemerintahan Megawati, dan
pemerintahan Susilo Bambang
Yudoyono, menempatkan persoalan
otonomi dan hubungan pusat de-
ngan daerah sebagai bagian persoal-
an Departemen Dalam Negeri dan
ﬁ.:.ﬁmB_um;m: sebagai salah satu
.C;mrﬁowm: Jenderal. Hal ini menun-
_:E.ﬂms telah terjadi penurunan per-
hatian terhadap persoalan hubungan
_,:mﬂ dan daerah dalam politik Indo-
nesia,

Meskipun pemerintah nasional
(lengan otoritasnya mencoba mem-
lormulasikan hubungan nasional
tlengan lokal, ternyata respon daerah
sangat bervariasi dan ambivalent. Di
salu sisi adanya dukungan g.:m,ﬁ
lerhadap negara rmm.ﬁ:_rm: yang
diumuskan Jakarta, tetapi di sisi _ar
[ Z.: kekuatan sentripetal yang
U in menjauhi Jakarta, ,.

_ __::_..__r __..__ 15 bahwa keinginan
,__u__ dari propinsi Aceh dan propinsi
Papua mendesak Jakarta untuk
dilalukan referenchm dan keinaginan
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pengaturan format hubungan pusat
Qm:.mms daerah merupakan cerminan
dari hasrat tarik menarik antara
kepentingan desentralisasi dan
sentralisasi.

Em.,m: perpisahan Indonesia de-
ngan Timor Timur sering dimaklumi
karena Timor Timur memiliki rmmm_.mu
rahan dan politik yang berbeda de-
ngan tempat lain. Oleh karena lepas-
nya Timor Timur dari negara Indo-
nesia “dimaafkan”.

Dimensi persoalan politik lokal
mencakup tarik menarik sumber daya
antara lokal dan nasional, desain
n_mmm.::m:mma ke arah Ummwcmﬁm:
partisipasi dan kontrol publik terha-
dap kebijakan lokal, dan identitas
lokal m_m_wﬂ: proses pemilihan
kepemimpinan lokal. Diantara
persoalan politik lokal kepemimpinan
lokal E.QBEE arti strategis. Proses

kepemimpinan lokal mengalami
pergeseran dari proses yang bersifat
rekruitmen elite birokrasi (Orde Baru)
menuju pemilihan pemimpin Bupati/
Gubernur secara langsung. Tampak-
nya pemilihan pemimpin daerah
secara langsung merupakan momen-
tum bagi terwujudnya demokrasi lokal
dan sekaligus bentuk pengakuan
keberadaan daerah dalam politik
nasional,

Berdasarkan latar belakanc
masalah tersebut, penyusun :_3_.“
mengajulkan 3 pertanyaan ...:__:. i
berikut ; Pertama, kebjakan apafed:
vang diperlulian dalam usaha pen
haruan pengaturan politik lokal
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dalam hubungan antara lokal dan
negara? Kedua, bagaimanakah
mengelola dinamika politik di dalam
penerapan prinsip desentralisasi,
sebab selama ini pelaksanaan desen-
tralisasi tidak menjamin tuntasnya
masalah politik lokal baik yang
disebabkan oleh konflik kepentingan
antara semakin mengentalnya identi-
tas kelompok dan kebutuhan integra-
si nasional yang justru bersifat memo-
jokkan solidaritas bangsa, maupun
masalah yang disebabkan proses
globalisasi. Ketiga, bagaimanakah
mengelola konflik politik yang
mungkin timbul dalam pemilihan
bupati secara langsung sebagai wujud
penerapan desentralisasi 7

B. Kebijakan Pengaturan
Politik Lokal

Berbagai konsep muncul ketika
berbicara tentang pengaturan politik
lokal, tetapi istilah otonomi selalu
muncul, meskipun sering kita terjebak
dalam penggunaar: istilah ini {orang
awam sering menyamakan otonomi
dengan desentralisasi) misal Smith
(1985; 1988) dan Mahwood (1983),
desentralisasi mencakup : (1)
Desentralisasi politik {Devolusi), (2)
Desentralisasi Administratif
(Dekonsentrasi).

Desentralisasi politik mensyarat-
kan otonomi pembuatan keputusan
dan demokrasi lokal. Sedangkan
dekonsentrasi cukup membutuhkan
desentralisasi pelaksanaan keputus-
an. Namun dekonsentrasi dan
devolusi bisa dijalankan bersama-
cara ubunaan keduanya dengan

Pengaturan Polith | okal ..., Jaka Triwidaryanta

menggunakan tiga alternatif yaitu:
Pertama, integrated prefectoral sys-
tem yaitu adanya penyatuan kepe-
mimpinan desentralisasi dan dekon-
sentrasi. Kedua, un-integrated
prefectoral system yaitu pemisahan
secara tegas antara kepemimpinan
desentralisasi dan dekonsentralisasi.
Ketiga, functional system yaitu baik
dekonsentrasi maupun devolusi
dijalankan sesuai dengan fungsi dan
kepentingannya dalam kaitan
hubungan negara dan daerah.

Desentralisasi bukanlah konsep

yang absolut, melainkan konsep
relatif, oleh karena itu desentralisasi
perlu dilihat dalam derajat. Disamping
itu juga, desentralisasi perlu dilihat
dalam derajat. Disamping itu juga,
desentralisasi pada setiap negara
mempunvai tingkat relevansi yang
bervariasi.

Sosok desentralisasi selalu meng-
alami pergeseran. Artinya selalu ter-
dapat tarik menarik antara desen-
tralisasi dan sentralisasi. Dorongan ke
arah desentralisasi antara lain sebagai
produk politik tekanan dari institusi
penerima (kekuatan politik daerah).

Selain itu, ada beberapa pertim-
bangan obyektif perlunya desentrali-
sasi : {1) Pendidikan politik: kesem-
patan vang lebih besar kepada ma-
syarakat untuk memilih dan dipilih
yang mungkin tak diperoleh bila

levelnya nasional; (2) Training
kepemimpinan politik : pengalaman
menijadi legislator lokal sebelum
menjadi legislator nasional; (3) Stabi-
litas politik: “the breeding of better
societies”, dengan edukasi politik,
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Emmcm«mwmﬁ lokal dapat pilih pemim-
pinnya atas dasar “frust” yang meru-
pakan dasar demokrasi yang stabil
stabilitas di tingkat lokal BmEﬁmrmL
prasyarat bagi stabilitas politik
nasional (Smith; 1985:3).

Desentralisasi bagi masyarakat
adalah: (1) political equality:
Demokrasi lokal memberikan tam-
bahan kesempatan bagi masyarakat
untuk mempengaruhi kebijakan lokal.
Hal ini berarti telah terjadi persamaan
politik yang lebih besar. {2) Account-
ability: Meningkatkan tanggung
jawab pemerintah kepada kepenting-
an masyarakat kecil, sekaligus
meningkatkan akses masyarakat lokal
intuk mengendalikan pemerintahan
(3) Responsiveness: Tingkat rmBﬂBM
puan pemerintah untuk melayani apa
vang diinginkan masyarakat
(Smith,1985:3).

Pengaturan politik lokal dengan
menekankan aspek sentralisasi
bermula dari ketidakmampuan qmwm:._
Orde Baru untuk membangun
legitimasi politik murni yang berbasis
pada demokrasi. Pemerintah daerah
lelah dijadikan sebagai agen pemerin-
tah pusat untuk mengembangkan
kontrol kepada masyarakat dan
wkaligus menjalankan fungsi-fungsi
pirasitif (Pratikno, 1998:1).

Pengaturan politik dengan
meletakkan pusat sebagai simpul
ulnma politik ditandai kekuasaan
ptisal yang sangat besar untuk
in kesetiaan pemerintah lokal
ton perbedaan lokal yang ekstrim
(heogralis, budaya), mengandung
beterbalasan vang beraifa _:_:_:._:_

Kemerosotan sangat drastis
terhadap basis material negara seiring
kebangkrutan ekonomi negara dan
bangsa, telah menyebabkan dorong-
an pusat untuk “membeli loyalitas
politik”. Unit politik lokal praktis sir-
na, sementara itu adanya kesadaran
bahwa “pembelian loyalitas™ melalui
insentif merupakan instrumen utama
Orde Baru yang diandalkan. Sedang-
kan tindakan yang bersifat represif
berupa instrumen kekerasan negara
telah kehilangan “daya penghukum”
seiring tekanan bertubi-tubi sebagai
akibat gencarnya isu HAM dalam
masyarakat Internasional. Apalagi
figur kepemimpinan nasional yang
diharapkan mampu merangkum
wmsﬁ.m_\:crm: yang ada, sejak
lengsernya” Soeharto belum kita

temukan; sehingga hal tersebut
menempatkan “pusat” dalam posisi
yang teramat sulit.

Pola pengaturan yang bersifat
sentralistik telah mengalami kebang-
krutan. Pada era Orde Baru, keingin-
an “daerah” untuk merdeka seperti
Irian, maupun daerah yang potensial
secara ekonomi, merupakan sebagai
isyarat kegagalan pengaturan politik.
Ketidakpuasan daerah bukan saja
muncul fungsi direktif yang sangat
kuat pusat tetapi kesenjangan “bagi
hasil pusat daerah”.

Pengaturan politik yang lebih
menghormati eksistensi lokal sangat
diperlukan. Penyebaran kekuasaan
secara geograflls merupakan pilihan
politik paling logls bangsa untuk
::..:__:._._.._Z:__.._: keutuhannya
::_..:_:_._ nasianal)



76

Mewujudkan pemerintah lokal
yang demokratis akan Bm:mm.s‘m&
kepada pelaksanaan &mmm:.:‘mrmm,ﬂ
dalam arti sesungguhnya, yaitu kon-
sep desentralisasi, seperti diungkap-
kan oleh Smith dan Mahwood men-
cakup desentralisasi politik Emco,:m.o
dan desentralisasi administratif
(dekonsentrasi).

Dalam konteks ini, yang perlu
dikembangkan adalah sebuah peme-
rintah daerah dalam arti otonomi
secara maksimal. Untuk mewujudkan
hal ini, maka sharing kekuasaan yang
seimbang antara pemerintah pusat
dan daerah merupakan awal yang
diperlukan. Hal ini Bm:mr.w.dmrm:

adanya pengaturan politik yang
memastikan prinsip desentralisasi am:
dekonsentrasi secara nyata diwujud-
kan. Langkah penting untuk mewu-
judkan hal tersebut, perlunya rmgmw.
an-kebijakan sebagai berikut, memi-
sahkan fungsi kepala daerah dan
kepala wilayah, membebani proses
rekruitmen pejabat politik lokal. Yang
meletakkan “daerah” sebagai _u.:mw"
legitimasi prinsipial, memberikan
bukan saja jumlah urusan yang
semakin banyak kepada daerah-
daerah, tetapi sekaligus dengan
kewenangan vang jauh lebih dmmm«.
menghapus semua instansi cm&r..w_. &
tingkat daerah yang 3@3::.:
paralelisme dengan dinas-dinas lokal,
penghapusan semua ..Goac.r
penjatahan politik bagi B,qu baik
di legislatif maupun eksekutif lokal,
dan tak kalah pentingnya adalah shar-
ing sumber pemblayaan secara adlil,
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Reformasi politik telah mendo-
yong pengaturan politik w.mE.
Semangat demokrasi mewarnai Uy
No.22 Tahun 1999 tentang Peme-
rintahan Daerah. Penguatan dewan
lokal juga dapat diwujudkan lewat
pengaturan kemnbali format hubung-
an dewan dan kepala daerah yang
memungkinkan dewan bisa melaksa-
nakan berbagai haknya secara
maksimal. Dengan cara seperti ini,
dewan daerah memiliki wmw.cmﬁms
yang sangat besar untuk mewujudkan
fungsi legislasi, _oc&m*m..“. .am:
pengawasan melekat dalam dirinya.

Namun di sisi lain penguatan
peran DPRD lokal telah menimbul-
kan ketegangan antara mrmmr_.:: dan
legislatif di tingkat lokal. >E¢mﬁcm
proses pembuatan kebijakan tidak
berjalan lancar.

Ketiadaan hirarkhi antar kelem-
bagaan pemerintah menimbulkan
konflik kelembagaan yang pada
gilirannnya menggangu pelayanan

publik. Sedangkan hakikat desentrali- -

sasi adalah mendorong peningkatan
pelayanan publik dan peningkatan
kesejahteraan. .

Regulasi desentralisasi menurut
UU No.22 Tahun 1999 kurang
didukung oleh sejumlah peraturan
yang menyertai UU tersebut,
dampaknya masyarakat merasa akses
dan kepentingannya terganggu. I.a
ini berakibat muncul pula konflik
antara pemerintah dan Bmmcmﬂmwmﬁ.

Di beberapa daerah terjadi
konflik pengelolaan sumber daya
alam . sebagai contoh,pada salah satu

kabupaten Di Propinsi Daerah
Istimewa Yoqyakarta, pemerintah
kabupaten di oleh petani,

karena pasokan air irigasi pada lahan
pertanian mereka merosot tajam.
Konflik itu terjadi karena sumber
mata air di daerah itu harus dibagi
untuk kepentingan irigasi pertanian
dan untuk pasokan industri minuman
air kemasan.

Meskipun UU No.22 Tahun
1999 lahir dari semangat desentrali-
sasi, tetapi proses pengisian kepe-
mimpinan daerah diwarnai oleh
kontrol dan intervensi oleh partai
politik. Beberapa kelemahan yang
ada pada PP No.151 Thun 2000
yang mengatur pemilihan kepala dae-
rah melalui DPRD, telah dimanfaat-
kan pihak tertentu melakukan
transaksi politik yang berseberangan
dengan semangat desentralisasi dan
demokrasi.

Di tingkat desa UU No.22
Tahun 1999 memberikan kesem-
patan luas demokrasi. Penguatan
kelembagaan desa melalui BPD
mengurangi dominasi kepala desa.
Peluang pengembangan otonomi

juga terbuka luas. Hanya sayang ,
sikap pemerintah mendua terhadap
keberadaan desa. UU tersebut
mencampuradukkan antara self gov-
erning community {otonomi asli)
dengan Jocal self government
(desentralisasi) tanpa batas yang jelas.

Semangat baru amandemen
UUD 1945 mengilhami ditetapkan
UU No.32 Tahun 2004, Pergeseran
prinsip The strong power upon ex-
ecutive menuju Tthe check and

balaces diantara cabang - cabang
kekuasaan negara. Meskipun
demikian UU No.32 Tahun 2004 |
diwarnai semangat berlebihan untuk
mempertahankan NKRI, sehingga
UU ini bersifat sentralistik.

Kemunduran demokrasi desa
juga sangat terasa. Perubahan BPD
{ Badan) Perwakilan Desa) ke arah
“BPD"(Badan Permusyawaratan
Desa) telah menyurutkan proses
legislasi di desa. Menguatnya posisi
kepala desa, dan orientasi
pertanggungjawaban secara vertikal
melengkapi kemunduran demokrasi
desa.

Undang — Undang No. 32
Tahun 2004 membawa perubahan
kepemimpinan lokal, sebab melalui
UU tersebut Bupati/Gubernur dipilih
secara langsung oleh rakyat. Melalui
Peraturan Pemerintah No.6 Tahun
2005 diatur tentang mekanisme
pemilihan kepala daerah secara
langsung.

Pemilihan kepala daerah diletak-
kan bukan sebagai pemilu sesuai
prinsip negara kesatuan. Pemilihan
Kepala Daerah, meskipun mekanis-
me dan prinsip menggunakan pemilu
tetapi hanya disebut sebagai pemi-
lihan kepala daerah. Dalam negara
kesatuan tidak ada negara dalam ne-
gara. Penempatan pemilihan kepala
daerah sebagai pemilu, maka peme-
s berubah menjadli
in dan bentuk negara
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legislatif. Meskipun telah diadakan
penyempurnaan regulasi yaitu;
berdasarkan keputusan Majelis
Konstitusi tentang perubahan
terhadap materi UU No.32 Tahun
2004 tentang syarat bagi partai
politik pengusul bakal calon kepala
daerah dan pasangannya ( yang
semula hanya partai yang memiliki
15% kursi DPRD menjadi partai
politik yang memiliki 15% suara
pemilih ) dan ﬁmﬁm:mmcsmwmémdws
KPU tidak lagi ke DPRD, tetapi ke
publik ;namun pilkada tersebut rawan
terjadinya konflik.

Pembudayaan demokrasi baik
elit maupun massa pendukung harus
bersifat efektif, agar ontran — ontran
demokrasi tidak terjadi (Hotman
Siahaan, Kompas 31 Maret 2005).
Ontran — ontran demokrasi terjadi
manakala pihak rakyat sebagai pemi-
lik kedaulatan, yang mestinya memi-
liki peluang akses dan manfaat terha-
dap ﬁ._?maw.ﬁm«:cmﬁm justru mereka
tidak mendapatkan apa — apa.

C. Mengelola Dinamika Dan
Konflik Politik Lokal

1 Pengaturan Politik Lokal
Masa Orde Baru
Format politik Orde Baru mem-
punyai sejumlah sisi yang menonjol:
Dwifungsi ABRI, pengutamaan
golongan karya, magnifikasi kekuasa-
an di tangan oksekutif, diteruskan
sistemn pengangkatan dalam lembaga
perwaldlan rakyat, kebijakan depoli
figast khususnya masyarakal pedesia
e bendvol abrirter alas fehicup
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Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi,
1996:xii).

Nampaknya regim Orde Baru
lebih memberi penekanan pada
stabilisasi, dan permnbangunan ketim-
bang memberi peluang bagi tumbuh-
nya demokrasi, sehingga Orde Baru
yang otoriter, represif dan intervensif
terhadap lokal nampak jelas pada
periode ini.

Melalui Undang-Undang Nomor
5 tahun 1974, nampak jelas bahwa
aspek sentralisasi lebih mendapat
tempat dibanding desentralisasi. Ke-
nyataan ini dapat dilihat baik dimensi
prinsip otonomi, integrated per-
fectoral system, ofektif dan efisiensi
ﬁmBoﬂEw: di tingkat lokal. Prinsip
otonomi yang nyata dan bertang-
gungd jawab menurut Undang-Un-
dang nomor 5 tahun 1974, memiliki
dimensi politik dan administratif.

Darni dimensi politik, prinsip ini
menghendaki agar otonomi yang
berlangsung dapat melancarkan
pembangunan nasional dan sesuail
dengan kebijakan nasional, pembina-
an politik dan kesatuan bangsa.
Setidak-tidaknya pemberian otonomi
tidak sampai menimbulkan gerakan
separatisme.

Adapun dimensi administratif,
prinsip ini menuntut agar otonomi
yang terjadi didasarkan pada faktor
dan pertimbangan obyek serta
kebijakan yang dapat menjamin ke-
mampuan daerah dalarn mengemban
otonomi (Hossein dalam Syamsuddin
Haris dan Riza Sihbudi, 1996,70).

Operalisasi yang kaku dan
orinsip ofonomi yang nyata dan
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bertanggung Jawab menyebabkan
penggeseran substansi « lesentralisasi
ke arah dekonsentrasi. Pengarahan

yang intensif dari pemerintah pusat
terhadap pengelolaan urusan oleh
daerah mengakibatkan daerah
kurang memiliki ruang gerak dalam
penetapan kebijakan, perencanaan
dan pelaksanaan yang bertalian
dengan urusan yang diembannya.

Integrated prefectoral system
telah menempatkan eksekutif lokal,
sebagai kepala wilayah sekaligus
sebagai Kepala Daerah. Akibatnya
bukan adanya keseimbangan antara
dua aspek dari peran penguasa lokal
(eksekutif lokal), tetapi justru peran
kepala wilayah lebih menonjol.
Bahkan intervensi oleh pusat sejak
rekruitmen Kepala Daerah melalui
struktur kekuasaan dan mekanisme
pertanggunjawabaan Kepala Daerah,
telah menyebabkan ia lebih loyal
lepada pusat. Belum lagi, sebutan
bagi Kepala Daerah sebagai pengua-
sa tunggal, telah menyebabkan
peranannya sangat dominan. Se-
nentara disisi lain Kepala Daerah
memiliki kekuasaan legislatif, dan
lemahnya hubungan DPRD terhadap
l{epala Daerah telah menyebabkan
demokrasi di tingkat lokal serta
lontrol terhadap eksekutif begitu
lemah.

Demikian pula pertimbangan
penyelenggaraan pemerintah lokal
didasarkan pada efektivitas dan
olisiensi, Hal ini membawa implikasi
hahwa pemerintah lokal lebih
ditermpatlan dalam arti teknis admin
ptratil guna melayani kepentingan

pusat dibandingkan untuk tumbuh-
nya demokrasi ditingkat lokal.

Hal ini sejalan dengan yang
dikemukakan Liddle bahwa Pertama,
sejak awal strategi Orde Baru untuk
menciptakan keamanan, ketertiban,
ketenangan, persatuan dan stabilitas
politik terasa mensubordinasi ber-
bagai entitas kedaerahan, kesukuan
dan kelompok politik. Kedua,
dianutnya apa yang disebut sebagai
pembuat kebijakan ABRI sebagai
stabilisator dan birokrat sipil selaku
pelaksana. Ketiga, pemerintah ingin
selalu memusatkan sumber daya yang
tetap langka untuk keperluan
pembangunan, sehingga distribusi
dan penggunaannya memenuhi
kriteria keadilan dalam efisiensi.
(Liddle dikutip Hoessein dalam
Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi,
1996:75).

Dalam kenyataannya, format
politik Orde Baru memiliki implikasi
terhadap pengaturan politik lokal.
Efektivitas dan efisiensi mendapat
prioritas lebih tinggi dibanding demo-
krasi. Struktur pemerintahan lokal,
mekanisme pemerintahan lokal dan
desain desentralisasi diarahkan bagi
terwujudnya pembangunan nasional.
Struktur pemerintahan yang hirar-
khis, pemandulan legislatif, integrated
perfectoral system menghasilkan
penetrasi nasional terhadap lokal
secara sistematis dan tidak bisa
ditolak oleh lokal akibat runtuhnya

pada penundulan nastonal terhadap
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lokal. Model pemerintahan yang
sentralistik telah mereduksi potensi
penguatan demokrasi lokal. Pengelo-
laan konflik didasarkan zero sum
game. Bagi mereka akomodatif
mendapat reward, sedangkan bagi
yang kritis akan kehilangan mmmm_ml.
nya. Perbedaan ditiadakan, harmoni
dalam tataran empirik lebih bersifat
semu, sebab sesungguhnya konflik
terselubung yang terjadi. Potensi
Lonflik diminimalisasi oleh negara
melalui state corporation, artinya
dibentuk organisasi oleh pemerintah
dalam setiap aspek kehidupan.
Konflik terjadi secara internal am_mpﬁ.
organisasi, sehingga terjadi sublimasi
represif. Semua clemen masyarakat
memiliki ketergantungan kepada
negara.

Konsepsi kenegaraan Orde
Baru, desain desentralisasi dan
kepemimpinan lokal diarahkan bagi
terwujudnya loyalitas kepada pusat.
Ketergantungan dan szamrwm..w.am-
yaan lokal terhadap nasional, akibat
hancurnya institus: lokal telah meng-
hasilkan rapuhnya kepemimpinan
lokal. Di sisi lain Orde Baru melaku-
kan pemusatan dan kontrol sumber
daya lokal oleh pusat.

2. Pengaturan Politik Lokal
Pasca Orde Baru
a). Implikasi UU No.22 Tahun
1999
Reformasi politik membawa
konsekuensi bagi pengaturan politik
lokal, Politik desentralisasi melalui UU
No.22 tahun 1999 diarahkan bagi
terwujudnya demolkras) di tinghat
alend el keadilan elkonornl
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Struktur pemerintahan lokal
dibangun dengan semangat demo-
krasi. Hal ini tercermin dari pemisah-
an antara eksekutif dan legislatif,
penghormatan eksistensi desa,
membangkitkan potensi dan prakarsa ,
lokal menciptakan pemerataan dan
keadilan, memberdayakan kekuatan
rakyat pada level grass root, memper-
baiki kualitas layanan publik yang
relevan dengan preferensi lokal.
Pendek kata bahwa UU No.22
Tahun 1999 mengusung desentrali-
sasi dalam pengaturan politik lokal,
namun semangat demokrasi yang
tercermin dalam UU tersebut tidak
disertai instrumen yang memadai,
sehingga pelaksanaan UU tersebut
menghadapi sejumnlah kendala

Tidak adanya hubungan hirar-
Kkhis antara propinsi dan kabupaten/
kota menimbulkan persoalan terkait
pemenuhan laporan oleh pejabat
kabupaten/kota kepada pejabat
propinsi. Hal itu berakibat mamzw._w
rapat propinsi yang hanya %r.ma_:
bawahan pejabat kabupaten/kota,
bahkan timbul anggapan bahwa
keputusan ada di tingkat kabupaten
meskipun propinsi boleh membuat
peraturan.

Di sisi lain, UU No 22 Tahun
1999 mengarahkan pada berbagai
peraturan pelaksana, akibatnya
intervensi kabupaten terhadap
pelaksanaan otonomi desa sangat
besar melalui regulasi perda yang
dikeluarkan kabupaten/kota.

Adanya kontradiksi pengaturan
UU No.22 Tahun 1999 pasal 11
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ayat (2) dan Keppres 10 tahun 2001
menimbulkan sengketa tentang

pengelolaan tanah. Menurut pasal 11
ayat (2) UU No.22 Tahun 1999
urusan tanah termasuk paket urusan
yang diserahkan kepada daerah.
Namun berdasarkan Keppres 10
Tahun 2001 urusan pertanahan
ditarik menjadi urusan pusat. Hal ini
menimbulkan pengelolaan kekusaan
dan pembagian kewenangan di
daerah menjadi tidak efektif.

Begitu pula langkah pemerintah
mengeluarkan Keppres No. 62
Tahun 2001 tentang perubahan
Keppres No.166 Tahun 2000
tentang kedudukan, tugas dan fungsi,
kewenangan, susunan organisasi dan
tata kerja lembaga pemerintah non
departemen, yang kemudian diubah
kembali melalui Keppres No.42
Tahun 2001 telah menyebabkan
pelayanan publik terganggu. Tarik —
menarik kewenangan di bidang
pertanahan mengancam iklim usaha.
Di Sulawesi Utara dan Gorontalo,
misalnya penanganan lahan hak
usaha (HGU) vang sudah berakhir
kontraknya menjadi terkatung -
katung dan menjadi ajang sengketa
antara pemerintah dan rakyat
(Kompas, 23 Juli 2002).

Konflik yang terjadi di internal
birokrasi dan antara birokrasi dengan
masyarakat disebabkan ketidakleng-
kapan aturan yang menyertai UU
No.22 Tahun 1999. Disamping itu
konflik tersebut muncul karena tidak
konsistennya diantara peraturan yang
menverltal UL No 22 Tahun 1999,
Terlebih lagi konflik dipicu oleh
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hilangnya hirarki antar struktur
pemerintahan lokal (misal kabupaten
dan propinsi) dan interpretasi yang
salah terhadap otonomi daerah. Ada
beberapa pihak berpendapat bahwa
desentralisasi sumber konflik dan hal
ini membahayakan eksistensi NKRI.
Regulasi kepemimpinan lokal
telah bergeser dari rekruitmen elite
birokrasi ke arah pemilihan,
meskipun pemilihan pemimpin lokal
dilakukan oleh DPRD. Adanya
bebrapa kelemahan pada PP 151
tahun 2000 memberi ruang bagi
transaksi politik yang melibatkan
sesama aktor politik lokal maupun
antara aktor lokal dengan elite di
atasnya. Sedangkan idealnya, tata
tertib disusun seharusnya menutup
lubang - lubang kelemahan dari
ketentuan yang sudah ada.. namun
secara Kasat mata telah terjadi upaya
memanipulasi peraturan perundang-
an, atau mensiasati berbagai kele-
mahan yang ada. Atau praktek -
praktek pemalsuan terhadap persya-
ratan formal sehingga seorang calon
yang sudah memiliki cengkeraman
kekuasaan terhadap para anggota
DPRD akan menempuh berbagai
upaya agar bisa lolos kualifikasi ad-
ministratif.

Ketika pemilihan berlangsung
intervensi pusat oleh partai — partai
penguasa kursi di DPRD melakukan
manuver untuk memenangkan
calonnya, Pemilihan kepala daerah
melalui DPRD tak selalu seiring
dengan aspirast masyarakat lokal,
Para angota DPRD lebih takul
dengan plimpinan partal ketimbang
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mempertahankan komitmen guna
memperjuangkan kepentingan
masyarakat lokal.

Di tingkat Desa kehadiran UU
No. 22 Tahun 1999 mendorong
pergeseran dari prinsip sentralisitik
olokratis korporatis menuju prinsip
devolusi liberal. UU No.22 Tahun
1999 mendorong terbentuknya
pemerintah desa yang demokratis.
Pemerintahan desa yang demokratis
tercermin dari pemerintahan yang
alintabel, transparan, responsif dan
partisipatif. Keberadaan Badan
Perwakilan Desa sebagai wadah
representasi rakyat merupakan arena
urluk checks and balances agar
prinsip-prinsip demokrasi bisa
berjalan, sekaligus menghindari
penyalagunaan kekuasaan kepala
desa.

Namun UU No.22 tahun 1999
tidak jelas mendudukkan desa dalam
ketatanegaraan Republik Indonesia.
UUJ ini membuat kabur posisi desa,
karena mencampuradukkan antara
prinsip “self governing community”
(otonomi asli) dan “local self govern-
ment”  (desentralisasi). Sikap
pemerintah telah menempatkan desa
sebagai domain (subsistem) peme-
rintahan kabupaten/kota, Kabupaten
/kota memiliki cek kosong untuk
melakukan pengaturan dan penem-

patan posisi desa. Di salah satu
kabupaten di eks karesidenan Kedu,
Propinsi Jawa Tengah regulasi
kabupaten terhadap desa tetap
menempatkan kontrol kabupaten
terhadap desa secara langsung,
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b). Implikasi UU No. 32 Tahun
2004
Keberadaan Undang — Undang
nomor 22 tahun 1999 dipandang
tidak sesuai dengan perkembangan
dan perubahan sistem ketatanega-

raan. Undang — undang Nomor 22 -

Tahun 1999 mengacu pada UUD
1945 lama, sedangkan UUD 1945
sejak tahun 1999 telah mengalami
perubahan yang mendasar.

Penegasan kembali hirarkhi
antar tingkatan pemerintahan
dimasudkan mendorong terwujudnya
pemerintahan dan pembangunan
secara lebih efektif. Para penggagas
UU No.32 Tahun 2004 yakin betul
bahwa NKRI (Negarara Kesatuan
Republik Indonesia) yang kuat dan
integratif membutuhkan hadirnya
kekuasaan eksekutif yang powerfull
dan berwibawa di hadapan lembaga
legislatif dan rakyat.

Penegasan kembali terhadap
hubungan camat dan desa, Camat
berhak melakukan koordinasi di
bidang pembangunan. Demikian
pula Camat menjadi perantara
terhadap penyampaian peratnggung-
jawaban kepala desa kepada Bupati.

Penegasan hubungan Bupati
dan gubernur lebih mendorong
efektivitas pemerintahan dan pemba-
ngunan. Mekanisme perencanaan,
koordinasi pembangunan yang
menyangkut hubungan antar kota/
kabupaten menjadi lebih mudah
ditangani.

Pemilihan Kepala Daerah secara
langsung harus diletakkan pada
lkonteks negara kesatuan. Disamping
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itu pemilihan kepala daerah secara
langsung (Bupali, Walikota dan

Gubernur) harus mend wong tumbuh
budaya demokrasi di tingkat lokal,
Peran kelembagaan vang terkait
(KPUD, Panwas pilkada langsung,
pemantau Pilkada langsung, dan
partai politik) dengan pilkada harus
optimal dan proporsional.

Pilkada langsung memiliki kom-
pleksitas yang lebih tinggi dibanding
pemilu presiden, sebab pilkada
memiliki medan konflik berbasis figur.
Kuatnya patrimonial dalam
masyarakat lokal sangat potensial
terjadinya konflik antar elit maupun
antar massa dari pasangan calon.

Meskipun peran partai politik
lidak sebesar seperti pemilihan kepala
daerah melalui DPR, tetapi fungsi
partai politik sebagai media pengelola
konflik, komunikator politik dan
sosialisasi politik harus dilakukan
(lengan baik. Pada saat inilah justru
lantangan bagi partai politik bahwa
pilkada langsung partai politik mem-
berikan kontribusi bagi terwujudnya
liepemimpinan lokal vang demokra-
lis. Artinya, partai politik tidak boleh
hanya menjadi kendaraan politik bagi
pasangan calon, atau bahkan partai
politik justru melakukan “komersiali-
nasi” partai politik bagi pasangan
calon yang akan menggunaknya,

Hasil pilkada langsung sangat
ditentukan bekerjanya dari setiap
pentahapan pemilihan tersebut.
Regulasi vang efektif dan kompre-
hensif dalam pelaksanaan pilkada
langsung, har isertal kesaclaran
massa tentang budava demoloasi.
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Namun keberhasilan sangat ditenty-
kan profesionalitas kelembagaan
pilkada langsung seperti KPUD,
Panwas, pemantau dan parta politik,
Kalau pilkada langsung ternyata tidak
memberikan hasil kepada rakyat
sesuai proporsi dan perannya serta
kedudukannya sebagai pemilik
kedaulatan, maka akan terjadi ontran
— ontran demokras (Hotman
Siahaan, Kompas 31 Maret 2005).
Pada tingkat desa, UU No.32
Tahun 2004 memberikan definisi
vang “baku” mengenai wewenang
untuk mengelola urusan. Kewenang-
an direduksi menjadi urusan. Adapun
urusan pemerintahan desa meilputi;
(1) urusan yang sudah ada berdasar-
kan hak asal usul desa (2) urusan vang
menjadi kewenangan kabupaten/
kota yang diserahkan pengaturannya
kepada desa (3) tugas pembantuan
dari pemerintah,propinsi, dan atau
pemerintah kabupaten/kota dan (4)
urusan lainnya yang oleh peraturan
perundang-undangan diserahkan
kepada desa.. Tampak sekali bahwa
UU ini tetap memberikan cek kosong
kepada kabupaten/kota tentang
pengaturan terhadap desa. Bahkan
urusan — urusan yang bersifat stra-
tegis sudah habis dikelola kabupaten,/
kota,sehingga sisa kewenangan yang
ada diberikan kepada desa, Kondisi
ini terjadi karena UU ini tidak
menerapkan prinsip subsidirity
terhadap desa, sedanglan prinsip ini
sangat penting dalam pelaksnanaan
desentralisas)
Kehadiran UL No. 392 Tahun
2004 mengalibatkan kerminduran
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bagi desa. Badan Perwakilan Desa
telah direduksi menjadi Badan Per-
musyawaratan Desa. Esensi perwakil-
an rakyat telah sirna, karena Badan
Permusyawaratan desa hanya wadah
bagi pemuka masyarakat dan keber-
adaan meraka tidak dipilih oleh
rakyat.

D, KESIMPULAN

Dari tiga pertanyaan yang sudah
penyusun kemukakan tersebut, maka
ah diambil kesimpulan sebagai
Lerilouat

Pertama, praktek pengaturan
politik lokal sejak awal kemerdekaan
( UU No.1 Tahun 1945) sampai Uu
No.32 Tahun 2004 belum perlu
sepenuhnya menganut prinsip demo-
krasi dan desentralisasi. Perubahan
pengaturan politik lokal harus
mengutamakan prinsip demokrasi
daripada efisiensi. Oleh karena peng-
aturan desentralisasi disertai dengan
penerapan prinsip subsidirity. Pada
tingkat desa pengaturan politik lokal
harus didasarkan pada penghor-
matan pada eksistensi desa, keber-
agaman yang dimilikinya. Disamping
it Negara harus terus mendorong
bagi tumbuhnya tata pemerintahan
desa yang otonom berbasis pada nilai
demokrasi dan lokalitas.

Kedua meskipun usaha mewu-
judkan integrasi NKRI perlu dilaku-
kan, tetapi penerapannya jangan
mengorbankan prinsip demokrasi
dan desentralisasi. Pengelolaan
dinarmika politik lolal secara nasi mal
harus didasarkan pada pengalimn
elatstena lolal dengan merigak
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dasi kemajemukan yang ada.
Disamping itu dinamika politik lokal
harus diarahkan bagi pengelolaan
konflik secara efektif antar kelemba-
gaan pemerintah dan konflik antara
kelembagaan pemerintah, agar peran

pemerintah lokal untuk meningkat- -

kan pelayanan publik dan men-
dorong kesejahteraan rakyat dapat
terwujud.

Ketiga, pemilihan Bupati/Wali-
kota/Gubernur secara langsung ha-
rus didorong bagi tumbuhnya demo-
krasi di tingkat lokal. Ruang partisi-
pasi dan kontrol publik oleh stake
holders Propinsi, kabupaten/kota
harus dibuka luas agar setiap penta-
hapan pemilihan kepala daerah dapat
dikelola bersama secara efektif. Hal
ini dilakukan agar apa yang disebut
ontran — ontran politik tidak terjadi.
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SOLIDARITAS GLOBAL
DAN GERAKAN CIVIL SOCIETY BARU

Oleh: E.W. Tri Nugroho

ABSTRACT

A big natural disaster can not be handled with a local scale solidarity,
and in a limited time, however, it should be with a global scale and
unlimited time handling. Global solidarity should become a new civil
society movement. Is it possible? This article tries to dig up how big is
the possibility of global solidarity supposed to work in the global era
into a new civil society movement that may bring universal humanism
values and capable to redifine the meaning of common living.

Keywords: solidarity, movement, civil-society, universal-humanism,

common-living.

PENDAHULUAN

Dalam pidato akhir tahun 2004
di Istana Merdeka, Presiden
Yudhoyono antara lain mengatakan:
“Sejak terjadinya letusan Krakatau di
tahun 1883, baru sekali ini kita ditim-
pa musibah bencana alam yang demi-
kian dahsyat. Kita berduka, kita me-
nangis, dan hati kita menjerit me-
nyaksikan ribuan korban bergelim-
pangan dalam keadaan kaku, korban
yang masih hidup tenggelam dalam
keputusasaan, kesedihan dan
kebingungan” (Kompas, 1/1/2005).

“Jangan biarkan saudara-sauda-
ra kita merasa sendirian. Mereka ada-
lah bagian dari kita, sebuah keluarga
bangsa. Marilah kita bertafakur, ber-

zikir, dan berdoa menghadapi cobaan
yang amat berat ini. Selain itu kita
perlu membangkitkan kepedulian dan
kesetiakawanan nasional, serta soli-
daritas internasional menghadapi pe-
ristiwa alam dan kemanusiaan yang
luar biasa ini. Mari kita jadikan tahun
2005 sebagai tahun solidaritas dan
kebersamaan untuk membangun
kembali negeri kita dari musibah ben-
cana dan berbagai kesulitan akibat
krisis yang lalu” (Kompas, 1/1/
2005).

Jawaban atas himbauan dan
ajakan Presiden itu memang positif.
Gerakan solidaritas, simpati, bela-
rasa, dan rasa sella kawan dengan
para korban terus mengalir dalam

| E ._ vl Nugroho adalal dosen davt Prodi Bimu Sostate, STPMD "APME Yogyshaiia



88

berbagai bentuk bantuan seperti
barang, tenaga suka rela, uang, jasa
dan sebagainya. Solidaritas tidak saja
terjadi pada tingkat regional, dan
nasional, tetapi juga pada tingkat
internasional, sehingga dapat disebut
sebagai solidaritas global. Mungkin-
kah solidaritas global ini menjadi
gerakan civil societybaru, yang mem-
bawa nilai humanisme universal dan
mampu mendefinisikan ulang makna
hidup bersama? Itulah sumbangan
pernilaran yang ingin dipaparkan da-
lain artikel ini. Paparan akan dimulai
dengan mengemukakan data dan
lalda solidaritas global yang sedang
berlangsung dewasa ini.

DATA DAN FAKTA
SOLIDARITAS GLOBAL

Hari Minggu, tanggal 26 Desem-
ber 2004 telah terjadi gempa bumi
berkekuatan 9 pada skala Richter dan
gelombang tsunami setinggi kurang
lebih 15 meter, berkecepatan sama
dengan pesawat Boeing 747 yang
mencapai 900 km/jam (Kompas,
31/12/2004), di NAD, Sumatera
Utara, dan di beberapa negara Asia,
seperti, Thailand, Sri Langka, India.
Ini merupakan tragedi kemanusiaan
yang luar biasa, terutama dilihat dari
jumlah korban dan tingkat kerusakan.
Di Indonesia saja, menurut data se-
mentara, korban meninggal setidak-
nya ada 173.981 orang dan
114.901 orang dirawat (Kompas,

al dan ..., E.W. TH Nugroho

25/1/2005). Tragedi ini langsung
menggugah perhatian, pemikiran,
dan perasaan manusia di tingkat glo-
bal.

Ekspresi solidaritas masyarakat
internasional terhadap korban benca-
na tsunami di Indonesia dan sejumlah
negara Asia lainnya sangatlah men-
colok. Jumlah bantuan domestik, re-
gional maupun global, terus meng-
alir dan meningkat dari waktu ke wak-
tu. Bantuan makanan, obat-obatan,
pakaian, dan uang datang dari mana-
mana. Tim bantuan pertolongan da-
tang dari mancanegara, seperti Ma-
laysia, Singapura, Australia, China,
Jepang, Amerika Serikat, Kanada,
Rusia, Meksiko, Uni Eropa, dan
masih banyak lagi. Organisasi seperti
Palang Merah Indonesia dan Bulan
Sabit Merah aktif menyelamatkan
korban. Beberapa tim relawan mem-
berikan pertolongan. Dalam aspek
yang lebih strategis, sejumlah pemim-
pin dunia, termasuk sekjen PBB Kofi
Annan, menghadiri konferensi ting-
kat tinggi mengenai tsunami, di
Jakarta, hari Kamis, 6 januari 2005.
KTT ini tidak hanya membahas
bagaimana mengantisipasi tsunami,
tetapi sekaligus membicarakan bantu-
an masyarakat internasional atas kor-
ban tsunami di Indonesia, dan bebe-
rapa wilayah negara Asia (Kompas,
4/1/05). Moratorium utang luar
negeri pun dibahas. Bantuan uang
datang dari 32 negara Eropa, 6
negara dr Asia Pasifik, 2 negara dari
Amerika, 5 negara Timur Tengah, 4
negara Afrika dan badan-badan
internasional seperti IMF, Bank
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Dunia, Bank Pembangunan Asia,
dan IDB - Bank Pembangunan Islam

(Kompas, 15/1/05)

MUNGKINKAH MENJADI
GERAKAN CIVIL SOCIETY
BARU?

Solidaritas global itu memuncul-
kan pertanyaan: apakah masyarakat
dunia sedang menemukan momen-
tumnya untuk menjadikan bencana
Aceh sebagai ekspresi ketidakpuasan
mereka terhadap kondisi kekinian,
dimana dunia dibagi dalam kotak-
kotak, polarisasi kubu-kubu dan
perbedaan lain yang menghalangi
mereka untuk merasa menjadi satu
manusia yvang utuh yang tinggal
dalam planet bumi? Apakah soli-
daritas global itu dapat dilihat sebagai
sebuah gerakan civil society baru
yang menembus batas negara, yang
membawakan nilai humanisme uni-
versal dan mau mendefinisikan ulang
makna hidup bersama dalam satu
planet bumi? (Kompas, 13/1/05).
Berhadapan dengan bencana alam
yang begitu dahsyat dan memakan
banyak korban itu, mungkinkah
solidaritas global menjadi gerakan
civil siciety baru yang bersifat global
dan permanen, dan tidak hanya
berlangsung dalam waktu, tempat
dan peristiwa tertentu saja? Jawaban
atas pertanyaan tersebut akan dikaji
dalam bagian berikut.

TIDAK MUNGKIN DI ERA
GLOBALISASI?

Apapun Jawabannya, yang pen-
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ting adalah menempatkan pertanya-
an itu dalam konteks kekinian, yaitu
dalam konteks globalisasi; terutama
menempatkan pertanyaan itu dalam
pandangan atau gagasan pokok glo-
balisasi. Globalisasi adalah sebuah
tata ekonomi baru dengan jiwa neo-
liberalisme (Robert Gilpin, 2001:
309-316). Dalam pandangan Neoli-
beralisme manusia pertama-tama dan
terutama adalah homo economicus
{manusia ekonomi). Itu lah onfology
(hakekat) manusia. Cara-cara manu-
sia bertransaksi dalam kegiatan eko-
nomi bukanlah satu dari berbagai
bentuk hubungan antar manusia,
melainkan satu-satunya model yang
mendasari semua tindakan dan relasi
antar manusia. Tindakan dan hu-
bungan antar pribadi manusia mau-
pun tindakan dan hubungan sosial
atau politis hanyalah ungkapan dari
model hubungan menurut kalkulasi
untung-rugi individual yang berlang-
sung dalam transaksi ekonomi. Ini
berarti, pertama, relasi antar pribadi
serta hubungan-hubungan lain mesti
dipahami dengan memakai konsep
dan tolok ukur ekonomi sistern pasar.
Jadi ontology economicus punya
implikasi pada epistemology (cara
pandang) economicus pula. Kedua,
prinsip ekonomi sistem pasar juga
digunakan sebagai tolok ukur untuk
mengevaluasi berbagai kebijakan
pemerintah suatu negara. Onfology
dan epistemoloqy economicus kemu-
dian melahirkan etika economicus.
(B. Herry Privono, 2003a: 47-84)
Norma atau ukuran yang akan
digunakan untule menilai kebijakan
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kebijakan pemerintah adalah sistem
pasar bebas.

Neoliberalisme, yang sangat me-
nekankan individu sebagai fiomo eco-
nomicus secara perlahan mengo-
songkan tujuan kesejahteraan bersa-
ma dan menggantinya dengan aku-
mulasi kekayaan individual (Bdk.
Davis P. Levine, 2001). Di sini terjadi
penggusuran arena hidup sosial de-
ngan urusan individual. Kecende-
rungan itu bisa dilihat dalam dua con-
toh gejala berikut: Dalam ekonomi
politik klasik, tanah (land), modal
(money, capital), dan tenaga kerja
(labour) terkait secara intrinsik dan
disebut dengan istilah ‘trias econo-
mica’ (tanah, modal, tenaga kerja).
Fkonomi neoliberal justru ingin me-
misahkan modal dan tenaga kerja.
Oleh karena itu, dalam gagasan
neoliberal, misalnya, orang-orang
yang diupah itu bukanlah buruh atau
pegawai yang tergantung pada
perusahaan (atau badan usaha, yang
memiliki modal), melainkan para
wirausahawan/ti bebas yang bertang-
qungjawab atas keputusan dan per-
kembangannya sendiri, dan yang
(sama seperti para kapitalis) berusaha
memproduksi nilai surplus bagi diri-
nya sendiri. Mereka (entah buruh,
manager, direktur, ataupun w:q:v
adalah para wirausahawan bebas.
Masing-masing individu adalah orang
swasta (B. Herry Priyono, 2003b:

135-136). Masing-masing bertang-
qungjawab atas divinya sendiri, Ini
adalah kecenderungan pertama
Kecenderungan kedua adalah
melepaskan m wlal dart kaltannya de
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ngan tanah (fand), dan tenaga kerja,
yang kemudian diistilahkan ‘deregu-
lasi’ dan ‘liberalisasi’. Modal {money/
capital) juga di-privat-kan sampai ke
titik dimana modal semakin kehilang-

an dimensi komunitasnya, yang ke-

mudian diistilahkan privatisasi’
(Alasdair Maclntyre, 1981: 236).
Jadi, personalisasi dan de-persona-
lisasi modal dilakukan secara seren-
tak. Ekonomi politik neoliberal secara
mendasar melepas etika-sosial yang
melekat pada modal dari tata ‘trias
economica’ dalam gagasan ekonomi
politik klasik.

Melepaskan kinerja modal finan-
sial dari kaitannya dengan tanah
(makro: patria) dan tenaga kerja
(makro: citizen) berarti melepaskan
kinerja modal dengan proses survival
warga suatu komunitas politik-
Kkultural. Jika terkait, kaitan ifu berupa
an unintended consequence. Dilepas-
kannya modal dari tata trias econo-
mica itu juga berarti pemberian gratis
hak istimewa dan kekuasaan yang
begitu besar kepada (para pemilik)
modal finansial (Lih. Fred Block,
1992: 277-303). Tentu, kekuasaan
sebesar itu tidak jatuh dari langit.
Kekuasaan itu berasal dari rentetan
proyek untuk melepaskan uang dari
kekangan waktu, ruang, regulasi, dan
tujuan-tujuan lain yang menghambat
akumulasi. Ringkasnya, kebebasan
gerak modal finansial bagi akumulasi
laba (George Soros, 2002: 3). Akan
tetapi, tekanan tidak terletak pada
nilai ‘kebebasan’ yang bernilai pada
dirinya, tetapi kebebasan untuk
menqakumulasi laba. George Soros
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menyatakan: "Inilah akar kekacauan
dari corak globalisas ini: pemburuan
laba privat tanpa kendali diandaikan
akan mengabdi kebaikan bersama
..." (George Soros, 2002: 164). Jo-
seph Stiglitz, penerima Nobel
Ekonomi 2001 menyatakan juga: “
[vang dikejar adalah] kepentingan
pada pemilik modal finansial; bukan
lagi kepentingan ekonomi global
tetapi kepentingan para tuan finansial
global” (Joseph Stiglitz, 2002:
206.207). Dan Stiglitz tidak segan
menunjuk siapa pelakunya, yaitu para
pialang pasar uang (seperti) Wall
Street (Joseph Stiglitz, 2002: 207).

Pasar uang yang ditunjuk Stiglitz itu
bukan terutama berisi transaksi modal
untuk industri, melainkan spekulasi
(B. Herry Priyono, 2003b: 136-
137). Dengan demikian kekuasaan

uang semakin dilepaskan dari kaitan

intrinsiknya dengan proses survivat

material sebagian terbesar warga

dunia yang tidak punya aset finansial.

Uang semakin bebas mengendalikan
jalannya sejarah.

Corak globalisasi seperti itulah
yang sedang terjadi dewasa ini. Pada
tataran paling abstrak, globalisasi
menyangkut pencabutan waktu (time)
dari ruang (space). Anthony Giddens
menamakan gejala itu sebagai
“penjarakan waktu-ruang”, sedang
David Harvey menyebutnya ‘pema-
datan waktu-ruang’, (Anthony
Giddens, 1990: 64; David Harvey,
1990: bab 16&17). Dahulu kala
fransaksi jual-beli suatu barang me-
nuntul termu muka penjual dan pem-
beli, Peristiwa itu hanya munglin ter-

jadi dengan pertemuan keduanya
pada titik waktu dan tempat yang
sama (kesatuan waktu-ruang).
Sekarang, transaksi itu dapat dilaku-
kan pada titik waktu yang sama mela-
lui tilpon/faksimile/e-mail, meski
dilakukan oleh dua pihak dari tempat
yang berbeda. Rentanglah proses itu
pada lingkup global, dan kita akan
menemukan gejala globalisasi
{ekonomi).

Sedangkan pada medan empirik,
globalisasi berisi proses kaitan yang
semakin erat dari hampir semua
aspek kehidupan, suatu gejala yang
muncul dari interaksi yang semakin
intensif dalam perdagangan, tran-
saksi finansial, media, transportasi
dan teknologi (Howard White, 2001:
549-569: George Soros, 2002: 1).
Benar, bahwa globalisasi tidak hanya
menyangkut aspek ekonomi, tapi
juga kultural, sosial dan politis,
namun aspek-aspek kultural-sosial-
politis itu mensyaratkan kinerja modal
finansial yang, lolos dari kaitannya
dengan patria dan tenaga kerja. Per-
kawinan dari berbagai praktik yang
mengglobal tersebut melahirkan cara-
pandang baru pula. Artinya, glo-
balisasi bukan hanya berupa kaitan
integral antara berbagai tindakan kita
(misal: transaksi finansial), tetapi juga
cara baru memandang persoalan.
Artinya, seluruh dunia merupakan

unit tindakan dan pemikiran (B.
Herry Priyono, 2003b: 137-138),
Dengan demikian dinamika tindakan
serta pemildran manusk a tidak

lagi hanya berlanasung pada
desa, sulw, kota, provinst ataupun
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negara-bangsa, melainkan terentang
pada lingkup global.

Berdasarkan uraian di atas, ha-
rus dikatakan bahwa tidak mungkin-
lah, dalam pandangan neoliberalis-
me, solidaritas global menjadi gerak-
an civil society baru yang membawa
nilai humanisme universal dan mam-
pu mendefinisi ulang makna hidup
bersama. Tidak mungkin solidaritas
global menjadi gerakan civil society
baru, karena (1) manusia hanya di-
lilhat keber-ada-annya sebagai homo
¢conomicus, la berelasi dengan or-
andg lain berdasarkan untung rugi,
dan dinilai hanya berdasarkan uang
(nilai ekonomisnya); (2) yang menjadi
fujuan kegiatan manusia hanyalah
mengumpulkan keuntungan indi-
vidual sebanyak-banyaknya dan
bukan kesejahteraan bersama; dan (3)
manusia dengan modal yang besar
ingin menguasai kekuasaan yang
dapat menentukan jalannya sejarah.
Secara lugas dapat dikatakan bahwa
dalam arus globalisasi, solidaritas glo-
bal yang berlangsung saat ini tidak
mungkin menjadi gerakan civil/ soci-
ety baru yang membawa nilai huma-
nisme universal dan mampu men-
definisi ulang makna hidup bersama.
Solidaritas global hanya akan
berlangsung dalam waktu, tempat
dan peristiwa tertentu saja.

Kenyataan itu dapat dilihat
dalam peristiwa-peristiwa berikut:
Solidaritas, setia kawan, dan
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perti saat tragedi bencana. Berbagai
kalangan tergerak melakukan sesuatu
untuk memberikan bantuan dan per-
tolongan. Namun, pertanyaannya,
mengapa solidaritas tidak muncul
dalam keseharian? Padahal, tidak
sedikit manusia setiap hari terancam
maut oleh kelangkaan pangan, pe-
nyakit, kemiskinan, dan ketidakadilan
ekonomi. Kesenjangan ekonomi dan
eksploitasi atas manusia berlanjut
terus (Kompas, 4/1/05). Sesung-
guhnya, solidaritas kemanusiaan
akan semakin bermakna jika tidak
hanya diekspresikan pada saat krisis
dan bencana, tetapi juga dalam
mengatasi berbagai krisis sosial ke-
manusiaan setiap hari dalam lingkup
masyarakat, negara, dan dunia.
Daniel T. Sparringa juga
mengatakan bencana yang terjadi di
Spanyol di tahun 1800-an, telah me-
munculkan pemikir hebat sekaliber
Voltaire. la belum melihat lahirnya
pemikir dan pemikiran terobosan dari
bencana Aceh. la melihat sebagian
dari elite justru terperosok dalam
perdebatan yang sangat sempit. Itu
tampak dari perdebatan soal adopsi
anak, dimana sebagian masih terje-
bak dalam paradigma berpikir lama.
[a juga melihat orang sekarang baru
sekadar berbuat sesuatu untuk dilihat
orang. Tidak muncul pemikiran kritis,
refleksi kritis (Kompas, 13/1/05)
Bagi warga keturunan, masih
saja terdengar keluhan dan gugatan,
berlakunya sisa atau warisan ketentu-
an masa lalu. Diantaranya pengurus-
an kartu penduduk serta status ke-
pendudukannya (Kompas, 11/2/
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2005). Mengapa masih saja ada dis-
kriminasi, meski gaung kesetia-
kawanan sosial, solidaritas global su-
dah terdengar semakin keras? Pada-
hal dasar untuk menghilangkan dis-
kriminasi itu jelas vaitu prinsip dasar
“kemanusiaan yang adil dan ber-
adab” dan “keadilan sosial bagi selu-
ruh rakyat Indonesia”. Haruskah soli-
daritas itu muncul setelah ada banyak
korban?

Solidaritas global akan menjadi
gerakan civil society baru, yang mem-
bawa nilai humanisme universal dan
mampu mendefinisi ulang makna
hidup bersama, jika (1) manusia
dipandang keberadaannya sebagai
manusia yang “kaya”, vaitu sebagai
homo vivens, homo loquens, homo
volens, homo sentiens, homo sociale,
homo religiosus, dan sebagainya.
Manusia berdimensi universal dan
tidak partikular, yaitu hanya sebagai
homo economicus; (2) relasi antar
manusia dalam hidup bersama dida-
sarkan pada motivasi yang lebih da-
lam, seperti: relasi cinta, relasi moral,
dan tidak hanya didasarkan pada
untung dan rugi; (3) manusia dilihat
sebagai makhluk yang bernilai pada
dirinya, lepas dari apa yang dimiliki,
dipakai dan dibawa dalam hidupnya,
seperti uang, pangkat, harta benda;
(4) tujuan kegiatan manusia adalah
mengusahakan kesejahteraan
bersama, dan tidak hanya akumulasi
kekayaan individual, (5) yang
dikedepankan bukan kerakusan
dlalam mengumpulkan kekuasaan
untuk menentukan jalannya sejarah,
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tetapi pelayanan atau pengabdian
yang membaharui kehidupan
bersama.

MUNGKIN SAJA DI ERA
GLOBALISASI?

Harus diakui kelima gagasan ter
akhir itu jauh dari alam pikiran neo
liberalisme. Namun hal itu tidak ber-
arti bahwa di era globalisasi ini jawab-
an “mungkin” tidak dapat ditemukan.
Artinya solidaritas global “mungkin”
saja menjadi gerakan civil society ba
ru, yang membawa nilai humanisme
universal dan mampu mendefinisi
ulang makna hidup bersama. Ke
mungkinan ini muncul dari kenyataan
sejarah bahwa sekuat apapun arus
globalisasi itu, jika kinerja ekonomi
dilepas dari proses survivalbegitu ba
nyak warga sebuah komunitas politik
rupanya tidak akan bertahan lama,
Karl Polanyi, sebagaimana dijelaskan
oleh B. Herry Priyono, menyatakan
bahwa setiap kali kinerja ekonomi
dilepas dari kaitannya dengan qugus
gugus lain yang menyangga hidup
bersama, setiap kali itu pula terjaci
apa vang ia sebut ‘double move
ment’. Maksudnya, semakin kinerja
modal finansial dilepas dari kaitannya
dengan patria dan tenaga kerja,
semakin akan berkembang gerakan
untuk membawa kembali kinerja
modal itu ke dalam pangkuan trias
economica, Dalam bidang ekonomi
sl peristiwa deregulasi
di awal dekade 1980-an, boom
finansial perluasan ekonomi mavya,




krisis ekonomi sejak tahun 1997,
kerontokan harga saham, gerakan
kritik terhadap globalisasi, terbong-
karnya berbagai skandal bisnis mulai
tahun 2002, dan lalu reformasi
regulasi, mungkin merupakan contoh
double movement itu (B. Herry
Priyono, 2003b: 139). Dalam arti ini
sebagian besar gerakan kritik
terhadap globalisasi bukanlah
gerakan anti-modal dan anti-
globalisasi, melainkan gerakan
mengembalikan kinerja modal supaya
lerkait kembali dengan proses survival
tenaga kerja dan patria.

Selain itu, dari banyak gejala
(misalnya, menjamurnya kelompok-
kelompok kedaerahan, kesukuan,
(rah, dan klan yang makin meluas
diantara kaum elite di kota-kota besar)
juga semakin jelas bahwa manusia
tanpa partikularitas kultur dan emosi
adalah ilusi. Dari gejala itu dapat
dikatakan bahwa semakin global ge-
rak hidup manusia, semakin intensif
pula pencarian identitas local manu-
slacitu. Paradoks ini bukan sebentuk
Wrasionalitas, melainkan manifestasi
clari keutamaan manusia yang dikaru-
nlal lransendensi universalitas dan

qerak globalisasi juga sedang intensif
terjadi (Bdk, misalnya, Anthony

n itu tidak mau dibenarkan ben-
(uk-bentuk kebangkitan an etnis
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Paradoks mengglobal dan me-
lokal, pada akhirnya, adalah tegang-
an hidup sehari-hari dalam kondisi
modernitas. Mengelak dari tegangan
itu sama dengan membekukan
waktu, atau menghentikan sejarah.
Hasilnya adalah fundamentalisme
vang menuntut kejelasan (contra glo-
balisasi atau pro globalisasi). Tuntutan
semacam itu muncul lantaran ‘titik
tengah’ terasakan sebagai suasana
hidup yang membingungkan dan
membosankan karena tidak punya
ketajaman yang menggairahkan.
Dalam kenyataannya, sejarah berisi
lebih banyak kesemrawutan dan
kesimpangsiuran gejala daripada
kejelasan. Paradoks mengglobal-
melokal itu hanyalah salah satu
contoh dari ketidakjelasan yang ada
dalam hidup sehari-hari.

Kondisi yang ditandai oleh ber-
bagai paradoks itu bukan sesuatu
yang niscaya atau tak-terelakkan.
Kondisi tersebut juga bukan gejala
tanpa pelaku, melainkan produk dari
interaksi, gesekan dan tegangan dari
berbagai praktik, tindakan, dan kerin-
duan yang operasional dalam sejarah
moderen. Justru karena kondisi itu
bukannya tak terelakkan, dan sesuatu
yang bukannya tanpa pelaku, maka
terbukalah ruang untuk melakukan
transformasi, untuk mengubah
jawaban yang ‘tidak mungkin’
menjadi ‘mungkin’.

Dari sekian banyak faktor yang
melahirkan kondisi itu, pergeseran
praktik ekonomi-politik, yang cli-
sanaga oleh “filsafat” neoliberalisime,
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merupakan salahi satu kunci untuk
memahami berbagai tegangan yang
berlangsung dewasa ini. Kunci itu

tidak hanya kunci untuk memahami
apa vang terjadi, tetapi juga kunci
untuk mendekati permasalahan.
Arah pendekatan yang dibutuhkan
adalah gerakan membawa kembali
kinerja modal finansial ke dalam
kaitan sentralnya dengan proses sur-
vival tenaga kerja dan patria (B. Herry
Privono, 2003b: 140-141). Untuk
itu perlu diupayakan agar modal
memiliki civic accountability dan
membangkitkan kebijakan “public”
dalam arti yang sebenarnya.

Modal (baca: uang), bisnis, dan
pasar adalah fakta yvang senantiasa
hadir dalam hidup ini, dan setiap ma-
nusia akan selalu terlibat dengannya.
Bila demikian, masalahnya tidak ter-
letak pada ada/tidaknya modal, bisnis,
pasar, tetapi pada akuntabilitasnya.

Perlu disadari bahwa ambivalensi
vang terlibat dalam globalisasi dewasa
ini mengisyaratkan bahwa globalisasi
bisa berwajah “berkat” dan sekaligus
“kutuk”. Meskipun globalisasi dapat
dielakkan, namun globalisasi adalah
kondisi sejarah. Dalam arti ini, perta-
nvaan apakah kita harus merayakan
atau meratapi globalisasi merupakan
suatu kekeliruan. Demikian pula,
menolak atau menerima globalisasi
bukanlah scalnya. Soalnya terletak
dalam pokok ini: bagaimana men-
ciptakan berbagai gerakan untuk
membuat kekuatan kekuatan yang
membuat gobalisasi punya watak
seperti seknrang ini menjadi lebih
alkuntabel h upaya vang per

tama. Gerakan kritik pada globalisasi
perlu menjadi semakin sensitif
membedakan “berkat” dan “kutuk”
globalisasi.

Upaya kedua adalah membang-
kitkan kebijakan publik ( public polici)
seperti dimaksud dalam istilah itu
sendiri. Selama hidup bersama ini
diinginkan (yang terungkap dalam
istilah seperti "umum”, “publik™),
selama itu pula dibutuhkan keber-
adaan "“badan publik” (public agenci).
Kelemahan fatal yang terjadi dewasa
ini ialah, berbagai kebijakan yang
dilakukan oleh badan publik semakin
kehilangan ciri publik-nya, karena
semakin sering menjadi sekedar
pelaksanaan dari kemauan/tuntutan
para pelaku dominan (Joseph Stiglitz,
2002: 60,61), yaitu para pemilik
atau pengontrol aset finansial. Itulah
gejala yang oleh Joel Hellman dan
kawan-kawan disebut state capture,
di mana kapasitas legitim suatu
‘badan publik’ menjadi tawanan para
pemilik/pengontrol modal finansial
(Joel Hellman et al., 2000: 4,6).
Singkatnya, kebijakan publik sekedar
menjadi ungkapan dan apa vang
dikehendaki kelompok-kelompok
finansial itu. Gejala ini punya impli-
kasi jauh. Kebijakan publik semakin
tidak lagi digerakkan oleh agenda in-
tensional (intended motives) untuk
melaksanakan kepentingan publik.
Kepentingan publik/umum/bersama
semakin menjadi sekeclar akibat sam-
pingan (unintended consequences)
dari kebijakan kebijakan vang

. 1 kebutuh




tersebut. Jika melalui berbagai kebi-
jakan neo-liberal, kesejahteraan ber-
sama (common welfare) terlaksana,
syukurlah. Bila tidak terjadi, juga tidak
apa-apa karena common welfare itu
tidak pernah menjadi tujuan awalnya.
Itu sebabnya mengapa perkara de-
mokrasi dan hak-hak asasi lalu sering
dianggap tidak relevan. Dengan kata
lain, kesejahteraan bersama (eko-
is, kultural, politis) semakin men-
sckedar remah-remah yang jatuh
clari meja pesta para tuan besar (Jo-
seph Stiglitz, 2002:79-80). Dengan
itu, public policy juga semakin kehi-
n alasan adanya, karena ia bu-
i 'kebijakan’, dan bukan juga
dilakukan bagi ‘publik’. Dalam kon-
disi itu, membangkitkan public policy
berarti memasukkan kembali tujuan
(telos) kepentingan bersama ke dalam
berbagai kebijakan, baik itu kebijakan
di bidang pendidikan, hukum, ekono-
mi, politik, kebudayaan, dsb. (B.
Herry Priyono, 2003b: 141-142)
Kebijakan publik juga harus dibang-
kitkan dalam hingar bingarnya gerak-
an solidaritas global. Artinya gerakan
solidaritas global yang mungkin men-
Jadi gerakan civil society baru harus
bertujuan memasukkan nilai huma-
nisme universal dan mampu men-
dlefinisi ulang makna hidup bersama.

Berdasarkan uraian di atas dapat
dikatakan bahwa solidaritas global
mungkin saja menjadi gerakan civi/
society baru karena (1) globalisasi
liclak _.z:ca BmBUmE: kutuk _er:u_
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kinerja modal finansial dilepas dari
kaitannya dengan patria dan tenaga
kerja, semakin akan berkembang
gerakan untuk membawa kembali
kinerja modal itu ke dalam pangkuan
trias economica; (3) semakin global

gerak hidup manusia, semakin -

intensif pula pencarian identitas lokal
manusia itu; (4) paradoks mengglobal
dan melokal adalah tegangan hidup
sehari-hari dalam kondisi modernitas;
(5) kondisi yang ditandai dengan
berbagai paradoks itu dapat dipahami
sebagai bukan tak terelakkan, dan se-
bagai sesuatu yang bukannya tanpa
pelaku, sehingga terbukalah ruang
untuk melakukan transformasi, untuk
mengubah jawaban yang “tidak
mungkin” menjadi “mungkin”. Ini
berarti, supaya solidaritas global
menjadi gerakan civil society baru,
perlu diciptakan berbagai gerakan
untuk membuat kekuatan kekuatan
yang membuat gobalisasi punya
watak seperti sekarang ini menjadi
lebih akuntabel. Selain itu perlu
dibangkitkan public policy, artinya
memasukkan kembali tujuan (telos)
kepentingan bersama ke dalam
berbagai kebijakan. Dalam solidaritas
global pun perlu dimasukkan tujuan
untuk membawa nilai humanisme
universal dan mendefinisi ulang
makna hidup bersama.

PENUTUP

Gempa bumi dan gelombang
tsunami di NAD dan negara-negara
tetangga merupakan tragedi kemanu-
siaan yang luar biasa, terutama dlilihat
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dari jumlah korban dan tingkat keru-
sakan. Berhadapan dengan tragedi
kemanusian yang luar biasa seperti
ini diperlukan gerakan solidaritas
vang berskala global, terus menerus
dan dalam waktu yang lama. Dengan
kata lain, solidaritas global harus
menjadi gerakan civil society baru
yang mampu membawa nilai huma-
nisme universal dan mampu mende-
finisikan ulang makna hidup ber-
sama.

Tidak mudah mencapai tujuan
mulia tersebut di tengah kuatnya arus
globalisasi dewasa ini. Globalisasi
ternyata membawa kutuk. Sebagai
kutuk, globalisasi membuat manusia
gagal menemukan nilai humanisme
universal, karena manusia selalu
ditarik pada dirinya yang parsial
(hanya sebagai homo economicus)
dan senantiasa mengejar keuntungan
dan kekuasaan bagi diri dan kelom-
poknya sendiri. Relasi antar manusia-
pun menjadi amat dangkal dan lemah
karena hanya didasarkan pada
perhitungan untung-rugi. Manusia
juga gagal dalam mendefinisi ulang
makna hidup bersama karena glo-
balisasi dengan neoliberalismenya
sama sekali mengabaikan kesejah-
leraan bersama. Dengan demikian di
era globalisasi ini, solidaritas global
tidak mungkin menjadi gerakan ciuvi/
society baru. Solidaritas global
kemudian hanya akan menjadi
gerakan yang berlangsung pada
waktu, tempat dan peristiwa tertentu.
Setelah ilu mali. Gerakan civil soci-
ety baru tingagal sebuah mimp.

Syukurlah bahwa globalisasi
tidak hanya membawa kutuk, tetapi
juga berkat. Dapat dipahami sebagai
berkat karena kondisi di era globali-
sasi yang ditandai dengan berbagai
paradoks itu dipahami sebagai bukan
tak terelakkan, dan sebagai sesuatu
vang bukannya tanpa pelaku, sehing-
ga terbukalah ruang untuk melakukan
transformasi. Artinya mengubah ja-
waban yang ‘tidak mungkin' menjadi
‘mungkin’. Ini berarti, solidaritas glo-
bal akan mungkin menjadi gerakan
civil society baru, jika dapat dicipta-
kan berbagai gerakan untuk mem-
buat kekuatan kekuatan yang mem-
buat globalisasi punya watak seperti
sekarang ini menjadi lebih akuntabel.
Gerakan solidaritas global pun harus
akuntabel. Selain itu perlu dibang-
kitkan public policy, artinya mema-
sukkan kembali tujuan (telos) kepen-
tingan bersama (public) ke dalam
berbagai kebijakan di berbagai
bidang. Perlu pula dibangkitkan pub-
lic policy dalam solidaritas global.
Artinya solidaritas global yang men-
jadi gerakan civil society baru itu
harus membawa nilai humanisme
universal dan mampu mendefinisi
ulang makna hidup bersama. Jika
demikian adanya, bukan tidak mung-
kin bahwa solidaritas global akan
menjadi gerakan civil society baru
yang berciri global dan permanen.
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